
BUPATI KUBU RAYA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR  9Y  TAHUN 2025

TENTANG

TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN
BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

DENGAN RAHMAT TurlAN TANG MAIIA ESA

BUPATI KUBU RAYA,

Menimbang :     a.   bahwa  pajak  merupakan  salah  satu  sumber  pendapatan
daerah yang berasal dari kontribusi wajib pajak yang bersifat
memaksa,      dan      digunakan      sebesar-besarnya      bagi
kemakmuran rakyat;

b.   bahwa untuk  melaksanakan  ketentuan  Peraturan  Daerah
Kabupaten Kubu Raya Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pajak
Daerah    dan    Retribusi    Daerah,    dan    dalam    rangka
mengoptimalkan pemungutan pendapatan asli daerah yang
berasal  dari  pajak  bumi  dan  bangunan  perdesaan  dan
perkotaan   di   daerah   perlu   didukung   oleh   pengaturan
mengenal tata cara pemungutan pajak bumi dan bangunan
perdesaan dan perkotaan;

c.   bahwa berdasarkan pertimbangan  sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b,  perlu menetapkan Peraturan
Bupati  tentang  Tata  Cara  Pemungutan  Pajak  Bumi  dan
Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;

Mengingat 1.   Pasal  18  ayat  (6)  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik
Indonesia Tahun  1945;

2.   Undang-Undang     Nomor     35     Tahun      2007      tentang
Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan
Barat  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2007
Nomor     101,    Tambahan    Lembaran    Negara    Republik
Indonesia Nomor 4751);

3.   Undang-Undang     Nomor     23     Tahun      2014      tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun   2014   Nomor   244,   Tambahan   Lembaran   Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa  kali  terakhir  dengan  Undang-Undang  Nomor  6
Tahun   2023   tentang   Penetapan   Peraturan   Pemerintah
Pengganti  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2022  tentang
Cipta  Kerja  menjadi  Undang-Undang   (Lembaran  Negara
Republik  Indonesia  Tahun   2023   Nomor   41,   Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4.   Undang-Undang Nomor  1  Tahun  2022  tentang Hubungan
Keuangan   antara   Pemerintah   Pusat   dan   Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6757);



5.   Peraturan   Pemerintah   Nomor   35   Tahun   2023   tentang
Ketentuan   Umum   Pajak   Daerah   dan   Retribusi   Daerah
(Lembaran  Negara Republik Indonesia Tahun  2023  Nomor
85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6881);

6.   Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85 Tahun 2024 tentang
Penilaian   Pajak   Bumi   dan   Bangunan   Perdesaan   dan
Perkotaan  (Berita  Negara  Republik  Indonesia Tahun  2024
Nomor 881);

7.   Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor  13 Tahun
2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran
Daerah  Kabupaten  Kubu  Raya  Tahun  2023   Nomor   13,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor
104);

MEMUTUSRAN:

Menetapkan    :    PERATURAN  BUPATI  TENTANG  TATA  CARA  PEMUNGUTAN
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN.

BABI
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1.     Daerah adalah Kabupaten Kubu Raya.
2.     Pemerintah    Daerah    adalah    Bupati    sebagai    unsur    penyelenggara

Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan Kabupaten Kubu Raya.

3.     Bupati adalah Bupati Kubu Raya.
4.     Badan  Pendapatari  Daerah  yang  selanjutnya  disebut  Bapenda  adalah

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kubu Raya.
5.     Kepala Badan adalah Kepala Badan pendapatan Daerah Kabupaten Kubu

Raya.
6.     Pejabat adalah pegawal yang diberi tugas tertentu di bidang pajak daerah

dan  retribusi  daerah  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang-
undangan.

7.     Pajak  Daerah  yang  selanjutnya  disebut  Pajak  adalah  kontribusi  wajib
kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat
memaksa   berdasarkan   undang-undang,   dengan   tidak   mendapatkan
imbalan  secara  langsung  dan  digunakan  untuk  keperluan  Daerah  bagi
sebesar-besamya kemakmuran rakyat.

8.     Subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenai pajak.
9.     Wajib  Pajak adalah  orang pribadi  atau badan meliputi pembayar Pajak,

pemotong Pajak, dan pemungut Pajak yang mempunyai hak dan kewajiban
perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

10.   Penanggung  Pajak  adalah  orang  pribadi  atau  badan  yang  bertanggung
jawab atas pembayaran Pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan 7
memenuhi    kewajiban    Wajib    Pajak    menurut    ketentuan    peraturan +
perundang-undangan perpajakan.

11.   Tahun Pajak PBB-P2  adalah jangka waktu yang lamanya  1  (satu)  tahun
kalender,  kecuali  apabila  Wajib  Pajak  menggunakan  tahun  buku  yang
tidak sama dengan tahun kalender.



12.   Pajak yang Terutang adalah Pajak yang harus dibayar pada suatu masa
Pajak dalam tahun Pajak, atau dalam bagian tahun Pajak sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.

13.   Badan   adalah   sekumpulan   orang   dan/atau   modal  yang   merupakan
kesatuan,  baik yang  melakukan  usaha  maupun  yang  tidak  melakukan
usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan
lainnya, Badan Usaha Milik Negara, atau BUMD dengan mama dan dalam
bentuk  apapun,  firlna,  kongsi,  koperasi,  dana  pensiun,  persekutuan,
perkumpulan,  yayasan,  organisasi  massa,  organisasi  sosial  politik,  atau
organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak
investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

14.   Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Kubu Raya.
15.   Tempat Pelayanan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat TPPD, adalah

tempat  pelayanan  perpajakan  daerah  yang  terintegrasi  pada  Bapenda
untuk memberikan pelayanan perpajakan daerah kepada wajib pajak.

16.   Pajak  Bumi  dan  Bangunan  Perdesaan  dan  Perkotaan  yang  selanjutnya
disingkat  PBB-P2  adalah  Pajak  atas  bumi  dan/atau  bangunan  yang
dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan.

17.   Bumi   adalah   permukaan   bumi   yang   meliputi   tanah   dan   perairan
pedalaman.

18.   Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara
tetap diatas permukaan bumi dan di bawah permukaan bumi.

19.   Sistem   Manajemen   Informasi   Objek   Pajak   yang   selanjutnya   disebut
SISMIOP adalah sistem yang terintegrasi untuk mengolah informasi data
objek   dan   subjek   PBB   P2   dengan   bantuan   komputer,   sejak   dari
pengumpulan   data   (melalui   pendaftaran,   pendataan   dan   penilaian),
pemberian    identitas    objek    pajak    dengan    NOP,    perekaman    data,
pemeliharaan    basis    data,     pencetakan    hasil    keluaran     (dokumen
perpajakan) , pemantauan penerimaan dan pelaksanaan penagihan sampai
dengan pelayanan perpajakan kepada wajib pajak.

20.   Nomor  Pokok  Wajib  Pajak  Daerah  yang  selanjutnya  disingkat  NPWPD
adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagal sarana dalam
administrasi   perpajakan   Daerah   yang   dipergunakan   sebagai   tanda
pengenal  diri  atau  identitas  Wajib  Pajak dalam  melaksanakan  hak dan
kewajiban perpajakan daerahnya.

21.   Nomor Objek Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NOPD adalah nomor
identitas  objek   Pajak  sebagai   sarana  dalam  administrasi  perpajakan
dengan ketentuan tertentu.

22.   Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-
rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan
bilamana  tidak  terdapat  transaksi  jual  beli,  NJOP  ditentukan  melalui
perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan
bani, atau NJOP pengganti.

23.   Nilai  Jual  Objek  Pajak  Tidak  Kena  Pajak  yang  selanjutnya  disingkat
NJOFTKP adalah batas NJOP atas bumi dan/atau bangunan yang tidak
kena pajak.

24.   Nilai  Jual  Objek  Pajak  Kena  Pajak yang  selarijutnya  disingkat  NJOPKP
adalah   Jumlah   NJOP   Bumi   dan/atau   Bangunan   setelah   dikurangi
NJOFTKP.

25.   Satuan NJOP adalah nilai jual objek pajak per meter persegi.
26.   Surat Pemberitahuan Objek Pajak yang selanjutnya disingkat SPOP adalah

surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data subjek dan
objek -P85-P2- sesuai  dengan -keten-tuan  peraturari  perundang-u-iJd-=L;= ? `
perpajakan Daerah.

27.   Lampiran Surat Pemberitahuan Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat
L-SPOP adalah lampiran  surat yang digunakan oleh Wajib  Pajak untuk
melaporkan  data  subjek  dan  Objek  PBB-P2  sesuai  dengan  ketentuan



peraturan  perundang-undangan  peapajakan  daerah  dan  lalnpiran  tidak
terpisahkan dari bagian SPOP.

28.   Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti
pembayaran   atau   penyetoran   Pajak   yang   telah   dilakukan   dengan
menggunakan  formulir  atau  telah  dilakukan  dengan  cara  lain  ke  kas
Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.

29.   Surat  Pemberitahuan  Pajak  Terutang  yang  selanjutnya  disingkat  SPPI`
adalah  surat yang digunakan  untuk memberitahukan besarnya PBB-P2
yang terutang kepada Wajib Pajak.

30.   Surat Tagihan Pajak Daerah yang selan].utnya disingkat STPD adalah surat
untuk  melakukan  tagihan  Pajak  dan/atau  sanksi  administratif berupa
bunga dan/atau denda.

31.   Surat Tanda Terima Setoran, yang selanjutnya disingkat SITS adalah bukti
pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan.

32.   Surat  Ketetapan  Pajak  Daerah yang  selanjutnya  disingkat  SKPD  adalah
surat  ketetapan  pajak yang  menentukan  besarnya jumlah  pokok  pajak
yang terutang.

33.   Surat  Ketetapan  Pajak  Daerah  Lebih  Bayar yang  selanjutnya  disingkat
SKPDLB adalah surat ketetapan Paj ak yang menentukan jumlah kelebihan

34.   pembayaran Pajak karena jumlah kredit Pajak lebih besar daripada Pajak
yang terutang atau seharusnya tidak terutang.

35.   Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan
kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan
ketentuan  tertentu  dalam  peraturan  perundang-undangan  perpajakan
Daerah yang  terdapat  dalam  SPIT,  SKPD,  SKPDKB,  SKPDKBT,  SKPDN,
SKPDLB,  STPD,  Surat  Keputusan  Pembetulan,  atau  Surat  Keputusan
Keberatan.

36.   Surat  Keputusari  Keberatan  adalah  surat  keputusan   atas   keberatan
terhadap   SPIT,   SKPD,    SKPDKB,    SKPDKBT,    SKPDN,   SKPDLB,   atau
terhadap pemotongan atau pemungutan pihak ketiga yang diajukan oleh
Wajib Pajak.

37.   Banding  adalah  Upaya  huk`m  yang  dilakukan  oleh  Wajib  Pajak  atau
Penanggung   Pajak   terhadap   suatu   keputusan   yang   dapat   diajukan
banding,     berdasarkan     ketentuan     peraturan     perundang-undangan
perpajakan yang berlaku.

38.   Putusan  Banding  adalah  putusan  badan  peradilan  pajak  atas  banding
terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.

39.   Penelitian  adalah  serangkaian  kegiatan  yang  dilakukan  untuk  menilai
kelengkapan  pengisian  surat  pemberitahuan  atau  dokumen  lain  yang
dipersamakan   dan   lampiran-1ampirannya  termasuk  penilaian   tentang
kebenaran penulisan dan penghitungannya serta kesesuaian antara surat
pemberitahuan dengan SSPD.

40.   Kahar U:orce mczjenre) adalah suatu keadaan yang teljadi di luar kehendak
atau kekuasaan Wajib Pajak yang mengakibatkan wajib pajak tidak dapat
melaksanakan  kewajiban  membayar  pajak  sepenuhnya  atau  sebagian,
atau tidak tepat waktu.

41.   Penagihan adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi

disita.
42.   Penagihan Seketika dan Sekaligus adalah tindakan Penagihan pajak yang

dilaksanakan   oleh  jurusita   Pajak   kepada   Penanggung   Pajak   tanpa
menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran yang meliputi seluruh utang
Pajak dari semuajenis Pajak, masa Pajak, dan tahun Pajak.



43.   Sanksi Administratif adalah  sanksi yang dikenakan  kepada wajib  pajak
yang melakukan pelanggaran administrasi dalam bidang perpajakan.

44.   Piutang  Pajak  Daerah  yang  selan].utnya  disebut  piutang  pajak  adalah
jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Daerah dan/atau hak
Pemerintah  Daerah yang dapat  dinilai  dengan  uang  sebagai  akibat  dari
suatu  penetapan  pajak  meliputi  pokok  pajak,  bunga  dan/atau  denda
administrasi yang tertunggak sampai dengan tanggal terakhir pembebanan
hutang yang  besarannya  tercantum  dalam  Surat  Pemberitahuan  Pajak
Tehutang,  Surat Ketetapan Pajak Daerah,  Surat Ketetapan Pajak Daerah
Kurang Bayar,  Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan,
Surat   Tagihan   Pajak   Daerah,   Surat   Keputusan   Pembetulan,   Surat
Keputusan Keberatan dan Putusan Banding.

45.   Utang  Pajak  adalah  Pajak  yang  masih  harus  dibayar  termasuk  sanksi
administratif berupa bunga,  denda,  dan/atau kenaikan yang tercantum
dalam surat ketetapan Pajak atau surat sejenisnya berdasarkan peraturan
perundang-undangan perpajakan daerah.

46.   Surat Teguran adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat untuk menegur
Wajib Pajak untuk melunasi Utang Pajak.

47.   Surat  Paksa  adalah  surat  perintah  membayar  Utang  Pajak  dan  biaya
Penagihan Pal.ak.

48.   Jurusita Pajak adalah pelaksana tindakan Penagihan Pajak yang meliputi
Penagihan Seketika dan Sekaligus, pemberitahuan Surat Paksa, penyitaan
dan penyanderaan.

49.   Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan
data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya Pajak yang
terutang  sampai  kegiatan  penagihan  Pajak  kepada  Wajib  Pajak  serta
pengawasan penyetorannya.

50.   Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukari secara teratur
untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta,
kewajiban,  modal,  penghasilan dan biaya,  serta jumlah harga perolehan
dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan
keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode tahun pajak
tersebut.

51.   Pengawasan adalah serangkalan kegiatan untuk mengawasi pemenuhan
kewajiban perpajakan wajib pajak dan menegakkan ketentuan peraturan
perundang-undangan perpajakan daerah.

52.   Pemeriksaan  adalah  serangkaian  kegiatan  menghimpun  dan  mengolah
data,  keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan
profesional   berdasarkan   suatu   standar   pemeriksaan   untuk   menguji
kepatuhan pemenuhan kewajiban Pajak dan/ atau untuk tujuan lain dalam
rangka    melaksanakan    ketentuan    peraturan    perundang-undangan
perpaj akan Daerah.53.::|n#=nyoabi::e::jt=e:E=iLdFB:=2guaE==e::;Saat=duanntupfr::tnae=t:kanang?,
NLJOP yang akan dijadikan dasar pengenaan PBB-P2, dengan menerapkan
metode perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis,  metode nilai
perolehan baru, dan/atau metode nilai jual pengganti.

54.   Hari adalah hari kerja.



BAB 11
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

Bagian Kesatu
Objek, Subjek dan Wajib Pajak

Pasal 2

(1)    Objek PBB-P2  adalah  bumi dan/atau bangunan yang dimiliki,  dikuasai,
dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan
yang  digunakan  untuk  kegiatan  usaha  perkebunan,  perhutanan  dan
pertanbangan.
Bumi  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  termasuk permukaan  bumi
hasil kegiatan reklamasi atau pengurukan.
Dikecualikan  dari  objek  PBB-P2  sebagainana  dimaksud  pada  ayat  (1)
adalah kepemilikan, penguasaan dan/atau pemanfaatan atas:
a.   Bumi  dan/atau  Bangunan  kantor Pemerintah,  kantor  Pemerintahan

Daerah, dan kantor penyelenggara negara lainnya yang dicatat sebagal
barang milik negara atau barang milik Daerah;

b.   Bumi   dan/atau   Bangunan   yang   digunakan   semata-mata   untuk
melayani  kepentingan  umum  di  bidang  keagamaan,   panti   sosial,
kesehatan,    pendidikan,    dan   kebudayaan   nasional,    yang   tidak
dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;

c.   Bumi dan/atau Bangunan yang semata-mata digunakan untuk tempat
makam (kuburan), peninggalan purbakala, atau yang sejenis;

d.   Bumi  yang  merupakan  hutan  lindung,  hutan  suaka  alam,  hutan
wisata, talnan nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa
dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak;

e.   Bumi dan/atau bangunan yang digunakan oleh perwakilan diplomatik
dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal batik;

f.    Bumi dan/atau bangunan yang digunakan oleh badan atau perwakilan
lembaga internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri;

9.   Bumi dan/atau Bangunan untuk jalur kereta api, moda raya terpadu,
lintas raya terpadu, atau yang sejenis;

h.   Bumi dan/atau Bangunan tempat tinggal lainnya berdasarkan NJOP
tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati; dan

i.    Bumi dan/atau Bangunan yarig dipungut pajak bumi dan bangunan
oleh Pemerintah.

Pasal 3

(1)    Subjek PBB-P2  merupakan  orang pribadi atau badan yang secara nyata
mempunyai  suatu  hak  atas  bumi  dan/atau  memperoleh  manfaat  atas
bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas
bangunan.

(2)    Wajib  PBB-P2  merupakari  orang  pribadi  atau  badan yang  secara  nyata
mempunyai  suatu  hak  atas  bumi  dan/atau  memperoleh  manfaat  atas
bumi, dan/atau memiliki, menguasal, dan/atau memperoleh manfaat atas
bangunan.



Bagian Kedua
Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Perhitungan

Pasal 4

(1)    Dasar pengenaan PBB-P2 adalah NJOP.
(2)    NJOp sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan proses

penilaian PBB-P2.
(3)    NJOp tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rpl0.000.000,00 (sepuluh juta

rupiah) untuk setiap Wajib Pajak.
(4)    Dalam hal wajib pajak memiliki atau menguasai lebih dari satu objek PBB-

P2   di  satu  wilayah  di  Daerah,   NJOP  tidak  kena  Pajak  sebagaimana
dimaksud  pada ayat  (3)  hanya  diberikan  atas  salah  satu  objek PBB-P2
untuk setiap tahun Pajak.

(5)    NJOP  yang  digunakan  untuk  perhitungan   PBB-P2   ditetapkan   paling
rendah 20%  (dua puluh persen)  dan paling tinggi  100°/o  (seratus persen)
dari   NJOP   setelah   dikurangi   NJOP   tidak   kena   Pajak   sebagaimana
dimaksud pada ayat (3).

(6)    Besaran presentase  sebagaimana dimaksud pada ayat  (1)  atas kelompok
objek PBB-P2 dilakukan dengan mempertimbangkan:
a.    kenaikan NJOp hasil penilaian;
b.   bentuk pemanfaatan objek pajak, dan/atau;
c.    klasterisasi NJOp dalam satu wilayah.

(7)    NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun,
kecuali untuk objek Pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai
dengan perkembangan wilayahnya.

(8)    Besaran NJOp ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 5

Tarif PBB-P2 ditetapkan sebagai berikut:
a.   untuk   NJOP   sampai   dengan   Rp2.000.000.000,00   (dua   miliar   rupiah)

ditetapkan sebesar 0,10% (nol koma sepuluh persen) per tahun;
b.   untuk  NJOP  di  atas  Rp2.000.000.000,00  (dua  miliar  rupiah)  ditetapkan

sebesar 0,12% (nol koma dua belas persen) per tahun; dan
c.   tarif  PBB-P2   atas   objek   berupa   lahan   produksi   pangan   dan   ternak

ditetapkan sebesar 0,08°/o (nol koma nol delapan persen) per tahun.

Pasal 6

(1)    Besarari  pokok PBB-P2 yang terutang dihitung dengan  cara mengalikan
dasar pengenaan PBB-P2  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4  ayat (5)
dengan tarif PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

(2)    Perhitungan  PBB-P2   sebagaimana  tercantum  dalam  Lampiran  I  yang
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

(1)    Wilayah pemungutan PBB-P2 yang terutang adalah di wilayah Daerah yang
meliputi letak objek PBB-P2.

(2)    Termasuk  dalam  wilayah  pemungutan  PBB-P2  sebagaimana  dimaksud
pada  ayat  (1)  adalah wilayah  Daerah  tempat  bumi dan/atau  bangunan
berikut berada:
a.   taut pedalaman dan perairan darat serta bangunan di atasnya; dan
b.   bangunan yang berada di luar laut pedalalnan dan perairan darat yang

konstruksi  tekniknya  terhubung  dengan  bangunan  yang  berada  di
daratan, kecuali pipa dan kabel bawah laut.
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(3)    Tahun Pajak PBB-P2 adalah jangka waktu 1 (satu) tahun kalender.
(4)    Saat   terutang   PBB-P2   ditetapkan   pada   saat   terjadinya   kepemilikan,

penguasaan, dan/atau pemanfaatan bumi dan/atau bangunan.
(5)    Saat   yang   menentukan   untuk   menghitung   PBB-P2   yang   terutang

sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah menurut keadaan objek PBB-
P2 pada tanggal 1 Januari.

BAB Ill
TATA CARA PENDAFTARAN,
PENDATAAN DAN PENILAIAN

Bagian Kesatu
Pendaftaran

Pasal 8

(1)    Wajib  Pajak  wajib  mendaftarkan  diri  dan/atau  objek  PBB-P2  kepada
Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dengan menggunakan SPOP dan/atau
L-SPOP.

(2)    Wajib Pal.ak yang mendaftarkan diri dan/atau objek PBB-P2 sebagaimana
dimaksud pada ayat (1)  diberikan  1  (satu)  NPWPD yang diterbitkan oleh
Pe].abat yang ditunjuk.

(3)    Selain diberikan NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pejabat yang
ditunjuk dapat menerbitkan NOPD.

(4)    Kegiatan   pendaftaran   sebagalmana   dimaksud   pada   ayat   (1)    wajib
dilakukan   oleh   Wajib   Pajak   dengan   cara   mengambil,   mengisi   dan
mengembalikan SPOP dan/atau L-SPOP di TPPD, dan dapat juga diajukan
secara daring.

(5)    NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk:
a.   orang pribadi dihubungkan dengan nomor induk kependudukan; dan
b.   Badan dihubungkan dengan nomor induk berusaha.

Pasal 9

(1)     SPOP dan/atau L-SPOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dapat:
a.   diambil oleh Wajib Pajak atau Penanggung Pajak pada Bapenda.
b.   dikirim kepada Wajib Pajak atau Penanggung Pajak pada Bapenda;

atau
c.  dilakukan pengisian secara daring melalui aplikasi Pajak Daerah.

(2)    SPOP  dan/atau  L-SPOP  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  diajukan
permohonan  secara  tertulis  dalam  Bahasa  Indonesia  dan  hanis  diisi
dengan jelas,  benar,  lengkap  dan  ditandatangani oleh Wajib  Pajak atau
kuasanya serta disampalkan ke Bapenda dengan melampirkan:
a.   fotokopi   kartu   tanda   penduduk   sesuai   mama   pemilik   sertifikat

tanah/ surat ukur/ surat keterangan tanah;
b.   surat   kuasa   bermeterai   apabila   pendaftaran   dikuasakan   dengan

disertai fotokopi identitas penerima kuasa;
c.   fotokopi sertifikat tanah/surat ukur/ surat pemyataan;
d.   fotokopi persetujuan bangunan gedung bagi yang memiliki bangunan

atau keterangan dari desa setempat;
e.   denah lokasi tanah dan/atau bangunan;
f.    foto objek tanah dan/atau bangunan;
9.   mencetak tanda bukti pendaftaran tiika dilakukan secara daring); dan
h.   dokumen  pendukung  lainnya  yang  diperlukan  yang  berhubungan

dengan Proses Pendaftaran untuk objek Pajak baru.
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(3)    Dalaln  hal  pengisian  SPOP  dan/atau  L-SPOP  dilakukan  secara  daring
maka Wajib Pajak mengunggah semua dokumen sebagaimana tercantum
pada ayat (2).

(4)    SPOP    dan/atau    L-SPOP    sebagaimana    dimaksud    pada    ayat    (3)
disampaikan ke Bapenda paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal
diambil/dikirim.

(5)    Terhadap  SPOP  dan/atau  L-SPOP  beserta  kelengkapannya  yang  telah
disampaikan   sebagaimana   dimaksud   pada   ayat    (2),    maka   akan
dilaksanakan  verifikasi  data  oleh  Kepala  Badan  atau  Pejabat  melalui
penelitian kantor atau melalui pemeriksaan dilapangan.
Verifiikasi data melalui penelitian kantor sebagalmana dimaksud pada ayat
(4) dilaksanakan paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah berkas diterima.
Verifikasi  data  melalui  pemeriksaan  lapangan  sebagalmana  dimaksud
pada ayat (6) dilaksanakan paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah
berkas diterima.
Terhadap SPOP dan/atau L-SPOP yang telah dilaksanakan verifikasi data,
maka Kepala Badan atau Pejabat akan menerbitkan NOPD.
Dalam  hal  Wajib   Pajak   sebagainana  dimaksud  pada  ayat   (1)   tidak
mendaftarkan diri, Pejabat secara jabatan menerbitkan NPWPD dan/atau
NOPD  berdasarkan  data  yang  diperoleh  atau  dimiliki  oleh  Pemerintah
Daerah.

( 10)    Format spop dan L-SPOp sebagaimana tercantum dalam Lampiran Il, yang
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal  10

(1)    Wajib pajak yang memperoleh objek PBB-P2 berdasarkan pengalihan objek
PBB-P2 dapat mengajukan permohonan mutasi:
a.   sebagian,  berupa mutasi atas objek PBB-P2 yang dialihkan  sebagian

kepada Wajib Pajak lain dengan sisa objek PBB-P2  masih atas nama
Wajib Pajak semula atau nana lain; atau

b.   seluruhnya,   berupa   mutasi   atas   objek   PBB-P2   yang   dialihkan
seluruhnya kepada Wajib Pajak lain.

(2)    Terhadap objek PBB-P2 pemecahan diberikan NOPD baru dan dilakukan
pemutakhiran data grafts.

(3)    Permohonan mutasi objek PBB-P2 terdiri atas:
a.   surat permohonan mutasi;
b.   bukti perolehan atau pengalihan objek PBB-P2;
c.    bukti lunas PBB-P2;
d.   mengisi SPOP dan/atau L-SPOP;
e.   fotokopi kartu tanda penduduk pemohon sesuai nana pemilik sertifikat

tanah/ surat ukur/ surat pernyataan;
f.    surat   kuasa   bemeterai   apabila   pendaftaran   dikuasakan   dengan

disertai salinan identitas penerima kuasa;
9.   fotokopi sertifikat tanah/surat ukur/ surat pemyataan;
h.   fotokopi persetujuan bangunan gedung bagi yang memiliki bangunan

atau keterangan dari desa setempat;
i.    denah lokasi tanah dan/atau bangunan;
j.    foto objek tanah dan/atau bangunan;
k.   mencetak tanda bukti pendaftaran tiika dilakukan secara daring); dan  t
1.    dokumen pendukung lainnya yang diperlukan.

(4)    Dalam  hal  permohonan  mutasi  objek  PBB-P2  dilakukan  secara  daring
maka Wajib Pajak mengunggah semua dokumen sebagaimana tercantum
pada ayat (3).



Bagian Kedua
Pendataan

Pasal  1 1

Pendataan  PBB-P2  meliputi  seluruh  Bumi  dan/atau  Bangunan  dalam
wilayah Daerah.
Pendataan Wajib Pajak dan objek PBB-P2 dilakukan oleh Bapenda dengan
menggunakan  formulir  SPOP  dan/atau  L-SPOP  dan  dapat  dilakukan
dengan altematif:
a.   penyampaian dan pemantauan pengembalian SPOP dan/atau L-SPOP;
b.   identifikasi objek PBB-P2;
c.   verifikasi data objek PBB-P2; dan
d.   pengukuran bidang objek PBB-P2.

(3)    Kegiatan pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilakukan untuk
mengetahui data objek dan subjek PBB-P2 termasuk apabila teljadi mutasi
keseluruhan dan mutasi sebagian.

(4)    Pendataan  terhadap  mutasi  keseluruhan  tidak  menghilangkan  NOPD
lama.

(5)    Pendataan  terhadap  mutasi  sebagian  atas  tanah  induk,  masing-masing
penerima mutasi sebagian mendapat NOPD baru,  sedangkan NOPD lama
terpakai sebagai NOPD induk.

(6)    Terhadap penggabungari beberapa NOPD,  salah satu dari NOPD tersebut
dipakai untuk NOPD induk sedangkan NOPD lainnya dihapus.

(7)    Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
a.  pasif,   yaitu   pendataan   dengan   penyampaian   dan   pemantauan

pengembalian SPOP; dan
b.  aktif, yaitu pendataan melalui identifikasi objek PBB-P2, verifikasi data

objek PBB-P2, dan pengukuran bidang objek PBB-P2.
(8)    Pendataan melalui identifikasi objek PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) huruf a, dilakukan pada objek PBB-P2 yang belum terdata dalaln
administrasi pembukuan PBB-P2.

(9)    Pendataan  melalui verifikasi  data  objek  PBB-P2  sebagaimana  dimaksud
pada ayat  (2)  huruf b,  dilakukan pada objek yang sudah terdata dalam
administrasi pembukuan PBB-P2.

( 10)  Berdasarkan hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) apabila
ditemukan ketidak sesuaian antara data yang dimiliki wajib pajak atau
petugas   dengan   bukti   dilapangan   dilanjutkan   dengan   pelaksanaan
pemeriksaan.

Pasal 12

(1)    Pendataan Wajib Pajak dan objek PBB-P2  sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 11 dilaksanakan melalui:
a.   pembentukan basis data Wajib Pajak dan objek PBB-P2;
b.   pemeliharaan   basis   data  Wajib   Pajak  dan   objek   PBB-P2   melalui

pemutakhiran basis data Wajib Pajak dan objek PBB-P2; dan
c.   pemeliharaan basis data secara digital melalui:

1.   pemeliharaan  basis  data  Wajib  Pajak  dan  objek  PBB-P2  melalui
konversi  peta  analog  untuk  wilayah  yang  belum  memiliki  peta
digital; dan

2.   pemeliharaan   basis   data   digital   berdasarkan   hasil   koordinasi
dengan instansi lain dalam bidang perpetaan.



(2)    Pembentukan  basis  data  Wajib  Pajak  dan  objek  PBB-P2  sebagaimana
dimaksud pada ayat ( 1) huruf a dilaksanakan melalui penyampaian SPOP,
pengidentifikasian  objek  PBB-P2,  verifikasi  data  Wajib  Pajak  dan  objek
PBB-P2,   pengukuran  bidang  objek  PBB-P2,   penggambaran  peta,   dan
pengolahan data grafts.

(3)    Hasil pendataan Wajib Pajak dan objek PBB-P2 berupa data numerik dan
data grafis dimuat dalam sistem informasi PBB-P2.

(4)    Pemeliharaan  basis  data  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  huruf b
ditetapkan menjadi SISMI0P.

(5)    Basis data sebagalmana dimaksud pada ayat (1) wajib dipelihara sebagai
dasar awal untuk pendaftaran dan penilaian objek PBB-P2.

(6)    Pemeliharaan basis data sISMIOp dilakukan dengari cara:
a.   pasif,  yaitu  kegiatan  pemeliharaan  basis  data  yang  dilakukan  oleh

petugas PBB-P2  berdasarkan laporan yang diterima dari wajib pajak
dan/atau Pejabat/instansi terkalt; dan

b.   aktif,  yaitu  kegiatan  pemeliharaan  basis  data  yang  dilakukan  oleh
petugas dengan cara mencocokkan dan menyesuaikan data objek dan
subjek PBB-P2 yang ada dengan keadaan sebenarnya di lapangan atau
mencocokkan dan menyesuaikan nilai jual objek PBB-P2 dengan rata-
rata nilai pasar yang terjadi di lapangan, serta pelaksanaannya sesuai
dengan prosedur pembentukan basis data.

(7)    Setiap Petugas yang melaksanakan kegiatan pendaftaran, pendataan dan
penilaian objek dan subjek PBB-P2 dalam rangka pembentukan dan/atau
pemeliharaan   basis   data,   wajib   merahasiakan   segala   sesuatu   yang
diketahuinya.

Pasal 13

(1)    Dalam hal Wajib Pajak tidak lagi memenuhi persyaratan  subjektif dan
objektif    PBB-P2,     Pejabat    dapat    melakukan    penonaktifan    atau
penghapusan NPWPD, nomor registrasi, NOPD dan/atau jenis penomoran
lain  yang  dipersamakan  secara jabatan  atau  atas  dasar  perrnohonan
Wajib Pajak.

(2)    Dalam hal penonaktifan atau penghapusan NPWPD dan NOPD atas dasar
permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1),  Pejabat
yang ditunjuk harus menerbitkan keputusan dalam jangka waktu 1 (satu)
bulan sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap.

(3)    Dalam   hal   keputusan   sebagaimana   dimaksud   pada   ayat   (2)   tidak
diterbitkan setelah melampaui jangka waktu 1 (satu) bulan, perrnohonan
Wajib Pajak dianggap disetujui.

(4)    Penonaktifan atau penghapusan NPWPD dan NOPD secara jabatan atau
atas dasar permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1)
dapat dilakukan sepanjang Wa].ib Pajak:
a.   tidak memiliki tunggakan Pajak; dan
b.   tidak sedang mengajukan upaya hukum berupa keberatan, banding,

gugatan, atau penin].auan kembali.

Bagian Ketiga
Penilaian

Pasal 14

(1)    Penilaian  objek  PBB-P2  merupakan  kegiatan  untuk  menentukan  NJOP
sebagai dasar pengenaan PBB-P2.

(2)    NJOp hasil penilaian PBB-P2 dibedakan menjadi:
a.   NJOP Bumi; dan/atau
b.   NJOP Bangunan.
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(3)    Kegiatan penilaian objek PBB-P2 dapat dilaksanakan melalui:
a.   penilaian  massal,   dimana  NJOP  Bumi  dihitung  berdasarkan  nilai

indikasi   rata-rata   yang   terdapat   pada   setiap   Zona   Nilai   Tanah
sedangkan NJOP Bangunan objek pajak umum dihitung berdasarkan
Daftar Biaya Komponen Bangunan;

b.   penilalan individu  diterapkan pada objek pajak umum yang bemilai
tinggi atau objek pajak khusus.

(4)    NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat  (1)  dihitung berdasarkan harga
rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar.

(5)    Dalam hal tidak diperoleh harga rata-rata sebagaimana dimaksud pada
ayat (4), penghitungan NJOP dapat dilakukan dengan metode:
a.   perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis;
b.   nilai perolehan baru; atau
c.    nilai jual pengganti.

(6)    Perbandingan   harga   dengan   objek   lain   yang   sejenis   sebagaimana
dimaksud pada ayat  (5)  huruf a merupakan suatu pendekatan/metode
penentuan nilai jual suatu Objek Pajak dengan cara membandingkannya
dengan  Objek  Pajak  lain  yang  sejenis  yang  letaknya  berdekatan  dan
fungsinya sama dan telah diketahui harga jualnya.

(7)    Nilai  perolehan  baru  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (5)   huruf  b
merupakan suatu pendekatan/metode penentuan nilai jual suatu Objek
Pajak dengan  cara menghitung  seluruh  biaya yang dikeluarkan untuk
memperoleh objek tersebut pada saat penilaian dilakukan, yang dikurangi
dengan penyusutan berdasarkan kondisi fisik objek tersebut.

(8)    Nilai  jual   pengganti   sebagaimana  dimaksud   pada  ayat   (5)   huruf  c
merupakan suatu pendekatan/metode penentuan nilai jual suatu Objek
Pajak yang berdasarkan pada hasil produksi Objek Pajak tersebut.

(9)    NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) ditetapkan dengan
proses penilaian.

Pasal 15

(1)    Dalam  melaksanakan  kegiatan  pendaftaran,  pendataan  dan  penilaian
objek   dan   subjek   PBB-P2    dalam   rangka   pembentukan   dan/atau
pemeliharaan   basis   data,   Pejabat  dapat  bekerjasama  dengan  Kantor
Pertanahan,   instansi  terkait  dan/atau  pihak  ketiga  yang  memenuhi
persyaratan.

(2)    Pendataan   dan   penilalan   objek   dan   subjek   PBB-P2   dalam   rangka
pembentukan  dan/atau  pemeliharaan  basis  data,  dapat  dilakukan  oleh
pihak  ketiga  yang  memenuhi  persyaratan  teknis  yang  ditentukan  dan
ditunjuk oleh Pejabat.

BAB IV
PENETAPAN

Pasal 16

(1)    PBB-P2 dipungut berdasarkan penetapan oleh Bupati melalui pejabat.
(2)    Penetapan  PBB-P2   sebagaimana  dimasud  pada  ayat  (1)  dilaksanakan

dengan penerbitan SPPI`, SKPD dan STPD.
(3)    SPPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2)  diterbitkan berdasarkan data      .

diterbitkan berdasarkan data yang telah tersedia pada basis data PBB-P2gr
dan/atau  berdasarkan  SPOP  dan/atau  L-SPOP yang  disampaikan  oleh  *
wajib pajak.

(4)    SPPI` yang  diterbitkan  berdasarkan  data yang tersedia  pada  basis
PBB~P2 dicetak secara massal pada awal periode penagihan PBB-P2.



(5)    Sebelum   SPPI`   disampaikan   pada   Wajib   Pajak   dilakukan   kegiatan
penelitian terhadap isi SPPT.

(6)    Kegiatan   penelitian   sebagaimana   dimaksud   pada   ayat   (2)   dilakukan
terhadap:
a.   subjek pajak;
b.   objek Pajak; dan/atau
c.    NJOP.

(7)    SKPD dapat diterbitkan dalam hal sebagal berikut:
a.   SPOP  dan/atau  L-SPOP  tidak  disampaikan  oleh  Wajib  Pajak  dan

setelah Wajib Pajak ditegur secara tertulis oleh Pejabat sebagaimana
ditentukan dalam surat teguran; dan/atau

b.   hasil Pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah PBB-P2 yang
terutang lebih besar dari jumlah PBB-P2 yang dihitung berdasarkan
SPOP dan/atau L-SPOP yang disampaikan oleh Wajib Pajak.

(8)    Jangka  waktu  pelunasan  SKPD  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (8)
adalah 30 (tiga puluh) hari sejak dikirimkan.

Pasal 17

SPPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) disampaikan kepada
Wajib Pajak oleh Pejabat.
Dalam   rangka   meningkatkan   efisiensi   penetapan   besaran   PBB-P2,
penandatanganan  Sppr  dapat  dilakukan  oleh  Pejabat  yang  ditunjuk
sebagainana dimaksud pada ayat  (1)  dengan cetakan tanda tangan dan
diberi stempel Bapenda.

(3)     SPPT dapat diterbitkan melalui:
a.  pencetakan massal; dan/atau
b.  pencetakan biasa dalam rangka:

1.   pembuatan salinan SPPI`;
2.   penerbitari Sppr sebagai tindak lanjut atas keputusan keberatan,

pengurangan atau pembetulan;
3.   tindaklanjut pendaftaran objek pajak baru; dan
4.   mutasi objek dan/atau subjek pajak.

(3)    SPPT bukan bukti kepemilikan hak atas tanah dan/atau bangunan.
(4)    Pencetakan  SPPT dalam rangka keberatan  SPIT sebagaimana dimaksud

pada  ayat  (2)  huruf  b  angka  2,  dilaksanakan  setelah  terbitnya  Surat
Keputusan Keberatan.

(5)    Surat   Keputusan   Keberatan   sebagaimana   dimaksud   pada   ayat   (3)
ditetapkan oleh Bupati.

(6)    Format sppT sebagaimana tercantum dalam Lampiran Ill, yang merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 18

(1)    Dalam hal wajib pajak belum menerima sppr atau surat keterangan NJOP,
Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan penerbitan salinan SPPT atau
surat keterangan NJOP secara perorangan ataupun secara kolektif.

(2)    Pemohonan   penerbitan   salinan   SPIT   atau   surat   keterangan   NJOP
sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  diajukan  secara  tertulis  dengan
melanpirkan:
a.  SSPD atau bukti pembayaran lain yang sah; dan
b. salinan kartu tanda penduduk atau identitas diri lainnya.

(3)    Dalam  hal permohonan penerbitan  salinan  SPPT atau  surat  keterangan
NJOP    sebagaimana    dimaksud    pada    ayat    (2)    dikuasakan,    harus
melampirkan surat kuasa khusus bermeterai cukup.



(4)    Dalam hal sppT sedang dilakukan pencetakan massal, informasi NJOp dan
besaran Pajak terutang atas objek PBB-P2 dapat diketahui oleh Wajib Pajak
melalui:
a.   pengajuan permohonan kepada Bapenda; atau
b.   sistem informasi PBB-P2.

(5)    Dalam hal objek PBB-P2 belum terdaftar, permohonan penerbitan salinan
SPIT atau surat keterangan NJOP tidak dapat diproses dan, Wajib Pajak
melakukan pendaftaran objek PBB-P2 terlebih dahulu.

Pasal  19

(1)    Dalam hal terjadi keterlambatan penerimaan  SPPT pada tahun  berjalan
yang   bukan   diakibatkan   kelalalan   Wajib   Pajak.   Wajib   Pajak   dapat
mengajukan permohonan penentuan kembali tanggal jatuh tempo.

(2)    Batas penentuan kembali jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) paling lama tanggal 20 (dua puluh) bulan Desember tahun berjalan.

(3)    Permohonan   penentuan   kembali   tanggal   jatuh   tempo   sebagainana
dimaksud pada ayat ( 1) diajukan secara tertulis dengan melampirkan:
a.   surat permohonan disertai alasan;
b.   SPPT  yang  sudah   diterima  dan   dilengkapi   dengan   tanggal  bukti

penerimaan; dan
c.   salinan kartu tanda penduduk atau identitas diri lalnnya.
d.   surat   kuasa   bermeterai   apabila   permohonan   dikuasakan   disertai

Salinan identitas penerima kuasa.

BABV
TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENYETORAN

Pasal 20

(1)    Pemungutan pajak dilarang diborongkan.
(2)    Pembayaran PBB-P2 dilakukan di Kas Daerah dan/atau tempat lain yang

ditunjuk oleh Bupati.
(3)    Apabila   pembayaran   dilakukan   ditempat   lain   yang   ditunjuk,   hasil

penerimaan pajak harus disetorkan ke Kas Daerah paling lambat lx24 jam
(satu kali dua puluh empat) jam.

(4)    Pembayaran  dengan  cek  Bank/Giro  Bilyet  Bank,   baru  dianggap  sah
apabila telah dilakukan kliring dan masuk ke Rekening Kas Daerah.

(5)    Dalam  hal  batas  waktu  pembayaran jatuh  pada  hari  libur  maka  batas
waktu pembayaran jatuh pada hari kerja berikutnya.

(6)    Pembayaran    pajak    PBB-P2    berdasarkan    SPPT,    SKPD    dan    STPD
sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (4)  harus  dilakukan  sekaligus  atau
lunas.

(7)    Pembayaran   atau   pelunasan   PBB-P2   telah   sah   apabila   wajib   pajak
menerima dokumen bukti pembayaran PBB-P2  berupa SSPD/STTS atau
dokumen lain yang dipersamakan.

(8)Be°#p:e:tiarkng::gad;:e=anm¥alanu£S:::8p:tm=:bdi;arak=udy±agdad±:#:jj±!z?'
struk   Anjungan   Tunai   Mandiri   atau   bukti   pembayaran   lain   yang  ty
dikeluarkan oleh tempat pembayaran yang telah ditunjuk oleh Bapenda.

(9)    Format STTS sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV, yang merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



Pasal 2 1

(1)    Wajib Pajak melakukan pembayaran PBB-P2 terutang berdasarkan SPPI`
dan/atau SKPD.

(2)    PBB-P2   yang   terutang   wajib   dilunasi   sebelum   tanggal  jatuh   tempo
pembayaran.

(3)    Wajib   Pajak   membayar   PBB-P2   terutang   dengan   menunjukan   SPPT
dan/atau SKPD atau NOPD pada Bank atau tempat lain yang ditunjuk;

(4)    bank atau tempat lain yang ditunjuk menandatangani SSPD/STTS atau
dokumen  lain  yang  sah  sebagai  bukti  pengesahan  atas  pembayaran
PBB-P2 yang dilakukan oleh Wajib Pajak;

(5)    Wajib Pajak menerima SSPD/STTS atau dokumen lain yang sah dari Bank
atau tempat lain yang ditunjuk.

(6)    Pembayaran atau penyetoran PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
dilakukan melalui sistem pembayaran elektronik.

(7)    Dalam   hal   sistem   pembayaran   berbasis   elektronik   belum   tersedia,
pembayaran    atau    penyetoran    PBB-P2     dapat    dilakukan    melalui
pembayaran tunai.

(8)    Bupati atau pejabat yang ditunjuk menetapkan jangka waktu pembayaran
atau  penyetoran  Pajak  terutang  untuk  jenis   PBB-P2  yang  dipungut
berdasarkan penetapan Bupati paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal
pengiriman SPIT.

(9)    Dalam   hal  Wajib   Pajak   tidak  membayar   atau   menyetor   tepat   pada
waktunya sebagaimana dimaksud pada ayat (8), Wajib Pajak dikenai sanksi
administratif berupa bunga sebesar 1 0/o (satu persen) per bulan dari PBB-
P2  terutang yang tidak atau kurang dibayar atau disetor,  dihitung dari
tanggal   ].atuh   tempo   pembayaran   PBB-P2   sampai   dengan   tanggal
pembayaran  PBB-P2,  untuk jangka  waktu  paling  lama  24  (dua  puluh
empat) bulan serta bagian dari bulari dihitung penuh  1  (satu) bulan dan
ditagih dengan menggunakan STPD.

( 10)  Bank atau tempat lain yang ditunjuk sebagalmana dimaksud pada ayat (4)
ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI
PELAPORAN

Pasal 22

(1)    Pelaporan PBB-P2 dilaksanakan oleh Bapenda.
(2)    Pelaporan   PBB-P2   bertujuan   untuk   memberikan   informasi   tentang

realisasi   penerimaan   dan   tunggakan   PBB-P2    sebagai   bagian   dari
Pendapatan Asli Daerah.

(3)    Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan SPIT, SKPD,
SSPD,  dan  dokumen  lain yang sah  dari Bank atau tempat pembayaran
yang ditetapkan.

(4)    Bapenda  menerima laporan  penerimaan  PBB-P2  dari  Bank atau  tempat
pembayaran  yang  ditetapkan  paling  lambat  pada  tanggal  10  (sepuluh)
bulan berikutnya.

BAB VII
PEMERIKSAAN

Pasal 23

(1)    Pejabat  berwenang  melakukan  Pemeriksaan  untuk  menguji  kepatuhan
pemenuhan    kewajiban    PBB-P2    dan    tujuan    lain    dalam    rangka



melaksanakan   ketentuan   peraturan   perundang-undangan   mengenai
Pajak.

(2)    Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan
sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilakukan dalam hal:
a.   Wajib  Pajak  mengajukan  pengembalian  atau  kompensasi  kelebihan

pembayaran PBB-P2 ;
b.   terdapat  keterangan  lain  berupa  data  konkret  yang  menunjukkan

bahwa PBB-P2 yang terutang tidak atau kurang dibayar; atau
c.   Wajib Pajak yang terpilih untuk dilakukan Pemeriksaan berdasarkan

analisis risiko.
(3)    Pemeriksaan  untuk  tujuan  lain  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)

dilakukan paling sedikit untuk:
a.  pemberian NPWPD secara jabatan;
b.  penghapusan NPWPD;
c.  penyelesaian permohonan keberatan Wajib Pajak;
d.  pencocokan data dan/atau alat keterangan; dan/atau
e.  pemeriksaan dalam rangka penagihan.

(4)    Pemeriksaan  untuk  tujuan  lain  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (3)
meliputi   penentuan,    pencocokan,    atau   pengumpulan   materi   yang
berkaitan dengan tujuan Pemeriksaan.

Pasal 24

( 1)    Dalam pelaksanaan Pemeriksaan sebagalmana dimaksud dalam Pasal 23,
kewajiban Wajib Pajak yang diperiksa meliputi:
a.   memperlihatkan   dan/atau   meminjamkan   dokumen   yang   menjadi

dasarnya, dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek PBB-P2
yang terutang;

b.   memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang
dianggap    perlu    dan    memberikan    bantuan    guna    kelancaran
Pemeriksaan; dan/ atau

c.   memberikan keterangan yang diperlukan.
(2)    Dalam pelaksanaan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23,

hak Wajib Pajak yang diperiksa paling sedikit:
a.   meminta    identitas    dan    bukti    penugasan    Pemeriksaan    kepada

pemeriksa;
b.   meminta  kepada  pemeriksa  untuk  memberikan  penjelasan  tentang

alasan dan tujuan Pemeriksaan; dan
c.   menerima dokumen hasil Pemeriksaan  serta memberikan  tanggapan

atau penjelasan atas hasil Pemeriksaan.
(3)    Dalaln hal wajib pajak tidak memenuhi kewa].iban sebagalmana dimaksud

pada ayat ( 1), besarnya PBB-P2 terutang ditetapkan secara jabatan.
(4)    Format  Pemeriksaan  sebagainana  tercantum  dalam  Lampiran  V,  yang

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VIII
SURAT TAGIHAN PAJAK

Pasal 25

(1)    Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan STPD paling lama 5 (lima) tahun
terhitung sejak terutangnya PBB-P2 apabila:
a.   Pajak terutang dalam SKPD atau SPPT yang tidak atau kurang dibayar

setelah jatuh tempo pembayaran;
b.   Surat   Keputusan   Pembetulan,   Surat   Keputusan   Keberatan,   dan

Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo
pembayaran; atau



c.   Wajib Pajak dikenakan  sanksi administratif berupa bunga dan/atau
denda.

(2)    Jumlah tagihan dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
berupa pokok PBB-P2 yang kurang dibayar ditambah dengan pemberian
sanksi  administratif berupa  bunga  sebesar  1°/o  (satu  persen)  per  bulan
dihitung  dari  PBB-P2  yang  kurang dibayar,  dihitung  dari  tanggal jatuh
tempo  pembayaran  sampai  dengan  tanggal  pembayaran  paling lama  24
(dua puluh empat) bulan sejak saat terutangnya PBB-P2 serta bagian dari
bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

(3)    Jumlah tagihan dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
dikenal sanksi administratif berupa bunga sebesar O,6°/o (nol koma enam
persen) per bulan dari PBB-P2 yang tidak atau kurang dibayar, dihitung
dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran
paling lama 24  (dua puluh empat)  bulan sejak saat terutangnya PBB-P2
serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

(4)    Format    STPD    sebagaimana    tercantum    dalam    Lampiran    VI,    yang
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IX
TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 26

(1)    Utang  Pajak  sebagaimana  tercantum  dalam  SPPT,  SKPD,  STPD,  Surat
Keputusan   Pembetulan,   Surat   Keputusan   Keberatan,   dan   Putusan
Banding merupakan dasar Penagihan Pajak.

(2)    Atas  dasar Penagihan  sebagaimana dimaksud pada ayat  (1)  yang belum
jatuh tempo pembayaran atau pelunasan, dapat dilakukan imbauan.

(3)    Dalam  hal  dasar  Penagihan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  tidak
dilunasi setelah jatuh tempo pembayaran atau pelunasari, dapat dilakukan
Penagihan   sesuai   dengan   ketentuan   peraturan   perundang-undangan
mengenai perpajakan.

Pasal 27

(1)    Dalam  rangka  melaksanakan  Penagihan  sebagaimana
Pasal    26    ayat    (1),    Bupati    berwenang    menunjuk
melaksanakan Penagihan.

(2)    Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
a.   mengangkat dan memberhentikan LJurusita; dan
b.   menerbitkan:

dimaksud  dalam
Pejabat    untuk

1.   Surat Teguran;
2.   surat perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus;
3.   Surat paksa;
4.   Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan;
5.   surat pengusulan pencegahan;
6.   surat perintah penyanderaari;
7.   surat pencabutan sita;
8.   pengumuman Lelang;
9.   surat penentuan harga limit;

10.   pembatalan Lelang; dan
11.   surat lain yang diperlukan untuk pelaksanaan Penagihan Pajak.

(3)    Dalam rangka penerbitan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2)   +7
huruf  b,   Pejabat  dapat  mendelegasikan  kewenangan  tersebut  sesuai      i
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4)    Jurusita sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a bertugas:
a.   melaksanakan surat perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus;



b.   memberitahukan surat paksa;
c.   melaksanakan Penyitaan atas barang Penanggung Pajak berdasarkan

Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan; dan
d.   melaksanakan      Penyanderaan      berdasarkan      surat      perintah

Penyanderaan.

Pasal 28

(1)    Penagihan dilakukan dengan terlebih  dahulu menerbitan  Surat Teguran
sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  27  ayat  (2)  huruf b  angka  1  oleh
Pejabat.

(2)    Pejabat sebagaimana dimaksud  ada ayat  (1)  menerbitkan  Surat Teguran
setelah lewat waktu 5 (lima) hari kelja sejak saat jatuh tempo pembayaran
Utang Pajak, dalam hal Wajib Pajak tidak melunasi Utang Pajak.

(3)    Apabila  setelah  lewat  waktu  15  (lima  belas)  hari  kerja  terhitung  sejak
tanggal  Surat Teguran  disampaikan,  Penanggung Pajak belum  melunasi
Utang Pajak, Surat Paksa diterbitkan oleh Pejabat dan diberitahukan oleh
Jurusita kepada Penanggung Pajak.

(4)    Khusus untuk Penanggung Pajak yang telah disetujui untuk mengangsur
atau menunda pembayaran Pajak, atas Utang Pajak yang diangsur atau
ditunda pembayarannya tidak diterbitkan Surat Teguran.

(5)    Dalam  hal  kewajiban  pembayaran  Utang  Pajak  sebagaimana  dimaksud
pada ayat (4)  belum dilakukan setelah melewati jatuh tempo, diterbitkan
Surat Paksa tanpa didahului Surat Teguran.

(6)    Apabila setelah lewat waktu 2  (dua)  kali 24  (dua puluh empat) jam sejak
tanggal  Surat  Paksa  diberitahukari,  Penanggung  Pajak  belum  melunasi
Utang Pajak, Pejabat menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan
dan Jurusita melaksanakan Penyitaan terhadap Barang milik Penanggung
Pajak.

(7)    Apabila   setelah   lewat   waktu   10   (sepuluh)   hari   kerja   sejak   tanggal
pelaksanaan  Penyitaan,  Penanggung Pajak belum melunasi Utang Pajak
dan Biaya Penagihan Pajak, Pejabat melakukan pengumuman Lelang atas
Barang sitaan yang akan dilakukan penjualan secara Lelang.

(8)    Apabila   setelah   lewat   waktu   10   (sepuluh)   hari   kelja   sejak   tanggal
pengumuman Lelang, Penanggung Pajak belum melunasi Utang Pajak dan
Biaya  Penagihan  Pajak,   Pejabat  melakukan  penjualan  Barang  sitaan
Penanggung Pajak melalui Kantor Lelang.

(9)    Apabila   setelah   lewat   waktu   10   (sepuluh)   hari   kelja   sejak   tanggal
pelaksanaan  Penyitaan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (3)  terhadap
Barang  sitaan  yang  penjualannya  dikecualikan  dari  penjualan  secara
Lelang,   Penanggung   Pajak   belum   melunasi   Utang   Pajak   dan   Biaya
Penagihan   Pajak,   Pejabat   segera   menggunakan,   menjual,   dan/atau
memindahbukukan Barang sitaan.

(10)    Dalam hal telah dilakukan upaya:
a.    penjualan Barang sitaan secara Lelang sebagaimana dimaksud pada

ayat (5); dan/atau
b.    penggunaan,  penjualan,  dan/atau  pemindahbukuan  Barang  sitaan

yang   dikecualikan    dari    penjualan    secara   Lelang    sebagaimana
dimaksud pada ayat (6) , Pejabat dapat mengusulkan Pencegahan.

(11)    Pengusulan  Pencegahan  dapat  dilakukan  setelah  tanggal  Surat  Paksa
diberitahukan tanpa didahului penerbitan Surat Perintah Melaksanakan -p.
Penyitaan, pelaksanaan Penyitaan, atau penjualan Barang sitaan, dalam   t
hal:
a.   Objek Sita tidak dapat ditemukan;
b.   hak  untuk  melakukan   penagihan   Pajak   atas   Utang   Pajak   akan

kedaluwarsa dalam jangka waktu kurang dari 2 (dua) tahun;



c.   berdasarkan data dan informasi terdapat indikasi Penanggung Pajak
akan  meninggalkan  Indonesia  untuk  selama-lamanya  atau  bemiat
untuk itu;

d.   terdapat  tanda-tanda  bahwa  Badan  akan  dibubarkan,  digabungkan,
dimekarkan,  dipindahtangankan,  atau  dilakukan  perubahan  bentuk
lainnya; atau

e.   terdapat tanda-tanda kepailitan dan/atau dalam keadaan pailit.
(12)    Dalam  hal  terhadap  Penanggung  Pajak  telah  dilakukan  Pencegahan,

Penyanderaan dapat dilakukan terhadap Penanggung Pajak dalam jangka
waktu paling cepat  1  (satu)  bulan kalender sebelum berakhirnya jangka
waktu    Pencegahan   atau    berakhimya   jangka   waktu   perpanjangan
Pencegahan.

(13)    Penyanderaan dapat dilakukan setelah lewat waktu 10 (sepuluh) hari kelja
sejak tanggal Surat Paksa diberitahukan, dalam hal:
a.   hak  untuk  melakukan   penagihan   Pajak   atas   Utang  Pajak   akan

kedaluwarsa dalam jangka waktu kurang dari 2 (dua) tahun;
b.   terdapat  tanda-tanda bahwa  Badan  akan  dibubarkan,  digabungkan,

dimekarkan,  dipindahtangankan,  atau  dilakukan  perubahan  bentuk
lainnya; atau

c.   terdapat tanda-tanda kepailitan dan/atau dalam keadaan pailit.
( 14)  F`ormat Surat Teguran sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII, yang

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 29

Jurusita Pajak melaksanakan Penagihan Seketika dan Sekaligus berdasarkan
surat perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus sebagaimana dimaksud Pasal
Pasal 27 ayat (2) huruf b angka 2 apabila:
a.   penanggung  Pajak  akan  meninggalkan  Indonesia  untuk  selama-lamanya

atau berniat untuk itu;
b.   penanggung  Pajak  memindahtangankan  barang yang  dimiliki  atau  yang

dikuasai dalam rangka menghentikan atau mengecilkan kegiatan usahanya
atau pekerjaan yang dilakukannya di Indonesia;

c.   terdapat tanda-tanda bahwa Penanggung Pajak akan membubarkan badan
usahanya, menggabungkan usahanya,  atau memekarkan usahanya,  atau
memindahtangankan  perusahaan  yang  dimiliki  atau  dikuasainya,  atau
melakukan perubahan bentuk lainnya;

d.   badan usaha akan dibubarkan oleh negara;
e.   terjadi  penyitaan  atas  barang  Penanggung  Pajak  oleh  pihak  ketiga  atau

terdapat tanda-tanda kepallitan; atau
f.    Format  Surat  Penagihan  Seketika dan  Sekaligus  sebagaimana tercantum

dalam Larnpiran VIII, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.

Pasal 30

(1)    Dalam  rangkaian  proses  pelaksanaan  Penagihan,  terhadap  Penanggung
Pajak yang tidak  menunjukkan  iktikad  balk  melunasi  Utang  Pajak dan
memiliki Utang Pajak dengan besaran minimal tertentu, dapat dilakukan
pencegahan dan/ atau penyanderaan.

(2)    Pencegahan  dan/atau  penyanderaan  terhadap  Penanggung  Pajak  tidak c.}'
mengakibatkan  hapusnya  Utang  Pajak  atau  terhentinya  pelaksanaan
Penagihan Pal.ak.

(3)     Pencegahan dan/atau penyanderaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dan  ayat  (2)  dilakukan  sesual  dengan  ketentuan  peraturan  perundang-
undangan.



Pasal 3 1

(1)    Permohonan   pembetulan   Surat  teguran   dan/atau   Surat   Paksa  yang
diajukan oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (8)
dilaksanakan dengan ketentuan :
a.   pemiohonan  diajukan  secara  tertulis  dalam  bahasa  Indonesia yang

ditujukan kepada Bupati dengan disertai alasan yangjelas berupa data
atau bukti terhadap Surat Teguran dan/atau Surat Paksa yang dalam
penerbitannya terdapat kesalahan atau kekeliruan; dan

b.   melampirkan:
1.   salinan Surat Teguran atau Surat Paksa;
2.   salinan kartu tanda penduduk atau identitas diri lainnya; dan
3.   dokumen lain yang mendukung materi keberatan.
4.   Surat kuasa bermaterai apabila permohonan  dikuasakan  dengan

disertal salinan identitas penerima kuasa.
(2)    Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata cara penagihan pajak Daerah diatur

dalam Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-
undangan.

BABX
KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 32

(1)    Hak  untuk  melakukan  Penagihan  Pajak  sebagaimana  dimaksud  dalam
Pasal 28  menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu  5  (lima)  tahun
terhitung  sejak  saat   terutangnya  Pajak  kecuali   apabila  Wajib   Pajak
melakukan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah.

(2)    Dalam hal saat terutang Pajak berbeda dengan saat penetapan SKPD atau
SPPT, jangka waktu 5 (lima)  tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dihitung sejak saat penetapan SKPD atau SPPT.

(3)    Kedaluwarsa   Penagihan   Pajak   sebagaimana   dimaksud   pada   ayat   (1)
tertangguh apabila  sebelum jangka waktu  sebagaimana dimaksud  pada
ayat (2):
a.   diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa; atau
b.   ada pengakuan Utang Pajak dari Wajib Pajak, baik langsung maupun

tidak langsung.
(4)    Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa sebagaimana

dimaksud pada ayat  (3)  huruf a,  kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak
tanggal penyampaian Surat Teguran dan/atau Surat Paksa.

(5)    Pengakuan utang pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat
(3)  huruf b  merupakan  Wajib  Pajak  dengan  kesadarannya  menyatakan
masih   mempunyai   Utang   Pajak   dan    belum   melunasinya   kepada
Pemerintah Daerah.

(6)    Pengakuan  Utang  Pajak  secara  tidak  langsung  sebagaimana  dimaksud
pada  ayat   (3)   huruf  b  dapat  diketahui  dari  pengajuan  permohonan
angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh
Wajib Pajak.

(7)    Dalam hal terdapat pengakuan Utang Pajak dari Wajib Pajak sebagaimana
dimaksud pada ayat  (3)  huruf b,  kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak
tanggal Pengakuan.



BAB XI
PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK

Pasal 33

(1)    Bupati   melakukan   pengelolaan   piutang   PBB-P2   untuk   menentukan
prioritas Penagihan Pajak.

(2)    Bupati   memerintahkan  Jurusita   Pajak  untuk   melakukan   Penagihan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3).

(3)    Piutang  PBB-P2  yang  tidak  mungkin  ditagih  lagi  karena  hak  untuk
melakukan Penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.

(4)    Piutang  PBB-P2  yang dihapuskan  sebagaimana  dimaksud  pada ayat  (3)
ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

(5)    Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan
mempertimbangkan:
a.   pelaksanaan Penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat

(3)  sampai dengan batas waktu kedaluwarsa Penagihan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1); dan

b.   hasil koordinasi dengan aparat pengawas internal daerah.
Penagihan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (5)  huruf  a  dibuktikan
dengan dokumen pelaksanaan Penagihan.
Piutang PBB-P2 yang dihapuskan  sebagalmana dimaksud pada ayat  (2)
sampai dengan ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 34

( 1)    Pejabat mengusulkan penghapusan piutang PBB-P2 kepada Bupati.
(2)    Usulan penghapusan piutang PBB-P2  sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) paling kurang memuat:
a.   nana dan alamat Wajib Pajak;
b.   jumlah piutang PBB-P2;
c.   Tahun pajak PBB-P2; dan
d.   alasan penghapusan piutang PBB-P2.

(3)    Penghapusan  piutang PBB-P2  dilakukan terhadap  piutang PBB-P2 yang
diperkirakan tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi.

(4)    Piutang PBB-P2 yang dapat dihapuskan sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) meliputi:
a.   Sppr;
b.    SKPD;
c.    STPD; dan/atau
d.   Surat  Keputusan  Pembetulan,  Surat  Keputusan  Keberatan,  Putusan

Banding, dan putusan peninjauan kembali yang menyebabkan jumlah
PBB-P2 yang masih harus dibayar bertambah.

(5)    Piutang PBB-P2  Wajib  Pajak  perorangan yang menurut data tunggakan
PBB-P2 tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi disebabkan karena:
a.   Wajib Pajak yang meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta

warisan dan tidak mempunyai ahli waris, atau ahli waris tidak dapat
ditemukan, yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pejabat yang (7 `
berwenang;

b.   Wajib  Pajak yang tidak mempunyai harta kekayaan  lagi,  dibuktikan
dengan    surat    keterangan    dari    pejabat   yang   berwenang   yang
menyatakan bahwa wajib Paj ak memang benar sudah tidak mempunyai
harta kekayaan lagi;

c.   Wajib Pajak yang hak Penagihannya telah kedaluwarsa;
d.   Wajib Pajak tidak dapat ditemukan;



e.   dokumen  tidak  lengkap  atau  tidak  dapat  ditelusuri  lagi  disebabkan
keadaan   yang   tidak   dapat   dihindarkan   seperti   bencana   alam,
kebakaran, rusak diakibatkan cuaca atau hewan dan sebab lalnnya.

(6)    Piutang PBB-P2 Wajib Pajak Badan tidak dapat ditagih lagi karena:
a.   Wajib Pajak bubar, likuidasi, atau pailit dan/atau Penanggung Pajak

tidak dapat ditemukan;
b.   hak untuk melakukan Penagihan sudah kedaluwarsa;
c.   dokumen sebagai dasar Penagihan PBB-P2 tidak ditemukan dan telah

dilakukan   penelusuran   secara   optimal   sesuai   dengan   ketentuan
peraturan perundang-undangan; atau

d.   hak  Daerah  untuk  melakukan  Penagihan  tidak  dapat  dilaksanakan
karena    adanya    perubahan    kebijakan    dan/atau    berdasarkan
pertimbangan yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 35

(1)    Untuk memastikan keadaan Wajib Pajak atau piutang PBB-P2 yang tidak
dapat ditagih lagi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (4) dan ayat
(5) Bapenda melakukan Penelitian.

(2)    Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim yang
ditetapkan oleh Keputusan Bupati.

(3)    Laporan  hasil  Penelitian  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)   harus
menguraikan keadaan Waj ib Pajak dan piutang PBB-P2 yang bersangkutan
sebagai  dasar untuk  menentukan  besamya  piutang  PBB-P2  yang tidak
dapat ditagih lagi dan diusulkan untuk dihapuskan oleh Pejabat.

Pasal 36

( 1)    Berdasarkan laporan hasil Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal
34 ayat (2) Pejabat menyusun daftar usulan penghapusan piutang PBB-P2.

(2)    Daftar usulan penghapusan piutang PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada
ayat ( 1) disampaikan kepada Bupati.

(3)    Penghapusan  piutang  PBB-P2  yang dihapuskan  sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 37

Berdasarkan   Keputusan   Bupati   mengenai   penghapusan   piutang   PBB-P2
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (3), Pejabat berkoordinasi dengan
Kepala  Perangkat Daerah yang membidangi urusan keuangan  daerah untuk
melakukan     penghapusan     piutang     pajak     sesuai     standar     akuntansi
pemerintahan.

BAB XII
KEBERATAN DAN BANDING

Bagian Kesatu
Keberatan

Pasal 38

Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan kepada Pejabat terhadap SPPT,
SKPD dan SKPDLB.
Wajib pajak dapat mengajukan keberatan dalam hal:
a.   dapat membuktikan bahwa luas objek pajak bumi dan/atau bangunan

atau nilai jual objek pajak bumi dan/ atau bangunan tidak sebagaimana
mestinya; dan/ atau

?.



b.   terdapat  perbedaan  penerapari  tarif  Nilai  Jual  Objek  Pajak  sebagai
akibat salah tulis dan/atau salah hitung.

(3)    Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat  (1)  diajukan secara tertulis
dalam bahasa Indonesia dengan mengemukakan jumlah PBB-P2 terutang
berdasarkan penghitungan Wajib Pajak, dengan disertai alasan yang jelas.

(4)    Keberatan sebagainana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan secara:
a.   perseorangan untuk SPIT, SKPD dari SKPDLB; atau
b.   kolektif untuk sppT PBB-P2.

(5)    Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan
dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SPPT,  SKPD
dan SKPDLB dikirim kecuali jika Wajib Pajak dapat menunjukkan jangka
waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan kahar.

(6)    Keadaan kahar sebagalmana dimaksud pada ayat (4) meliputi:
a.   bencana alam;
b.   kebakaran;
c.   kerusuhan massal atau huru-hara; dan
d.   wabah penyakit.

(7)    Surat  keberatan  ditandatangani  oleh Wajib  Pajak,  dan  dalam  hal  surat
keberatan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak harus dilampiri Surat
Kuasa.

(8)    Keberatan  dapat  diajukan  apabila  Wajib  Pajak  telah  membayar  Pajak
terutang   dalam   SPPT,      SKPD   dan   SKPDLB   atau   pemotongan   atau
Pemungutan oleh pihak ketiga paling sedikit sejumlah yang telah disetujui
Wajib Pajak.

(9)    F`ormat   Surat   Pengajuan   Keberatan   sebagaimana   tercantum   dalam
Lampiran   IX,   yang   merupakan   bagian   yang   tidak   terpisahkan   dari
Peraturan Bupati ini.

Pasal 39

(1)    Tanda  pengiriman   surat  keberatan  melalui  pengiriman  tercatat  atau
melalui  media  lainnya,  atau  tanda  penerimaan  surat  keberatan  yang
diberikan Pejabat yang ditunjuk kepada Wajib Pajak, menjadi tanda bukti
penerimaan surat keberatan.

(2)    Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan, jangka waktu pelunasan
atas jumlah PBB-P2 yang belum dibayar pada saat pengajuan keberatan
tertangguh sampai dengan  1  (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Surat
Keputusan Keberatan.

(2)    Jumlah  PBB-P2  yang belum  dibayar  pada  saat  pengajuan  permohonan
keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat  (2)  tidak termasuk sebagai
Utang Pajak.

Pasal 40

(1)    Pejabat  harus  memberi  keputusan  atas  keberatan  yang  diajukan  oleh
Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1).

(2)    Dalam  memberikan  keputusan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1),
Pej abat dapat melakukan Pemeriksaari.

(3)    Keputusan pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam
jangka  waktu  paling  lama   12   (dua  belas)  bulan  sejak  tanggal  surat ?.
keberatan diterima.

(4)    Keputusan pejabat atas keberatan dapat berupa:
a.   menerima seluruhnya dalam hal PBB-P2  terutang berdasarkan hasil

penelitian sama dengan PBB-P2 yang terutang menurut Wajib Pajak
PBB-P2;



b.   menerima   sebagian   dalam   hal   Pajak  terutang  berdasarkan   hasil
penelitian sebagian sana dengan PBB-P2 yang terutang menurut Wajib
Pajak;

c.   menolak dalam hal PBB-P2 terutang berdasarkan hasil penelitian sama
dengan PBB-P2 yang terutang dalam surat keputusan/ketetapan yang
dial.ukan keberatan oleh Wajib Pajak; atau

d.   menambah besamya jumlah PBB-P2 yang terutang dalam hal PBB-P2
terutang  berdasarkan  hasil  penelitian  lebih  besar  dari  PBB-P2  yang
terutarig dalam surat keputusan/ketetapan yang diajukan keberatan
oleh Wajib Pajak.

(5)    Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pejabat
tidak   memberi   suatu   keputusan,   keberatan  yang  diajukan   tersebut
dianggap diterima.

(6)    Format   Surat   Keputusan   Keberatan   sebagaimana   tercantum   dalam
Lampiran   X,   yang   merupakan   bagian   yang   tidak   terpisahkan   dari
Peraturan Bupati ini.

Pasal 4 1

(1)    Dalam   hal   pengajuan   keberatan   PBB-P2   dikabulkan   sebagian   atau
seluruhnya,    kelebihan    pembayaran    PBB-P2    dikembalikan    dengan
ditambah imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan
dihitung dari PBB-P2 yang lebih dibayar untuk jangka waktu paling lama
24  (dua  puluh  empat)  bulan  serta  bagian  dari  bulan  dihitung penuh  1
(satu) bulan.

(2)    Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan
pelunasan sampai dengan diterbitkannya Surat Keputusan Keberatan.

(3)    Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan seba.gian, Wajib
Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 30°/o (tiga puluh
persen) dari jumlah PBB-P2 berdasarkan keputusan keberatan dikurangi
dengan PBB-P2 yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

Pasal 42

(1)    Pengajuan Keberatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 ayat (4) huruf
a harus memenuhi persyaratan:
a.    1  (satu) Surat Keberatan untuk 1  (satu) SPIT, SKPD dan SKPDLB.
b.   dilampiri asli SPPT, SKPD dan SKPDLB yang diajukan Keberatan;
c.   dikemukakan jumlah  PBB-P2  yang  terutang  menurut  penghitungan

Wajib   Pajak  disertai   dengan   alasan  yang  mendukung  pengajuan
Keberatannya;

d.   Wajib   Pajak   telah   membayar  paling   sedikit   sejumlah  yang  telah
disetujui   Wajib    Pajak,    yang   dibuktikan   dengan    salinan   bukti
pembayaran; dan

e.   Surat Keberatan ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal Surat
Keberatan ditandatangani bukan Wajib Pajak harus dilampiri dengan
Surat Kuasa Khusus.

(2)    Pengajuan Keberatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 ayat (4) huruf
b wajib memenuhi persyaratan:
a.   satu pengajuan untuk beberapa SPPI` Tahun Pajak yang sama;
b.   diajukan kepada pejabat;
c.    dilampiri asli semua SPPI` yang diajukan Keberatan;
d.   mengemukakan jumlah PBB-P2 yang terutang menurut penghitungan

Wajib   Pajak  disertai   dengan   alasan  yang  mendukung   pengajuan
Keberatannya;
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e.   Wajib   Pajak  telah  membayar  paling  sedikit   sejumlah  yang  telah
disetujui   Wajib   Pajak,   yang   dibuktikan   dengan   fotokopi   bukti
pembayaran; dan

f.    diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal
diterimanya SPPT, kecuali apabila Wajib Pajak melalui Desa setempat
dapat  menunjukkan  bahwa jangka  waktu  itu  tidak  dapat  dipenuhi
karena kahar.

(3)    Pengajuan  Keberatan  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  38  ayat  (1)
disertai:
a.   salinan identitas Wajib Pajak, dan salinan identitas kuasa Wajib Pajak

dalam hal dikuasakan;
b.   salinan bukti kepemilikan tanah;
c.   salinan Persetu].uan Bangunan Gedung; dan/atau
d.   salinan bukti pendukung lainnya.

Pasal 43

(1)    Pengajuan  Keberatan  yang  tidak  memenuhi  persyaratan  sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 42  ayat  (1)  dan ayat  (2),  dianggap bukan  sebagai
Surat Keberatan sehingga tidak dapat dipertimbarigkan.

(2)    Dalam     hal     pengajuan     Keberatan     tidak     dapat     dipertimbangkan
sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), Pejabat dalam jangka waktu paling
lama  10  (sepuluh)  hari kerja sejak tanggal penerimaan  Surat Keberatan
sebagalmana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1),  harus memberitahukan
secara tertulis disertai alasan yang mendasari kepada:
a.   Wajib  Pajak  atau  Kuasanya  dalam  hal  pengajuan  Keberatan  secara

perseorangan; atau
b.   Desa setempat dalam hal pengajuan Keberatan secara kolektif.

Pasal 44

Pengajuan   Keberatan   tidak  menunda  kewajiban   membayar   PBB-P2   yang
terutang dan pelaksanaan penagihannya.

Bagian Kedua
Banding

Pasal 45

(1)    Wajib pajak dapat mengajukan permohonan bending hanya kepada badan
peradilan  pajak  atas  Surat  Keputusan  Keberatan  yang  ditetapkan  oleh
Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) paling lama 3 (tiga)
bulan sejak keputusan diterima dengan dilampiri salinan Surat Keputusan
Keberatan.

(2)    Permohonan  banding  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)   diajukan
secara tertulis dalam bahasa Indonesia dan dengan disertai alasan yang
jelas.

(3)    Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menangguhkar}   t
kewajiban membayar PBB-P2 sampai dengan  1  (satu) bulan sejak tanggal
penerbitan Putusan Banding.

(4)    Pengajuan  banding  dilaksanakan  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan
perundang-undangan.



Pasal 46

(1)    Dalam  hal permohonan  banding dikabulkan  sebagian  atau  seluruhnya,
kelebihan  pembayaran  Pajak  dikembalikan  dengan  ditambah  imbalan
bunga sebesar 0,6 °/o (nol koma enam persen) per bulan dihitung dari PBB-
P2  yang  lebih  dibayar  untuk jangka waktu  paling lama  24  (dua puluh
empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

(2)    Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan
pelunasan sampai dengan diterbitkannya Putusan Bending.

(3)    Dalam   hal   Wajib   Pajak   mengajukan   permohonan   banding,   sanksi
administratif berupa denda sebesar 30% (tiga puluh persen) sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 41 ayat (3) tidak dikenakan.

(4)    Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib
Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 60% (enam puluh
persen)  dari  jumlah  PBB-P2  berdasarkan  Putusan  Banding  dikurangi
dengan Pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

Bagian Ketiga
Gugatan Pajak

Pasal 47

(1)    Gugatan wajib pajak atau penanggung pajak terhadap:
a.   pelaksanaan  Surat  Paksa,  surat  perintah  melaksanakan  penyitaan,

atau pengumuman lelang;
b.   keputusan pencegahan dalam rangka Penagihan Pajak;
c.   keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan,

selain yang ditetapkan dalam Pasal 38 ayat (1) dan Pasal 40; dan
d.   penerbitan  surat  ketetapan  pajak  atau  Surat  Keputusan  Keberatari

yang dalam penerbitannya tidak sesuai dengan prosedur atau tata cara
yang telah  diatur  dalam  ketentuan  peraturan  perundang-undangan.
hanya dapat diajukan ke badan peradilan pajak.

(3)    Pengajuan  gugatan  dilaksanakan  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan
perundang-undangan.

BAB XIII
PENGURANGAN, KERINGANAN, PEMBEBASAN, PENGHAPUSAN ATAU

PENUNDAAN PEMBAYARAN ATAS POKOK PAJAK, DAN/ATAU SANKSINYA

Bagian Kesatu
Insentif Fiskal Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

bagi Pelaku Usaha

Pasal 48

(1)    Bupati dapat memberikan insentif fiskal di Daerah.
(2)    Insentif  fiskal   sebagaimana  dimaksud   pada  ayat   (1)   dapat  diberikan

kepada:
a. pelaku usaha; dan
b. Wajib Pajak non-pelaku usaha.

(3)LnusinftffafLsd:bale±niukdpale±kuru=£:S:t:g:i:gdi=b#kuipakdeam:ydai±?
berinventasi.

(4)    Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengurangan,
keringanan,   dan   pembebasan   atau   penghapusan   atas   pokok   Pajak
dan / atau sanksinya.



(5)    Insentif fiskal sebagainana dimaksud pada ayat (1) dapat  diberikan  atas
permohonan   Wajib   Pajak  atau  diberikan  secara  jabatan  oleh  Bupati
berdasarkan pertimbangan, antara lain:
a.   kemampuan membayar wajib pajak;
b.    kondisi  tertentu  objek  Pajak,  seperti  objek  PBB-P2  terkena  bencana

alam,  kebakaran,  dan/atau  penyebab  lainnya  yang  teljadi  bukan
karena adanya unsur kesengajaan yang dilakukan  oleh Wajib  Pajak
dan/atau pihak lain yang bertujuan untuk menghindari pembayaran
PBB-P2;

c.    untuk  mendukung  dan  melindungi  pelaku  usaha  mikro  dan  ultra
mikro;

d.   untuk  mendukung  kebijakan  Pemerintah  Daerah  dalam  mencapai
program prioritas Daerah; dan/ atau

e.    untuk  mendukung  kebijakan  Pemerintah  dalam  mencapai  program
prioritas nasional.

(6)    Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan
kewenangan Bupati sesuai dengan kebijakan Daerah dalam pengelolaan
keuangan daerah.

(7)    Pemberian insentif fiskal kepada wajib pajak sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) huruf a dan huruf b, dilakukan dengan memperhatikan faktor:
a.   kepatuhan pembayaran dan pelaporan Pajak oleh Wajib Pajak selama

2 (dua) tahun terakhir;
b.   kesinambungan usaha wajib pajak;
c.   kontribusi   usaha   dan   penanaman   modal   Wajib   Pajak   terhadap

perekonomian    daerah    dan    lapangan    kerja    di    daerah    yang
bersangkutan; dan/ atau

d.   faktor lain yang ditentukan oleh Bupati.
(8)    Pemberian insentif flskal kepada wajib pajak pelaku usaha mikro dan ultra

mikro  sebagalmana  dimaksud  pada  ayat  (3)  huruf c,  dilakukan  sesuai
dengan kriteria usaha mikro dan ultra mikro dalam peraturan perundang-
undangan di bidang usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi.

(9)    Pemberian insentif fiskal kepada wajib pajak sebagaimana dimaksud pada
ayat  (3)  huruf d,  disesuaikan  dengan  prioritas  Daerah yang  tercantum
dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah.

( 10)  Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) huruf e dilakukan dalam rangka percepatan penyelesalan proyek
strategis nasional.

Pasal 49

Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48  ayat  (1)
diberitahukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
Pemberitahuan  kepada  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  sebagaimana
dimaksud   pada   ayat   (1)   disertai   dengan  pertimbangan   Bupati  dalam
memberikan insentif fiskal.

Pasal 50

(1)    Dalam hal pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal
48  ayat  (1)   merupakan  permohonan  Wajib  Pajak,   apabila  diperlukan
Bupati atau  Pejabat  dapat melakukan  Pemeriksaan Pajak untuk tujuan
lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1).

(2)    Pemeriksaan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk
memastikan  bahwa Wajib  Pajak yang mengajukan  permohonan  insentif
fiskal berhak untuk menerima insentif fiskal sesuai dengan pertimbangan
dan fcktor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (3) dan ayat (5).



Pasal 5 1

(1)    Bupati dapat memberikan insentif fiskal kepada Wajib Pajak non-pelaku
usaha  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  48  ayat  (2)  huruf b  berupa
keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas
pokok dan/atau sanksi Pajak Daerah secara jabatan tertentu berdasarkan
pertimbangan tertentu.

(2)    Pertimbangan tertentu sebagainana dimaksud pada ayat ( 1), berupa:
a.   kepentingan Daerah dalaln rangka:

1.   hari ulang tahun Daerah;
2.   percepatan target penerimaan;
3.   target Pajak di tahun berialan telah tercapai; dan/atau
4.   penggalian potensi piutang pajak;

b.   Iimpahan kementerian yang membidangi urusan Pajak.
c.   Stimulus  kepada Wajib  Pajak untuk meningkatkan kesadaran Wa].ib

Pajak dalam hal tertib administrasi pembayaran; dan/atau
d.   Kepentingan sosial kemanusiaan.

Bagian Kedua
Pemberian Keringanan, Pengurangan, dan Pembebasan

Paragraf 1
Tata Cara Pemberian Keringanan

Pasal 52

Bupati dapat memberikan keringanan atas pokok dan/atau sanksi PBB-
P2 dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak dan/atau Objek PBB-P2.
Kondisi Wajib Pajak sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1)  paling  sedikit
berupa kemampuan membayar Wajib Pajak atau tingkat likuiditas Wajib
Pajak PBB-P2 .

(3)    Kondisi objek PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit
berupa lahan pertanian yang sangat terbatas, tanah dan bangunan yang
ditempati Wajib  Pajak dari golongan tertentu, riilal  objek  PBB-P2  sampan
dengan batas tertentu, dan objek PBB-P2 yang terdampak bencana alam,
kebakaran, huru-hara, dan/atau kerusuhan.

(4)    Pemberian   keringanan   sebagaimana   dimaksud   pada   ayat   (1)   dapat
diberikan paling tinggi sebesar 50% (lima puluh persen);

(5)    Pemberian keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan
ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 53

Permohonan Wajib Pajak atas keringanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
52 ayat ( 1) dilaksanakan dengan ketentuan:
a.      1 (satu) permohonan hanyauntuk 1 (satu) objek PBB-P2, SKPD atau STPD;
b.     mengajukan permohonan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada

Pej abat dengan mencantumkan besarnya keringanan disertal alasan yang
jelas dengan melampirkan:
1.   salinan kartu tanda penduduk atau identitas lainnya;
2.   bukti surat tanda terima setoran; dan
3.   surat  kuasa  bermeterai  apabila  permohonan   dikuasakan   dengan

disertai salinan identitas penerima kuasa.



Pasal 54

(1)    Pejabat  harus  memberi  surat  keputusan  atas  permohonan  keringanan
paling lama 6  (enam) bulan terhitung sejak tanggal permohonan diterima
dengan persyaratan dinyatakan lengkap.

(2)    Keputusan pejabat atas permohonan keringanan PBB-P2 dapat berupa:
a.   mengabulkan seluruhnya;
b.   mengabulkan sebagian; atau
c.   menolak, disertai alasan yangjelas.

(3)    Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat
tidak   memberi   suatu   keputusan,   pemohonan   keringanan   dianggap
dikabulkan dan harus dibuatkan surat keputusan keringanan.

Paragraf 2
Tata Cara Pemberian Pengurangan

Pasal 55

(1)    Wajib  Pajak dapat mengajukan  pengurangan hanya kepada Bupati atas
besarnya  pajak  terutang  karena  pertimbangan  kemampuan  membayar
Wajib Pajak atau kondisi tertentu objek PBB-P2.

(2)    Kondisi   Wajib   Pajak   sebagaimana   dimaksud   pada   ayat   (1)   berupa
kemampuan membayar atau tingkat likuiditas Wajib Paj ak.

(3)    Kondisi objek PBB-P2 sebagainana dimaksud pada ayat (1) berupa lahan
pertanian yang sangat terbatas, Bumi dan Bangunan yang ditempati Wajib
Pajak  dari  golongan  tertentu,  nilai  objek  PBB-P2  sampai  dengan  batas
tertentu,  dan  objek  PBB-P2  yang terdampak bencana  alam,  kebakaran,
huru-hara, dan/ atau kerusuhan.

(4)    Bupati   dapat   memberikan   pengurangan   atau   menghapuskan   sanksi
administratif berupa  bunga,  denda  dan  kenaikan  pajak  yang  terutang
dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau
bukan karena kesalahannya.

(5)    Pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) diberikan kepada wajib
Pajak atas PBB-P2 yang terutang yang tercantum dalam SPPT atau SKPD.

Pasal 56

(1)    Pengurangan Ketetapan PBB-P2 dapat diberikan kepada Wajib Pajak:
a.   karena kondisi tertentu  Objek Pajak yang ada hubungannya dengan

Subjek Pajak dan/atau karena sebab tertentu lainnya; dan
b.   dalam hal Objek Pajak terkena bencana alam atau sebab lain yang luar

b1asa.
(2)    Kondisi tertentu Objek Pajak yang ada hubungannya dengan Wajib Pajak

dan/atau karena sebab tertentu lalnnya sebagalmana dimaksud pada ayat
(1) huruf a untuk:
a.   Wajib Pajak Orang Pribadi meliputi:

1.    Objek Pajak yang Wajib Pajak-nya Orang Pribadi veteran pejuang
kemerdekaan, veteran pembela kemerdekaan, penerima tanda jasa
bintang gerilya, atau janda/ dudanya;

2.    Objek -P-ajak-  berupa-1ahah  pertaliian,  perkebunan,  perikanan,  ©
peternakan yang hasilnya sangat terbatas yang Wajib Pajak-nya  t
Orang Pribadi yang berpenghasilan rendah;

3.    Objek    Pajak    yang    Wajib    Pajak-nya    Orang    Pribadi    yang
penghasilannya  semata-mata  berasal  dari  pensiunan,  sehingga
kewajiban PBB-P2 nya sulit dipenuhi;



4.    Objek    Pajak    yang    Wajib    Pajak-nya    Orang    Pribadi    yang
berpenghasilan  rendah,   sehingga  kewajiban  PBB-P2   nya  sulit
dipenuhi; dan/ atau

5.    Objek    Pajak    yang    Wajib    Pajak-nya    Orang    Pribadi    yang
berpenghasilan    rendah    yang    NJOP    per    meter    perseginya
meningkat  akibat  perubahan  lingkungan  dan  dampak  positif
pembangunan;

b.   Wajib Pajak Badan meliputi Objek Pajak yang Wajib Pajak-nya adalah
Wajib Pajak Badan yang mengalami kerugian dan kesulitan likuiditas
pada   Tahun   Pajak   sebelumnya   sehingga   tidak   dapat   memenuhi
kewajiban rutin.

(3)   Bencana  alam  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  huruf  b  adalah
bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkalan peristiwa yang
disebabkan oleh alam.

(4)    Sebab lain yang luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)  huruf b
meliputi kebakaran, wabah penyakit, dan/atau wabah hama tanaman.

Pasal 57

(1)    Pengurangan  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  56  diberikan  kepada
Wajib Pajak atas PBB-P2 yang terutang yang tercantum dalam SPIT atau
SKPD.

(2)    PBB-P2 yang terutang yang tercantum dalam SKPD adalah pokok pajak
ditalnbah dengan denda administratif.

(3)    SKPD   yang   telah   diberikan   pengurangan   tidak   dapat   dimintakan
pengurangan denda administratif.

Pasal 58

Pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 dapat diberikan sebesar:
a.     75% (tujuh puluh lima persen) dari pokok pajak yang terutang dalam hal

kondisi tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) huruf a
an8ka 1;

b.     50% (tujuh puluh lima persen) dari pokok pajak yang terutang dalam hal
kondisi tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) huruf a
angka 2, angka 3, angka 4, dan/atau angka 5, atau Pasal 56 ayat (2) huruf
b; atau

C. 100%  (seratus  persen)  dari  pokok pajak yang terutang dalam  hal  objek
pajak terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa sebagailnana
dimaksud dalam Pasal 56 ayat (3) atau ayat (4).

Pasal 59

(1)    Pengurangan  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  56  dapat  diberikan
berdasarkan permohonan Waj ib Pajak.

(2)    Pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk tahun
Pajak beljalan.

(3)    Permohonan  Pengurangan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  dapat
dial.ukan secara:
a.   perseorangan,  untuk  PBB-P2  yang  terutang  yang  tercantum  dalam

SPPI` atau SKPD; atau
b.   kolektif, untuk PBB-P2 yang terutang yang tercantum dalam SPPT.

(4)    Permohonan  Pengurangan  secara  kolektif sebagaimana  dimaksud  pada
ayat (3) huruf b dapat diajukan:
a.   sebelum  Sppr  diterbitkan  dalam  hal  kondisi  tertentu  sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) huruf a angka 1;
b.   setelah SPPT diterbitkan dalani hal:



1.   kondisi tertentu  sebagalmana dimaksud  dalam  Pasal  56  ayat  (2)
huruf a angka 1;
kondisi tertentu,  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56  ayat (2)
huruf a angka 2, angka 3, angka 4, atau angka 5; atau
objek pajak sebagaimana dimaksud dalam  Pasal  56  ayat  (3)  atau
ayat (4).

Pasal 60

( 1)    Permohonan pengurangan yang diajukan secara perorangan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 59 a.yat (3) huruf a hams memenuhi persyaratan:
a.    1  (satu) permohonan untuk 1  (satu) SPPT atau SKPD;
b.   diajukari secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Bupati dengan

mencantumkan   besarnya   persentase   pengurangan   yang   dimohon
disertai alasan yang jelas;

c.    dilampiri fotokopi SPPT atau SKPD yang dimohonkan pengurangan;
d.   surat perlnohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak.
e.   tidak memiliki tunggakan PBB-P2 tahun pajak sebelumnya atas objek

pajak yang dimohonkan pengurangan, kecuali dalarn hal objek pajak
terkena bencana alaln atau sebab lain yang luar biasa; dan

f.    tidak  diajukan  keberatan  atas  Sppr  atau  SKPD  yang  dimohonkan
pengurangan,  atau  dalam  hal  diajukan  keberatan  telah  diterbitkan
Keputusan Keberatan dan atas Keputusan Keberatan dimaksud tidak
diajukan banding.

9.   diajukan dalam jangka waktu:
1.   3 (tiga) bulan terhitung sejak tangal diterimanya SPPT;
2.    1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya SKPD;
3.    1   (satu)   bulan  terhitung  sejak  tanggal  diterimanya  Keputusan

Keberatan PBB-P2; atau
4.   3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal terjadinya keadaan kahar.
5.   Dalam  hal  surat  permohonan  ditandatangani  oleh  bukan  Wajib

Pajak   sebagaimana   dimaksud   pada   ayat   (1)   huruf   e,   surat
permohonan harus dilampiri dengan surat kuasa.

(2)    Permohonan  Pengurangan  yang  diajukan  secara  kolektif  sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 59 ayat (4) huruf a harus memenuhi persyaratan:
a.    1 (satu) permohonan untuk beberapa objek pajak dengan Tahun Pajak

yang sama;
b.   diajukan     secara     tertulis     dalam     bahasa     Indonesia     dengan

mencantumkan   besarnya   persentase   Pengurangan   yang   dimohon
disertai alasan yang jelas;

c.    diajukan  kepada  Bupati  melalui  pengurus  Legiun  Veteran  Republik
Indonesia setempat atau pengurus organisasi terkait lainnya;

d.   diajukan   paling   lambat   tanggal   10   Januari   Tahun   Pajak   yarig
bersangkutan; dan

e.   tidak memiliki tunggakan PBB-P2 Tahun Pajak sebelumnya atas objek
paj ak yang dimohonkan Pengurangan.

(3)    Permohonan  Pengurangan  yang  diajukan  secara  kolektif  sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 59 ayat (4) huruf b hams memenuhi persyaratan:
a.    1 (satu) permohonan untuk beberapa SPPI` Tahun Pajak yang sama;
b.   diajukan     secara     tertulis     dalaln     bahasa     Indonesia     dengan

mencantumkan   besarnya   persentase   Pengurangan   yang   dimohon
disertai alasan yang jelas;

c.   diajukan kepada Bupati yang ditunjuk melalui:
1.   pengurus   Legiun   Veteran   Republik   Indonesia   setempat   atau

pengurus    organisasi    terkait    untuk    pengajuan    perrnohonan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59  ayat (4)  huruf b angka  1;
atau



2.   Desa   setempat,   untuk   pengajuan   permohonan   sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 59 ayat (3) huruf b angka 2) dan Objek Pajak
sebagalmana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (4) huruf b angka 3;

d.   dilampiri fotokopi SPPT yang dimohonkan Pengurangan;
e.   diajukan dalam jangka waktu:

1.   3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya SPPT;
2.   3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal terjadinya bencana alam; atau
3.   3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal teljadinya sebab lain yang luar

biasa, kecuali apabila Wajib Pajak melalui pengurus Legiun Veteran
Republik Indonesia setempat, pengurus organisasi terkait lainnya,
dapat  menunjukkan  bahwa  dalam jangka waktu  tersebut  tidak,
dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya;

tidak memiliki tunggakan PBB-P2 Tahun Pajak sebelumnya atas Objek
Pajak yang dimohonkan Pengurangan, kecuali dalam hal Objek Pajak
terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa; dan

9.   tidak diajukan keberatan atas SPPT yang dimohonkan Pengurangan.

Pasal 6 1

(1)    Permohonan  Pengurangan  secara  perseorangan  dan  kolektif yang  tidak
memenuhi  persyaratan  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  60  ayat  (1)
dianggap     bukan      sebagal     permohonan      sehingga     tidak     dapat
dipertimbangkan.

(2)    Dalam   hal   permohonan   Pengurangan   tidak   dapat   dipertimbangkan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dalam jangka waktu paling
lama 10 (sepuluh) hari kelja sejak tanggal permohonan tersebut diterima,
harus  memberitahukan  secara  tertulis  disertai  alasan  yang  mendasari
kepada:
a.  Wajib  Pajak atau  Kuasanya dalam hal permohonan  diajukan  secara

perseorangan; atau
b.  pengurus   Legiun  Veteran   Republik  Indonesia  setempat,   pengurus

organisasi terkait lainnya, atau Desa setempat dalam hal permohonan
diajukan secara kolektif.

(3)    Dalaln   hal   permohonan   Pengurangan   tidak   dapat   dipertimbangkan
sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  atau  ayat  (2),  Wajib  Pajak  masih
dapat    mengajukan    permohonan    Pengurangan    kembali    sepanjang
memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat  (1),
ayat (2), atau a.yat (3).

Pasal 62

(1)    Bupati memberi Keputusan atas permohonan pengurangan paling lama 6
(enam)   bulan   terhitung   sejak   tanggal   permohonan   diterima   dengan
persyaratan    dinyatakan    lengkap    kecuali    dalam    hal    permohonan
pengurangan secara kolektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat
(4) huruf a, suatu keputusan diberikan segera setelah SPPI` diterbitkan.

(2)    Keputusan Bupati sebagalmana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
a.   mengabulkan seluruhnya;
b.   mengabulkan sebagian; atau
c.   menolak, disertai alasan yangjelas.

(3)    Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)  ditetapkan
hasil pemeriksaan.

(4)    Wajib pajak yang telah diberikan suatu keputusan sebagaimana dimaksud
pada  ayat  (1)  tidak  dapat  lagi  mengajukan  permohonan  Pengurangan
untuk SPFT atau SKPD yang sama.



(5)    Tanggal  diterimanya  permohonan  pengurangan  sebagaimana  dimaksud
pada ayat (1) adalah:
a.    tanggal    terima    Surat    Permohonan    Pengurangan    dalam    hal

disampaikan secara langsung oleh Wajib Pajak atau Kuasanya kepada
petugas;

b.    tanggal tanda pengiriman Surat Perlnohonan Pengurangan, dalam hal
disampaikan melalui pos dengan bukti pengiriman surat.

(6)    Dalam  hal  jangka  waktu  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  telah
terlampaui dan keputusan belum diterbitkan,  permohonan pengurangan
dianggap    dikabulkan,    dan    diterbitkan    keputusan    sesuai    dengan
permohonari Wajib Pajak dalam I.angka waktu paling lama  1  (satu) bulan
terhitung sejak jangka waktu dimaksud berakhir.

(7)     Dalaln hal besarnya persentase pengurangan yang diajukan permohonan
pengurangan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (6)  melebihi  ketentuan
sebagalmana  diatur  dalam  Pasal  58,  besarnya  pengurangan  ditetapkan
sebesar persentase paling tinggi sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 58.

Pasal 63

Permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 dilampiri
dengan dokumen pendukung.
Dokumen   pendukung   sebagaimana   dimaksud   pada   ayat   (1)   untuk
permohonan Wajib Pajak yang diajukan secara perseorangan, dalam hal:
a.   Objek  Pajak  yang  Wajib  Pajak-nya  Orang  Pribadi  veteran  pejuang

kemerdekaan,  veteran  pembela  kemerdekaan,  penerima  tanda jasa
bintang gerilya, atau janda/dudanya dapat berupa:
1.  fotokopi   Kartu   Tanda   Anggota   Veteran,   atau   fotokopi   Surat

Keputusan tentang Pengakuan, Pengesahan, dan Penganugerahan
Gelar Kehormatan dari pejabat yang berwenang; dan

2.  fotokopi bukti pelunasan PBB-P2 Tahun Pajak sebelumnya.
b.    Objek   Pajak   berupa   lahan   pertanian,    perkebunan,    perikanan,

peternakan yang hasilnya sangat terbatas yang Wajib Pajaknya Orang
Pribadi yang berpenghasilan rendah dapat berupa:
1. surat pernyataan dari Wajib Pajak yang menyatakan bahwa:

a)   hasil pertanian, perkebunan, perikanan, atau peternakan sangat
terbatas; dan

b)   penghasilan wajib pajak rendah;
2. fotokopi Kartu Keluarga;
3. fotokopi rekening tagihan listrik, air, dan/atau telepon; dan
4. fotokopi bukti pelunasan PBB-P2 Tahun Pajak sebelumnya;

c.   Objek  Pajak dengan Wajib  Pajaknya merupakan  Orang Pribadi yang
penghasilannya    semata-mata   berasal    dari   pensiunan,    sehingga
kewajiban PBB-P2nya sulit dipenuhi dapat berupa:
1.   fotokopi surat keputusan pensiun;
2.   fotokopi   daftar   penghasilan   pensiunan   atau   dokumen   sejenis

lainnya;
3.   fotokopi Kartu Keluarga;
4.   fotokopi rekening tagihan listrik, air, dan/atau telepon; dan
5.   fotokopi bukti pelunasan PBB-P2 Tahun Pajak sebelumnya.
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rendah, sehingga kewajiban PBB-P2-nya sulit dipenuhi dapat berupa:
1.   surat   pernyataan   dari   Wajib   Pajak   yang   menyatakan   bahwa

penghasilan Wajib Pajak rendah yang diketahui oleh Kepala Desa
setempat;

2.   fotokopi Kartu Keluarga;



3.   fotokopi rekening tagihan listrik, air, dan/atau telepon; dan
4.   fotokopi bukti pelunasan PBB-P2 Tahun Pajak sebelumnya.

e.   Objek Pajak yang Wajib Pajak-nya Orang Pribadi yang berpenghasilan
rendah yang NJOP per meter perseginya meningkat akibat perubahan
lingkungan dan dampak positif pembangunan dapat berupa:
1.   surat   pemyataan   dari   Wajib   Pajak  yang   menyatakan   bahwa

penghasilan Wajib Pajak rendah yang diketahui oleh Kepala Desa
setempat;

2.   fotokopi SPPI` tahun sebelumnya;
3.   fotokopi Kartu Keluarga;
4.   fotokopi rekening tagihan listrik, air, dan/atau telepon; dan
5.   fotokopi bukti pelunasan PBB-P2  1 (satu) Tahun Pajak sebelumnya.

(3)    Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1)  untuk Wajib
Paj ak badan yang mengalami kerugian dan kesulitan likuiditas pada Tahun
Pajak   sebelumnya   sehingga   tidak   dapat   memenuhi   kewajiban   rutin
perusahaannya, dapat berupa:
a.   fotokopi laporan keuangan tahun sebelumnya;
b.   fotokopi SPT Tahunan Pph Tahun Pajak sebelumnya; dan
c.   fotokopi   bukti   pelunasan   PBB-P2   untuk   2    (dua)   Tahun   Pajak

sebelumnya.
(4)    Dokumen   pendukung   sebagaimana   dimaksud   pada   ayat   (1)   untuk

permohonan Wajib  Pajak yang diajukan  secara perseorangan  dalam hal
Objek Pajaknya terkena bencana alam  atau  sebab lain yang luar biasa,
dapat berupa:
a.   surat pernyataan dari Wajib Pajak yang menyatakan Objek Pajaknya

terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa; dan/atau
b.   surat  keterangan  yang  mendukung  alasan  permohonan  dari  Desa

setempat atau instansi terkait.
(5)    Dokumen   pendukung   sebagaimana   dimaksud   pada   ayat   (1)   untuk

permohonan  Wajib  Pajak  yang  diajukan  secara  kolektif  oleh  pengurus
Legiun Veteran  Republik Indonesia  (LVRI)  atau organisasi  lainnya dapat
berupa:
a.   fotokopi Kartu Tanda Anggota Veteran setiap Wajib Pajak; dan
b.   fotokopi bukti pelunasan PBB-P2  setiap Wajib Pal.ak,  1  (satu)  Tahun

Pajak sebelumnya.
(6)    Dokumen   pendukung   sebagainana   dimaksud   pada   ayat   (1)   untuk

permohonan Wajib Pajak yang diajukan  secara kolektif oleh Desa dapat
berupa:
a.   surat  keterangan  yang  mendukung  alasan  permohonan  dari  Lurah

setempat atau instansi terkait; dan
b.   fotokopi bukti pelunasan PBB-P2  setiap Wajib  Pajak,  1  (satu)  Tahun

Paj ak sebelumnya.
(7)    Dalam   hal   Wajib   Pajak   tidak   melampirkan   dokumen   pendukung

sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1),  permohonan  Wajib  Pajak  tetap
diproses sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3
Tata Cara Pemberian Pembebasan

Pasal 64

(1)    Bupati dapat memberikan pembebasan atas pokok dan/atau sanksi PBB-
P2 dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak dan/atau Objek PBB-P2.

(2)    Kondisi Wajib Pajak sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  paling  sedikit
berupa kemalnpuan membayar Wajib Pajak atau tingkat likuiditas Wajib
Pajak PBB-P2.
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(3)    Kondisi objek PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit
berupa lahan pertanian yang sangat terbatas, tanah dan bangunan yang
ditempati Wajib  Pajak dari golongan tertentu, nilai objek PBB-P2  sampai
dengan batas tertentu, dan objek PBB-P2 yang terdampak bencana alam,
kebakaran, huru-hara, dan/ atau kerusuhan.

(4)    Pemberian pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan
ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 65

( 1)    Bupa.ti atas permohonan wajib pajak dapat memberikan pembebasan PBB-
P2  berupa penghapusan sanksi administratif PBB-P2  terutang di atas 5
(lima) tahun terakhir di luar Tahun Pajak berialan yang tercantum dalam
SKPD atau STPD.

(2)    Pemberian   pembebasan   sebagaimana   dimaksud   pada   ayat   (1)   dapat
diberikan paling tinggi sebesar 100% (seratus persen).

Pasal 66

(1)    Permohonan Wajib Pajak atas pembebasan PBB-P2 dilaksanakan dengan
ketentuan:
a.    1  (satu)  permohonan  hanya  untuk  1  (satu)  objek  pajak,  SKPD  atau

STPD;
b.   mengajukan  permohonan   secara  tertulis  dalam  bahasa  Indonesia

kepada Bupati dengan mencantumkan besamya pembebasan PBB-P2
disertai alasan yang jelas;

c.   tidak   pemah   mengajukan   keberatan   atas   SKPD   yang   diajukan
keringanan PBB-P2 ;

d.   melampirkan:
1.   salinan kartu tanda penduduk atau identitas diri lainnya;
2.   dokumen pendukung yang dapat menunjukkan denda administratif

dikenakan  karena  kekhilafan  Wajib  Pajak  atau  bukan  karena
kesalahan Wajib Pajak; dan/atau

3.   dokumen pendukung lainnya.
(2)    Dalam hal permohonan atas pembebasan PBB-P2 sebagaimana dimaksud

pada  ayat   (1)   dikuasakan,   harus  melampirkan  surat  kuasa  khusus
bermeterai cukup.

(3)    Format  Surat  Permohonan  Pembebasan  sebagaimana  tercantum  dalam
Lampiran XI,  yang merupakan  bagian  tidak  terpisahkan  dari  Peraturan
Bupati ini.

Pasal 67

(1)    Bupati memberi keputusan atas permohonan pembebasan PBB-P2 paling
lama   6   (enam)   bulan   terhitung   sejak   permohonan   diterima   dengan
persyaratan dinyatakan lengkap.

(2)    Keputusan Bupati atas permohonan pembebasan PBB-P2 dapat berupa:
a.   mengabulkan seluruhnya;
b.   mengabulkan sebagian; atau
c.   menolak, disertai alasan yangjelas.

(3)    Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati
tidak memberi suatu keputusan,  permohonan atas pembebasan PBB-P2  fa'
dianggap dikabulkan dan harus dibuatkan surat keputusan pembebasan
PBB-P2.

(4)    Format    Surat    Keputusan    Permohonan    Pembebasari    sebagaimana
tercantum  dalam  Lampiran  XII,  yang  merupakan  bagian  yang  tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



Bagian Ketiga
Pemberian Kemudahan Perpajakan Daerah

Pasal 68

(1)    Bupati dapat memberikan kemudahan perpajakan Daerah kepada Wajib
Pajak, berupa:
a.   peapanjangan batas waktu pembayaran PBB-P2; dan/atau
b.   pemberian  fasilitas  angsuran  atau  penundaan  pembayaran  PBB-P2

terutang atau Utang PBB-P2.
(2)    Perpanjangan    batas    waktu    pembayaran    atau    pelaporan    PBB-P2

sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf a diberikan kepada Wajib Pajak
yang  mengalami  keadaan  kahar  sehingga  Wajib  Pajak  tidak  mampu
memenuhi kewajiban PBB-P2 pada waktunya.

(3)    Perpanjangan  batas  waktu  pembayaran  PBB-P2  sebagaimana dimaksud
pada  ayat   (1)   huruf  a  dapat   diberikan   Bupati   secara  jabatan  atau
berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam keputusan
Bupati.

(4)    Pemberian   fasilitas   angsuran   atau   penundaan   pembayaran   PBB-P2
terutang atau Utang PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf b
dilakukan  dalam  hal  Wajib  Pajak  mengalami  kesulitan  likuiditas  atau
keadaan kahar Wajib Pajak sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi
kewajiban pelunasan PBB-P2 pada waktunya.

(5)    Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang
atau Utang P13B-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat  diberikan
Bupati  berdasarkan  permohonan  Wajib  Pajak  yang  ditetapkan  dalam
keputusan Bupati.

(6)    Dalam pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak
terutang  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (4),  Bupati  memperhatikan
kepatuhan Wajib  Pajak dalam  pembayaran  Pajak  selama  2  (dua)  tahun
terakhir.

(7)    Keputusan Bupati atas permohonan Wajib Pajak sebagalmana dimaksud
pada ayat (5), dapat berupa:
a.   menyetujui jumlah  angsuran  Pajak  dan/atau  nasa  angsuran  atau

lamanya penundaan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak;
b.   menyetujui sebagian jumlah angsuran Pajak dan/atau nasa angsuran

atau lamanya penundaan yang dimohonkan Wajib Pajak; atau
c.    menolak permohonan wajib pajak.

(8)    Persetujuan   atau   persetujuan   sebagian   angsuran  atau   penundaan
sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (7)  huruf a  dan  huruf b  paling  lama
diberikan untuk jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan.

(9)    Pembayaran angsuran setiap nasa angsuran dan pembayaran Pajak yang
ditunda disertai bunga sebesar O,60/o (nol koma enam persen) per bulan dari
jumlah Pajak yang masih harus dibayar, untuk jangka waktu paling lama
24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu)
bulan.

Bagian Keempat
Tata Cara Angsuran dan Penundaan Pembayaran

Pasal 69

(1)    Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pembayaran PBB-P2  secara
angsuran dan/ atau penundaan.

(2)    Penga].uan  pembayaran  PBB-P2  secara  angsuran  dan/atau  penundaan
sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) harus memenuhi syarat berupa:



(3)

(5)

a.   angsuran diberikan untuk tunggakan PBB-P2; atau
b.   penundaan diberikan kepada wajib PBB-P2 yang terlambat menerima

SPIT;
Wajib  Pajak yang memenuhi  persyaratan yang ditentukan  sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a.   Wajib  Pajak  Badan yang  mengalami  kesulitan  likuiditas,  dibuktikan

dengan  menunjukkan  besanya  rasio  aktiva  lancar  terhadap  utang
lancar  kurang  dari  1  (satu)  serta  melampirkan  Laporan  Keuangan
tabun sebelumnya dan/atau SIT Tahunan Pajak Penghasilan Badan
tahun sebelumnya; dan

b.   Wajib   Pajak   Orang  Pribadi  yang  mengalani   kesulitan  keuangan,
dibuktikan dengan :
1.   surat keterangan tidak mampu dari Kepala Desa;

dalam hal Wajib Pajak tidak menyelenggarakan pembukuan; atau
2.   menunjukkan besamya rasio aktiva lancar terhadap utang lancar

kurang    dari     1     (satu)    dalam    hal    Wajib    Pajak    dimaksud
menyelenggarakan    pembukuan    serta    melampirkan    Laporan
Keuangan tahun sebelumnya;

c.   Wajib Pajak yang mengalami keadaan kahar.

Pasal 70

Pembayaran  angsuran  dan  penundaan  pembayaran  PBB-P2   terutang
dilakukari sebagai berikut:
a.   Wajib  Pajak  yang  akan  melakukan  pembayaran  secara  angsuran

maupun menunda pembayaran pajak, harus mengajukan permohonan
secara tertulis kepada Pejabat dengan disertai alasan yang jelas dan
melampirkan salinan SKPD atau STPD yang diajukan permohonarmya;

b.   permohonan   sebagaimana  dimaksud   pada  huruf  a  harus   sudah
diterima paling lama 7 (tujuh) hari setelah jatuh tempo pembayaran;

c.   p.err=iohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a harus melampirkan
rmcian   utang  pajak  untuk  nasa  pajak  atau   tahun  pajak  yang
bersangkutan  disertal  alasan-alasan  yang  mendukung  diajukannya
permohonan;

d.   Pejabat yang ditunjuk memberikan telaahan kepada Bupati terhadap
permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a sebelum ditetapkan
dalam surat keputusan;

e.   persetujuan    atas    permohonan    pembayaran    angsuran    maupun
penundaan  pembayaran  dituangkan  dalam  Surat  Keputusan,  balk
Surat  Keputusan  pembayaran  secara angsuran  maupun  penundaan
pembayaran;

f.    persetujuan  terhadap  angsuran  pajak  sebagalmana  dimaksud  pada
huruf d  dinyatakan  lebih  lanjut dalam  Surat Pemyataan  bermeteral
oleh Wajib Pajak;

9.   pembayaran  angsuran  diberikan  paling  lama   1   (satu)  tahun  sejak
tanggal    Surat    Keputusan    angsuran,    kecuali    ditetapkan    lain
berdasarkan alasan Wajib Pajal<:: yang dapat diterima;

h.   Masa  pengangsuran  dimulai  setelah jatuh  tempo  SPPT,  SKPD,  atau
STPD;

i.    pemberian  angsuran  tidak  menunda  kewajiban  Wajib  Pajak  untuk
melaksanakan pembayaran pajak terutang dalam nasa pajak beljalan;

j.    perhitungan untuk pembayaran angsuran adalah sebagai berikut:
1.   perhitungan sanksi bunga dikenakan hanya terhadap jumlah sisa

angsuran;
2.  jumlah sisa angsuran adalah hasil pengurangan antara besamya

sisa  pajak yang  belum  atau  akan  diangsur  dengan  pokok pajak
angsuran;
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3.   pokok pajak angsuran adalah hasil pembagian antarajumlah pajak
terutang yang akan diangsur, dengan jumlah bulan angsuran;

4.   bunga adalah hasil perkalian antara jumlah sisa angsuran dengan
bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen); dan

5.   besarnya jumlah yang harus dibayar tiap bulan angsuran adalah
pokok pajak angsuran ditambah dengan bunga sebesar 0,6% (nol
koma enan persen).

k.   terhadap jumlah angsuran yang harus dibayar tiap bulan tidak dapat
dibayar dengan angsuran lagi, tetapi harus dilunasi tiap bulan; dan

1.    perhitungan untuk penundaan pembayaran adalah sebagai berifut:
1.   besamya  bunga  pajak  terutang yang  akan  ditunda,  yaitu  basil

perkalian  antara  bunga  0,6%  (nol  koma  enam  persen)  dengan
jumlah bulan yang ditunda, dikalikan dengan seluruh jumlah utang
pajak yang akan ditunda;

2.   besamya jumlah yang harus dibayar adalah seluruh jumlah utang
pajak yang ditunda, ditambah dengan jumlah bunga pajak terutang
sebagaimana dimaksud pada angka 1 ;

3.   penundaan  pembayaran  harus  dilunasi  sekaligus  paling  lambat
pada saat jatuh tempo penundaan yang telah ditentukan dan tidak
dapat diangsur.

(2)    F`ormat  Surat  Permohonan  Pengangsuran  atau  Penundaan  pembayaran
sebagaimana  tercantum  dalam  Lampiran  XIII,  yang  merupakan  bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7 1

(1)    Dalam  hal  telah  diterbitkan  keputusan  pengangsuran  atau  penundaan
pembayaran, Wajib Pajak wajib melunasi sesuai dengan jangka waktu yang
telah ditetapkan.

(2)    Format  Surat  Keputusan  Pengangsuran  atau  Penundaan  pembayaran
sebagaimana  tercantum  dalam  Lampiran  XIV,  yang  merupakan  bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 72

(1)    Dalam  hal  pemiohonan  Wajib  Pal.ak untuk mengangsur  atau  menunda
pembayaran  PBB-P2  terutang  belum  diterbitkan  suatu  keputusan,  dan
Wajib  Pajak  mempunyai  SKPDLB,  maka  kelebihan  pembayaran  pajak
harus diperhitungkan dengan PBB-P2 terutang.

(2)    Dalam  hal  besarnya  kelebihan  pembayaran  pajak  dan/atau  pemberian
imbalan bunga tidak mencukupi untuk melunasi PBB-P2  terutang yang
diajukan  perrnohonan  pengangsuran  atau  penundaan,  jumlah  PBB-P2
terutang yang dipertimbangkan untuk diberikan keputusan pengangsuran
atau penundaan adalah jumlah PBB-P2 terutang setelah dikurangi dengan
kelebihan pembayaran pajak sebagalmana dimaksud pada ayat ( 1).

Pasal 73

(1)    Dalam  hal  permohonan Wajib  Pajak untuk  mengangsur  atau  menunda
pembayaran  PBB-P2  terutang  sudah  diterbitkan  suatu  keputusan,  dan
kepada Wajib Pajak dimaksud diterbitkan  SKPDLB dan/atau pemberian
imbalan  bunga,   kelebihan  pembayaran  dan/atau  pemberian  imbalan
bunga tersebut terlebih dahulu harus diperhitungkan dengan sisa PBB-P2
terutang yang belum diangsur atau ditunda pembayarannya sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.



(2)    Dalam  hal  besamya  kelebihan  pembayaran  pajak  dan/atau  pemberian
imbalan  bunga  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  tidak  mencukupi
untuk melunasi sisa PBB-P2  terutang yang telah diterbitkan keputusan
pengangsuran,  besarnya  angsuran  dan/atau  nasa  angsuran  dari  sisa
PBB-P2 terutang tersebut harus ditetapkan kembali dengan ketentuan:
a.   besarnya angsuran dan denda administrasi setiap nasa angsuran tidak

lebih  dari  besarnya  angsuran  dan  denda  administrasi  yang  telah
ditetapkan dalam surat keputusan sebelumnya; dan

b.   masa angsuran paling lama  sama dengan  sisa masa angsuran yang
telah ditetapkan dalam surat keputusan sebelumnya.

(3)    Dalarn  hal  besarnya  kelebihan  pembayaran  pajak  dan/atau  pemberian
imbalan  bunga  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  tidak  mencukupi
untuk melunasi PBB-P2 terutang yang ditunda, Wajib Pajak tetap berhak
melunasi  PBB-P2  terutang  tersebut  paling  lama  sesuai  dengan jangka
waktu penundaan.

Pasal 74

Tata  cara  pembayaran   secara  angsuran   dan/atau  penundaan  dilakukan
dengan:
a.     Wajib pajak membuat surat kesanggupan atau surat pernyataan angsuran

dan atau penundaan pembayaran yang dituangkan dalam Surat Perj anj ia].I
Angsuran   dan   atau   penundaan   pembayaran   yang   telah   disediakan
Bapenda.

b.     Surat  Peljanjian  Angsuran  dan  atau  penundaan  pembayaran  ditanda-
tangani oleh Wajib Pajak dan diketahui/disetujui oleh Pejabat.

c.     Apabila  Wajib  Pajak  tidak  melaksanakan  kewajiban  sesual  dengan  apa
yang   telah   ditentukan   dalam   surat   perjanjian   angsuran   dan   atau
penundaari,   maka   akan   dikenakan   tindakan   hukum   sesual   dengan
ketentuan  peraturan  perundang-undangan  mengenai  penagihan  pajak
dengan Surat Paksa.

Pasal 75

(1)    Syarat-syarat    pengajuan    pembayaran    secara    angsuran    dan/atau
penundaan:
a.   Wajib   Pajak   mengajukan   surat   permohonan   angsuran   dan   atau

penundaan  pembayaran  disertal  dengan  alasan-alasan  yang  dapat
dipertanggungjawabkan kepada Pejabat atas mama Bupati;

b.   Permohonan   diajukan   sebelum   jatuh   tempo   pembayaran   pajak
terutang,  kecuali  kalau  dalam  keadaan  memaksa  dapat  diajukan
setelah jatuh tempo;

c.   Menyatakan   besamya   jumlah   PBB-P2   terutang,   jumlah   PBB-P2
terutang   yang   dimohonkan   untuk   diangsur   dan   atau   ditunda
pembayarannya selalna jangka waktu tertentu;

d.   ditandatangani oleh Wajib Pajak,  dan dalam hal ditandatangani oleh
bukan Wajib Pajak harus dilampiri surat kuasa;

e.   tidak memiliki tunggakan PBB-P2 tahun sebelumnya;
f.    dilampiri    salinan    SPIT,    SKPD    atau    STPD,    yang    dimohonkan

pengangsuran atau penundaan.
(2 )   ::rd=°ahy°a=a# ) yd¥£:pakb:ke:e:eubhafg:erssuyr=ta:aenms:£:::m=:s:i=aka:::r7

penundaan sehingga tidak dapat dipertimbangkan.
(3)    Dalam    hal    permohonan    angsuran    atau    penundaan    tidak    dapat

dipertimbangkan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2),  Pejabat  dalam
jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal diterimanya



surat permohonan harus memberitahukan secara tertulis disertai alasan
yang mendasari kepada Wajib Pajak atau kuasanya.

(4)    Dalam    hal    permohonan    angsuran    atau    penundaan    tidak    dapat
dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Wajib Pajak masih
dapat   mengajukan   permohonan   angsuran   atau   penundaan   kembali
sepanjang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1).

Bagian Kelima
Tata Cara Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administratif

Pasal 76

(1)    Pe].abat   karena   I.abatan   atau   atas   permohonan   Wajib   Pajak   dapat
mengurangkan atau menghapuskan sanksi admininstratif PBB-P2 berupa
bunga,  denda,  dan  kenaikan  yang  dikenakan  karena  kekhilafan  Wajib
Pajak atau bukan karena kesalahan Wajib Pajak.

(2)    Pengurangan   atau   Penghapusan    Sanksi   Administratif   sebagalmana
dimaksud  pada  ayat  (1)  dapat  dilakukan  terhadap  sanksi  administratif
yang tercantum dalam SKPD atau STPD.

(3)    Pengurangan  atau  Penghapusan  Sanksi  Administratif harus  memenuhi
syarat sebagai berikut:
a.    1 (satu) permohonan untuk 1 (satu) SKPD atau STPD;
b.   Permohonan  diajukan  secara  tertulis  kepada  Bupati  dalam  bahasa

Indonesia dengan mencantumkan besamya sanksi administratif yang
yang dimohonkan pengurangan atau penghapusan disertai alasan yang
mendukung  permohonan  dengan  melampirkan  salinan  SPPT,  SKPD
atau STPD yang dimohonkan pengurangan atau penghapusan sanksi
administratif;

c.   Wajib Pajak belum pernah mengajukan keberatan atau keberatannya
belum pernah disetujui;

d.   Wajib Pajak telah melunasi pajak yang tidak atau kurang dibayar yang
menjadi dasar perhitungan sanksi administratif yang tercantum dalam
SPIT, SKPD atau STPD; dan

e.   surat perlnohonan ditandatangani oleh Wajib  Pajak dalam hal  surat
permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak harus dilampiri
Surat Kuasa.

(4)    Permohonan  pengurangan  atau  penghapusan  sanksi  administratif yang
tidak   memenuhi   persyaratan   sebagaimana   dimaksud   pada   ayat   (1)
dianggap      bukan      sebagai     permohonan      sehingga     tidak     dapat
dipertimbangkan  dan kepada Wajib  Pajak atau kuasanya diberitahukan
secara tertulis disertai alasan yang mendasar dalam I.angka waktu paling
lama 1 (satu) bulan terhitung se].ak permohonan tersebut diterima.

(5)    Pelmohonan    pengurangan    atau    penghapusan    sariksi    administratif
sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  dapat  diajukan  oleh  Wajib  Pajak
paling banyak 2 (dua) kali.

(6)    Dalam  hal  Wajib  Pajak  mengajukan  permohonan  kedua,  permohonan
tersebut harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3  (tiga)  bulan
terhitung  sejak  tanggal  pengiriman  surat  keputusan  atas  permohonan
yang pertana.

(7)    Permohonan  yang  kedua  harus  memenuhi  persyaratan   sebagaimana
dimaksud pada ayat (1).

(8)    Permohonan kedua yang diajukan melampaui jangka waktu sebagaimana
dimaksud  pada  ayat  (4)  dianggap  bukan  sebagal  permohonan  sehingga
tidak  dapat  dipertimbangkan  dan  kepada  Wajib  Pajak  atau  kuasanya
diberitahukan secara tertulis disertai alasan yang mendasar dalaln jangka
waktu paling lama  1  (satu)  bulan terhitung  sejak permohonan  tersebut
diterima.



(9)    F`ormat   Surat   Permohonan   Pengurangan   dan   Penghapusan   Sanksi
Administratif   sebagaimana    tercantum    dalam    Lampiran    XV,    yang
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(10)  Format    Surat    Keputusan    Pengurangan    dan    Penghapusan    Sanksi
Administratif   sebagaimana    tercantum    dalam    Lampiran    XVI,    yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keenam
Pembetulan dan Pembatalan Ketetapan

Paragraf 1
Tata Cara Pembetulan

Pasal 77

(1)    Atas  permohonan  Wajib  Pajak  atau  karena jabatannya,  Pejabat  dapat
melakukan  pembetulan  SPIT,   SKPD,   SKPDLB  dan  STPD  yang  dalam
penerbitannya   terdapat   kesalahan   tulis   dan/atau   kesalahan   hitung
dan/atau  kekeliruan  penerapan  ketentuan  tertentu  dalam  peraturan
perundang-undangan perpajakan Daerah.

(2)    Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Surat
Keputusan Pembetulan.

(3)    Dalam hal pembetulan didasarkan atas permohonan Wajib Pajak, Pejabat
menindaklanjuti   permohonan   tersebut   dengan   melakukan   Penelitian
terhadap permohonan Wajib Pajak.

(4)    Dalam  rangka  Penelitian  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (3)  Pejabat
dapat meminta data, informasi, dan/atau keterangan yang diperlukan.

Pasal 78

Pembetulan sebagainana dimaksud dalam Pasal 77 meliputi pembetulan atas
kesalahan  atau  kekeliruan  yang  tidak  mengandung  persengketaan  antara
petugas dan Wajib Pajak, yaitu:
a.     kesalahan tulis, antara lain kesalahan penulisan Nomor objek pajak, nana

Wajib  Pajak,   alamat  Wajib  Pajak,   alanat  objek  pajak,   nomor  surat
keputusan atau surat ketetapan, luas tanah, luas bangunan, Tahun Pajak,
dan/atau tanggal jatuh tempo pembayaran;

b.     kesalahan  hitung,  antara  lain  kesalahan  penjumlahan,  pengurangan,
perkalian, dan/atau pembagian suatu bilangan; dan/atau

c.     kekeliruan  penerapan  ketentuan  tertentu  antara  lain  kekeliruan  dalam
penerapan tarif, kekeliruan penerapan Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena
Pajak dan kekeliruan penerapan sanksi administrasi.

Pasal 79

(1)    Permohonan  pembetulan  hanya  dapat  diajukan  oleh  Wajib  Pajak  atau
kuasanya secara perseorangan.

(2)    Dikecualikan   dari   ketentuan   sebagainana   dimaksud   pada   ayat   (1),
permohonan  pembetulan  surat  ketetapan  berupa  Sppr  dapat  diajukan
secara kolektif.

(3)    Permohonan pembetulan diajukan dengan ketentuan:
a.    1  (satu)  permohonan pembetulan hanya untuk  1  (satu)  SPPI`,  SKPD,

SKPDLB dan STPD;
b.   dial.ukan   secara  tertulis  dalam   bahasa  Indonesia  kepada  Pejabat

dengan    mencantumkan    besarnya    ketetapan    yang    dimohonkan
pembetulari disertai alasan yang mendukung permohonannya;
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c.   melampirkan:
1.  asli SPIT, SKPD, SKPDLB dan STPD yang dimohonkan pembetulan;
2.  salinan kartu tanda penduduk atau identitas diri lainnya;
3.  surat  kuasa  bermeterai  apabila  pendaftaran  dikuasakan  dengan

disertai salinan identitas penerima kuasa; dan
4.  dokumen  pendukung  yang  menunjukkan  SPPI`,  SKPD,  SKPDLB

dan STPD tidak benar.
d.   Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan atau mengajukan keberatan

namun tidak dapat dipertimbangkan, atas SPIT,  SKPD,  SKPDLB dan
STPD dalam hal yang diajukan perlnohonan pembetulan.

e.   Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan atau mengajukan keberatan
namun tidak dapat dipertimbangkan, atas SPIT,  SKPD,  SKPDLB dan
STPD yang terkait dengan STPD dalam hal yang diajukan permohonan
pembetulan adalah STPD.

(4)    Format  Surat  Permohonan  Pembetulan  sebagaimana  tercantum  dalam
Lampiran XVII, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini.

Pasal 80

(1)    Pejabat  dalam jangka  waktu  paling  lama  6  (enam)  bulan  sejak  tanggal
penerimaan  surat permohonan  sebagaimana dimaksud dalam  Pasal  79,
harus memberi suatu Keputusan atas permohonan Wajib Pajak.

(2)    Surat Keputusan Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berisi
keputusan berupa:
a.   mengabulkan    permohonan    Wajib    Pajak    dengan    membetulkan

kesalahan   atau   kekeliruan   yang   dapat   berupa   menambahkan,
mengurangkan,  atau  menghapuskan jumlah  PBB-P2  yang  terutang,
maupun sanksi administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan PBB-
P2; atau

b.   membatalkan  STPD  atau  membatalkan  hasil  Pemeriksaan  maupun
ketetapan  PBB-P2  yang  dilaksanakan  atau  diterbitkan  tidak  sesuai
dengan tata cara yang ditentukan; dan

c.   menolak permohonan wajib pal.ak.
(3)    Apabila jangka waktu  sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1)  terlampaui,

tetapi Pejabat yang ditunjuk tidak memberi suatu Keputusan, permohonan
pembetulan  dianggap  dikabulkan,  dan  Pejabat wajib menerbitkan  surat
keputusan  pembetulan  sesuai  dengan  permohonan  Wajib  Pajak  paling
lama  1  (satu)  bulan terhitung sejak berakhirnya jangka waktu  6  (enam)
bulan.

(4)    F`ormat   Surat  Keputusan  Pembetulan   sebagalmana  tercantum   dalam
Lampiran XVIII, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini.

Paragral 2
Tata Cara Pembatalan Ketetapan

Pasal 8 1

(1)    Atas  permohonan  Wa].ib  Pajak  atau  karena jabatannya,  Pejabat  dapat
membatalkan SPIT, SKPD, SKPDLB dan STPD yang dalam penerbitannya   ? .
terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliman
penerapan  ketentuan  tertentu  dalam   peraturan  perundang-undangan
perpajakan Daerah.

(2)    Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dapat dilakukan apabila
SPIT, SKPD, SKPDLB dan STPD tersebut seharusnya tidak diterbitkan.



Pasal 82

(1)    Permohonan  pembatalan  sebagalmana  dimaksud  dalaln  Pasal  81  dapat
diajukan secara:
a.   perseorangan, untuk pembatalan SPPT, SKPD atau STPD; dan/atau
b.   kolektif, untuk pembalan SPPT.

(2)    Permohonan pembatalan yang diajukan secara perseorangan sebagaimana
dimaksud pada ayat ( 1) huruf a harus memenuhi persyaratan:
a.    1 (satu) permohonan untuk 1 (satu) SPIT, SKPD atau STPD;
b.   diajukan   secara  tertulis  dalarn  Bahasa  Indonesia  kepada  Pejabat

dengan mencantumkan alasan yang mendukung permohonarmya dan
dilampiri asli  SPIT,  SKPD  atau  STPD yang dimohonkan pembatalan;
dan

c.   surat  permohonan  ditandatangani  oleh  Wajib  Pajak,  dan  dalam  hal
surat  permohonan  ditandatarigani  oleh  bukan  Wajib  Pajak  harus
dilampiri dengan Surat Kuasa Khusus.

(3)    Permohonan   pembatalan   untuk   SPIT  yang   diajukan   secara   kolektif
sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf b wajib memenuhi persyaratan:
a.    1  (satu)  permohonan untuk beberapa  SPIT Tahun  Pajak yang sama

dengan pajak yang terutang   untuk   setiap   SPIT;
b.   diajukan   secara  tertulis  dalam   bahasa  Indonesia  kepada  Pejabat

dengan mengemukakan alasan yang mendukung permohonannya dan
dilampiri Sppr asli yang dimohonkan pembatalan; dan

c.   diajukan melalui Desa setempat.
(4)    Permohonan   pembatalan    Sppr,    SKPD,    SKPDLB   dan    STPD    secara

perseorangan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2), dianggap bukan sebagai pemohonan sehingga tidak dapat
dipertimbangkan dan kepada Wajib Pajak atau Kuasanya diberitahukan
secara tertulis disertai alasan yang mendasari dalam jangka waktu paling
lama 1 (satu) bulan terhitung sejak permohonan tersebut diterima.

(5)    Permohonan  pembatalan   SPIT  secara  kolektif  yang  tidak  memenuhi
persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) , dianggap bukan sebagai
permohonan  sehingga  tidak  dapat  dipertimbangkan  dan  kepada  Desa
setempat  diberitahukan  secara  tertulis  disertai  alasan  yang  mendasari
dalam   jangka   waktu   paling   lama    1    (satu)   bulan   terhitung   sejak
permohonan tersebut diterima.

(6)    Format  Surat  Permohonan  Pembatalan  sebagaimana  tercantum  dalam
I,ampiran XIX, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini.

Pasal 83

Tanggal penerimaan surat pemohonan pembatalan SPPT, SKPD, SKPDLB dan
STPD yang tidak benar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 adalah:
a.     tanggal terima  surat  pemohonan,  dalam  hal  permohonan  disampaikan

b.    :==aal]aiisduangp:[nefrYmaJib Psajgt a;:urm¥ha:nanix: Eealpfa E:]papt:i:toahuonan A
disampaikan melalui pos dengan bukti pengiriman surat.

pasal 84                                                   ?.

(1)    Pejabat  dalam jangka  waktu  paling  larna  6  (enam)  bulan  sejak  tanggal
penerimaan  surat permohonan  sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal 81,
harus memberi suatu keputusan atas permohonari Wajib Pajak.



(2)    Keputusan  Pejabat  yang  ditunjuk  atas  perrnohonan  pembatalan  SPPI`,
SKPD,  SKPDLB dan STPD yang tidak benar sebagaimana dimaksud pada
ayat  (1),  dapat  berupa  mengabulkan  atau  menolak  permohonan  Wajib
Pajak.

(3)    Apabila   jangka   waktu   sebagaimana   dimaksud   pada   ayat   (1)   telah
terlampaui dan Pejabat tidak memberi suatu keputusan, permohonan yang
diajukan dianggap dikabulkan dan Pejabat harus menerbitkan keputusan
sesuai dengan permohonan Wajib Pajak dalam jangka waktu paling lama 1
(satu) bulan terhitung sejak jangka waktu dimaksud berakhir.

(4)    Atas  perrnintaan  tertulis  dari  Wajib  Pajak,  Pejabat  harus  memberikan
alasan penolakan yang menjadi dasar untuk menolak atau mengabulkan
sebagian permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(5)    Format   Surat   Keputusan   Pembatalan   sebagaimana  tercantum   dalam
Lampiran XX, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini.

Pasal 85

(1)    Keputusan     sebagaimana    dimaksud    dalam    Pasal    84     ditetapkan
berdasarkan hasil pemeriksaan di kantor,  dan apabila diperlukan dapat
dilanjutkan dengan pemeriksaan di lapangan.

(2)    Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilakukan berdasarkan
surat tugas dan hasilnya dituangkan dalam laporan hasil pemeriksaan.

(3)    Dalam hal dilakukan pemeriksaan di lapangan,  petugas terlebih dahulu
memberitahukan   secara   tertulis   waktu   pelaksanaan   pemeriksaan   di
lapangan kepada Wajib Pajak atau kuasanya.

Pasal 86

Pembatalan  secara jabatan  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  81  ayat  (1)
dapat  dilakukan  apabila  Pejabat  mengetahui  atau  menemukan  kesalahan
dalam hal SPPT, SKPD, SKPDLB dan STPD seharusnya tidak diterbitkan karena
disebabkan objek pajak dalam tahun pajak yang sama diterbitkan lebih dari
satu atau objek pajak yang seharusnya tidak dikenakan PBB-P2.

BAB XIV
TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 87

(1)    Wajib  Pajak PBB-P2  dapat  mengajukan  permohonan  pengembalian  atas
kelebihan pembayaran PBB-P2 kepada Pejabat dalam hal:
a.   PBB-P2  yang  dibayar  ternyata  lebih  besar  dari  yang  seharusnya

terutan8;
b.   dilakukan pembayaran PBB-P2 yang tidak seharusnya terutang; dan
c.   terutang  sebagaimana  dimaksud  pada  huruf a  dan  huruf b  adalah

pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administrasi berupa
bunga,  denda atau kenaikan yang tercantum dalaln surat ketetapan
pajak   atau   surat   sejenisnya   berdasarkan   ketentuan   perundang-
undangan perpajakan.

(2)    Kelebihan pembayaran PBB-P2 dapat terjadi karena:
a.   perubahan peraturan;
b.   Surat Keputusan pemberian pengurangan;
c.    Surat Keputusan penyelesaiari Keberatan;
d.   kesalahan penetapan;
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e.   kekeliruan pembayaran; dan
f.    Keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

(3)    Permohonan   sebagaimana   dimaksud   pada   ayat   (1)   wajib   memenuhi
persyaratan:
a.   diajukan  secara  tertulis  dalam  bahasa  Indonesia  kepada  Pejabat,

dengan mencantumkan besarnya pengembalian yang dimohon disertai
alasan yang jelas;

b.   permohonan   dilampiri   fotokopi    Sppr,    SKPD,    STPD,    dan   bu]cti
pembayaran yang sah;

c.    Salinan lunas PBB-P2 5 (lima) tahun sebelumnya; dan
d.   surat  permohonan  ditandatangani  oleh Wajib  Pajak,  dan  dalam  hal

ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak harus dilampiri dengan Surat
Kuasa Khusus.

(4)    Permohonan     pengembalian     yang     tidak     memenuhi     persyaratan
sebagaimana    dimaksud    pada    ayat    (3)    dianggap    bukan    sebagal
permohonan sehingga tidak dapat di pertimbangkan.

(5)    F`ormat     Surat    Permohonan     Pengembalian     Kelebihan    Pembayaran
sebagalmana    sebagaimana    tercantum    dalam    Lampiran    XXI,    yang
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 88

(1)    Pejabat melaksanakan pemeriksaan terhadap permohonan dan dokumen
pengembalian kelebihan pembayarari PBB-P2 dari Wajib Pajak.

(2)    Pejabat  paling  lama   12   (dua  belas)   bulan  terhitung  sejak  menerima
permohonan  pengembalian  kelebihan  pembayaran  PBB-P2  sebagaimana
dimaksud pada ayat ( 1) harus memberikan keputusan.

(3)    Apabilajangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui
dan  Pe].abat  tidak  memberikan  keputusan,  permohonan  pengembalian
pembayaran PBB-P2 dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan
paling lama  1  (satu)  bulan terhitung sejak  tanggal jangka waktu harus
memberikan keputusan berakhir.

(4)    Dalam hal wajib pajak PBB-P2 mempunyai utang pajak lainnya, kelebihan
pembayaran  PBB-P2   sebagaimana   dimaksud   pada   ayat   (1)   1angsung
diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Pajak lainnya.

(5)    Format     Surat     Keputusan     Pengembalian     Kelebihan     Pembayaran
sebagaimana   sebagaimana   tercantum   dalam   Lampiran   XXII,   yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 89

(1)    Pengembalian   kelebihan   pembayaran   PBB-P2   sebagaimana   dimaksud
dalam Pasal 88 ayat (2) dilaksanakan paling lambat 2 (dua) bulan terhitung
sejak SKPDLB diterbitkan.

(2)    Apabila  pengembaliari  kelebihan  pembayaran  PBB-P2  dilakukan  setelah
lewat  2  (dua)  bulan  terhitung  sejak  SKPDLB  diterbitkan,  Bupati  atau
Pejabat yang ditunjuk memberikan imbalan bunga sebesar O,60/o
enam   persen)   per   bulan   atas   keterlambatan   pembayarari
pembayaran PBB-P2.

kne::Eiohmanag).i
(3)    F`ormat  SKPDLB  sebagaimana  sebagaimana  tercantum  dalam  Lampiran

XXIII, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



Pasal 90

(1)    Kelebihan  pembayaran pajak dapat diperhitungkan dengan  utang pajak
daerah lainnya.

(2)    Perhitungan  kelebihan  pembayaran  pajak  dengan  utang  pajak  daerah
lainnya  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)   ditindaklanjuti  dengan
kompensasi utang pajak daerah lainnya,  dan dalam hal tidak ada utang
pajak daerah lainnya, seluruh kelebihan pembayaran pajak dikembalikan
kepada Wajib Pajak bersangkutan dibayar tunai.

BAB XV
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 9 1

(1)    Bapenda    melakukan    pembinaan,    pengawasan,    pengendalian    dan
berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang terkaj.t serta Instansi lain
untuk melakukan pelaksanaan peraturan perpajakan daerah.

(2)    Pembinaan, pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan oleh Tim yang di tetapkan oleh Bupati.

BAB XVI
KERJA SAMA OFTIMALISASI PEMUNGUTAN PAJAK

DAN PEMANF`AATAN DATA

Bagian Kesatu
Kelja Sama Optimalisasi Pemungutan Pajak

Pasal 92

(1)    Daerah dapat melaksanakan kelja sama optimalisasi pemungutan PBB-P2
dengan:
a.   Pemerintah;
b.   Pemerintah Daerah lain; dan/atau
c.    pihak ketiga.

(2)    Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a.   pertukaran    dan/atau    pemanfaatan    data    dan/atau    informasi

perpajakan,  perizinan,  serta data dan/atau informasi lainnya sesual
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

b.   pengawasan Wajib Pajak bersama sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan;

c.   pemanfaatan  program  atau  kegiatan  peningkatan  pelayanan  kepada
masyarakat, khususnya di bidang perpajakan;

d.   pendampingan dan dukungan kapasitas di bidang perpajakan;
e.   peningkatan pengetahuan dan kemampuan aparatur atau sumber daya

manusia di bidang perpajakan;
f.    penggunaan jasa layanan pembayaran oleh pihak ketiga; dan
9.   kegiatan  lainnya yang  dipandang  perlu  untuk  dilaksanakan  dengan

didasarkan  pada  pertimbangan  efisiensi  dan  efektivitas  pelayanan
publik serta saling menguntungkan.

(3)    Kerja   sama   yang   dapat   dilaksanakan   bersama   dengan   Pemerintah

:={ftaaEapne¥::LLnft#mDef£;ru#:*tusfbkaegr=Ts=aads±emb::sar¥£a:aad:i:y±tsLLdT
pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf e dan/atau huruf g.

(4)    Kerja  sama  yang  dapat  dilaksanakan   bersama  dengan  pihak  ketiga
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi bentuk kerja sama
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c sampai dengan huruf g.



(5)    Ketentuan   lebih   lanjut   mengenai   sinergi   dan   kelja   sama   dalam
mengoptimalkan penerimaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 )
sampai dengan ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Pasal 93

(1)    Pemerintah Daerah dapat:
a.   mengajukan   penawaran   kelja   sama   kepada   pihak   yang   dituju

sebagalmana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1); dan
b.   menerina penawaran kerja sama dari pihak sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 92 ayat (1).
(2)    Kerja sama sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  92  ayat  (2)  dituangkan

dalam dokumen peljanjian kerja sama atau dokumen lain yang disepakati
para pihak.

(3)    Khusus untuk bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92
ayat (2) huruf a,  dokumen pen.anjian kelja sama ditetapkan oleh Bupati
bersama mitra kelja sama.

(4)    Dokumen  perjanjian  kerja  sama  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (3)
paling sedikit mengatur ketentuan mengenai:
a.   subjek kelja sama;
b.   maksud dan tujuan;
c.    ruang lingkup;
d.   hak dan kewajiban para pihak yang terlibat;
e.   jangka waktu peljanjian;
f.    sumber pembiayaan;
9.   penyelesalan perselisihan;
h.   sanksi;
i.    korespondensi; dan
j.    perubahan.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 94

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:
a.   Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 25 Tahun 2013 tentang Pengurangan

Pajak Bumi  dan  Bangunan  Perdesaan  dan  Perkotaan  (Lembaran  Daerah
Kabupaten Kubu Raya Tahun 2013 Nomor 276);

b.    Peraturan  Bupati  Kubu  Raya  Nomor  20  Tahun  2016  tentang  Pedoman
Pengelolaan   Pajak   Bumi   dan   Bangunan   Perdesaan   dan   Perkotaan
Kabupaten  Kubu  Raya  (Lembaran  Daerah  Kabupaten  Kubu  Raya Tahun
2016 Nomor 20);

c.    Peraturan  Bupati  Kubu  Raya  Nomor  21  Tahun  2016  tentang Tata  Cara
Perhitungan dan Pengembalian Kelebihan Pembayaran (Kompensasi) Pajak
Bumi   dan   Bangunan   Perdesaan   dan   Perkotaan   (Lembaran   Daerah
Kabupaten Kubu Raya Tahun 2016 Nomor 21); dan

d.    Perattiran  Bupati  K-ubu  Raya  Nomor  39  TariLn  2016  tentang  Tata  Cara  i
Pembetulan,   Pembatalan   dan   Pengurangan   Denda  Administrasi   Surat
Pemberitahuan Pajak Terutang atau Surat Tagihan Pajak (Lembaran Daerah
Kabupaten Kubu Raya Tahun 2016 Nomor 39),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



Pasal 95

Peraturan Bupati ini mulal berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar  setiap  orang  mengetahuinya,  memerintahkan  pengundangan  Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Ditetapkan di Sungai Raya
padatanggal   2?    ^9uewr   3oa}

`ffiifeRAyA

Paraf   Koordinasi

Sekretaris  Daerah
A

t`.i4`3isten Adminjstrasi  umum ie.
Kepala Bagian Hukum t

Diundangkan di Sungai Raya
al...2.?...Agdestt+.i..-.eg.af.

IS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
pada ta
SEKRE

YUSRA
BERITA DA

IZAM
RAH KABUPATEN KUBU RAyA TAHUN ca?st NOMOR .qu.. .



LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR    SW     TAHUN2025
TENTANG
TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI
DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN
PERKOTAAN

CONTOH     PERHITUNGAN     PALJAK    BUMI     DAN    BANGUNAN     PERDESAAN     DAN
PERKOTAAN (PBB-P2)

Wajib pajak A mempunyai objek pajak berupa:

-Tanah seluas 800 m2 dengan hargajual Rp300.000,00/m2;
-Bangunan seluas 400 m2 dengan nilai jual Rp350.000,OO/m2;
-Taman seluas 200 m2 dengan nilal jual Rp50.000,OO/m2;
-Pagar sepanjang 120 in dan tinggi rata-rata pagar 1,5 in

dengan nilai jual Rp 175.000,00/m2.

Besamya pokok pajak yang terutang adalah sebagal berikut:
1. NJOP Bumi: 800 x Rp300.000,00   =   Rp240.000.000,00

2. NJOP Bangunan
a. Rumah dan garasi

400 x Rp350.000,00
b.  Taman

200 x Rp50.000,00
c.   Pa8ar

(120 x  1,5) x Rpl75.000,OO
Total NJOP Bangunan

Nilal Jual objek pajakTidak Kena pajak     =

Nilai Jual Bangunan Kena Pajak

3. Nilai Jual Objek Pajak Kena Pajak

4. Tarif pajak yang ditetapkan dalam Peraturan
Daerah 0,10% .

5. PBB terutang: 0,10% x Rp411.500.000,00 =

th

Rpl40.OcO.000,cO

Rp   10.000.000,00

RD   31.500.000.00 +

Rpl81.500.000,00

Rplo.000.000`00.   -

RD171.500.000.00  +

Rp411.500.000,cO

Rp411.500,OO

BUPATI KUBU RAYA,



A.

LAMPIEN 11
PERATURAN 13UPATI KUBU RAYA
NOMOR     9tt   TAHUN2025
TENTANG
TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI
DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN
PERKOTiIAN

F`ORMAT FORMULIR SURAT PEMBERITAHUAN 0BJEK PAJAK (SPOP)  PBB-P2

}`§¥)       BADA.N";.:Tt3¥:pr#iAmurduBIAERAH      n=:;:.:i;nfaE=.rth:=.i#=.n±
[1111

dbi5li.), dlltl ol.hinqu8sesunl

SURAT  PEMBERITAHUAN  OBJEK  PAJAK  (SPOP)

I   JEN,STRANSAXSI          H   1    Perekamanoata    H   Z.   Pemutathlranoota       I   3    PenBhapusanData

PR                           DT ll                                KEC                               KEl/DES                               BLOK                                   NO.  URUT K0DE

2.Nap                         H      H       I     I     I     I      I     I     I     I       I     I     I     I       I     I     I     I     I I
3NopBERSAMA            H        H        I      I      I      I        I      I      I      I         I      I      I      I         I      I     I      I     I I

A.  .NFORMAsl TAMe^HAN uNTux DATA BAitu

.iNopASAi                   H       E       I     I     I     I       I     I     I     I        I     I     I     I        (     I     I     I     I I
5NoppEMqAN0lNG      H         H         I      I      I      I         I      I      I      I          I      I      I      I          I      I      I      I      I(JlkaAdo) I

8.  DATA  LETAk OBJEK  PAJAK  /  I.OKASI TANAH

6    NAMAJALAN/KOMPLEK                                                                                                                                                                                                 7.   NIB

11111111111111111111111111111

I         I          I          I         I         I         I         I         I         I         I         I         I                             Blot/NOMOR'|          I         I          I         I             8.SHM/HGB

11111'1

9    KELURAHAN/DESA                                                                                                                                                                                                            10.    ftw            11.      f`T

I      I       I      I      I      I      I      I      I      I      I      I      I      I      I      I      I      I      I      I       I      I       I      I                               1111

!2   jENlsDATA            Ei.sERTiFiKAT      E2.suRATUKURapN      E3.SKT

C.  DATA  SUBJEK  PAJAK /  P[M.I.IX TANAH

13  STATUS                 EI  pemHlk            E2.Penyewa          E3  Pengelola       Ea.Pemakal           H5.Sengketa

L4.PEKEflJA^N           EI   PNS                    E2.ABRl/POLISI  H3.PENsluNAN    E4   BADAN              E5.IJNNNVA

I 5    MAMA  WAJIB  PAJAK  /  SuBJEK  PAJAK                                                                                                                                         16`   NOMC)R  HP  /TELPON

I                    I                    I                    11111                  I                   111111111111111111111
11111

17.  ALAMAT  WAJIB  PAJAK                                                                                                                                                                            18,  NPWP

1111111111111111111111111111111
11111

111111111          I           I           I                   Blot/NOMOR:I           I           I           I           I

19.  KEIURAHAN/  DESA                                                                                                                                                                           20.    RW           21.      RT

lllllll'llll[Il[l[llllm-22.xAaiipATEN/KOTA

1111                   I                   1111                  I                   I                  1111111                   I                   Ill

23.  NOMOF`  KTP

I                     1111                     I                     1111                    I                    11111111111

D.  DATA "NAl1

24    luASTANAH                 I         I         I         I         I         I         I         ]M2]                                                                                                                                                  2S.ZONANIIAI TANAH   in

26  JENISTANAH         EI   TANAH"ANGUNAN            E2.TANAHKAvllNG     El.TANAHKOsONG     I..FAslllTAS UMUM



E.  DATA BANGUNAN

25.  JUMLAll BANGUNAN    |||.I

F.  PERNYATAAIV SuBJEl( PAJAI(

Saya menvatakan bah`h/a informasi yang telal` saya berlkai. dalam forillulir inl termasuk lamplrannya adalah l]enar, jelas
dan  lengkap  menLlrut  kead.an  yari8  sebenamya  sesua!  deriean  Pasal  9  ayat  (2)  undone-undang  No.  12  Taliun  1985,
sebagaimana telah diubah derlB.n Undan8-undone Ne. 12 Tahun 1994

z6. NANA suBiEK pruAK /                                                 27. TANGGAL 28. TANDA TANGAN
KUASANYA-Dalamhalinlbertindakselaku fuasa, StiTat Kuasa harap dllampihan.

•   Dalam hal lni SLibjek Pajak neiid.ftl]rkan sendirl Objek PaLjak, sopaya meng8ambaritan Sleet/ Denah Lakasi Objek Pajak.
•   Bates `Araktu pen8emballan SPOP sO (tip pulul`) hart sejak dltedma Subjck fajak sesLra! Pasal 9 a\pt (2| 1111 No.12 Teliun 1985.

G.  IDENTITAS PENDATA  PEJABAT YANG  BERWENANG

PETUGAS  PENDATA                                                                          MENGETAIlul  PEJABAT  YANG  BERWENANG

29.   TANGGAl|TGL/BLN/THN)   I      I      I      I      I      I      I      I      I    29.   TANGGAl.(TGL/B"/Tl")   I 11111111

30.   TANDA TANGAN                                                                                            30.   TANDA TANGAN

31.    NAMAJELAS                                                                                                     31.   NAMAJEIAS

3Z.NIP                                                                   1111111          I          I          I       32.NIP                                                                   I          I 11111111

SKET /  DENAH  LOKASI  OBJEK PAJAK

KETERANGAW:
•   Gamb.Ikan sket / denah lokas!ob|.k a?|ak ttLhpa sk.Ia `ranf

d rl`Iibun8kan dengan Jal.n iaya / Jalan pin)tdy |alan lfng*unfii.
dan falnlalri yap. ml.dolt dlkthhiil ol.h um`im

•    Seb`itLan batas-bates pemlllbn sebel.h iitara, selatan, timllr dan
baJat

JI Serneru

'1.  Kellncl



a.      LAMPIRAN SPOP

LAMPIRAN SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK NOFormulir         ill|     I     I     Ill     I     I    ..I

\      ;     JENIS TRANSAKSI     H1. Poretoman Data                        E2  P®mutakhiran Data                    E3. P®nghapusan DataI 4.  Ponilaian Individual

2  Mop            H  EE  [=11]  EEEi  EfL  EEi:E  E=PF`                   DT. I I               KEC.

3      JUMLAHBANGUNAN[       I       I       I         4.    BANGUNANKE    I       I       I       I

A. RINCIAN DATA BANGUNAN

5    JENIS PENGUNAAN  I 1. Ponimahan
BANGUNAN IIIII

4 . Toto/Apchk/Pasarfluko

7. Hotel / Wsma

lo.  LainJain

13. Apailomon

16.  Gedung Sekolah

IIIII

2. Porkantoran Swasta

5. Rumah Sakit / ralnik

8. B®ngkevGudang/Portanlan

11. Bng Tidak Kena Pa|ak

14. Pompe Bensln

IIIII

3. Path

6. Ouh raga / Rokr®asl

9. Gedung Pomerinth

12. B8ngunan Parfur

15. Tangkl Mlnyak

6     luAS BANGUNAN

8     TtiNBANGUNAN

1 0.  DAYA IISTBIK

11.  KONDIsl f'ADA

UMUMNYA

12.  KC)NSTRUKsl

13. ATAP

14.  DINDING

15.  LANTAl

16.  LANGIT-lANGIT

[[111

I
I

1.  Sangat Bath

1.   Baja

I
I

M2        7.   ,uMLAHLANTAi       in

9.    "NI)lRENOVASI      I      I      I      I      I

2.  Bali

2.  Beton

I
I

3.  sedang

3.   Batu Bate

I  I.  Decnbon/Brton     ]2.  GtgBeem/      ]3.  GtgBiasa/
Gtg Blazur                                 Alumunlum                         Conblck

H4. ABbes            I §  Sang

I  1`  Kaca/Alumunlum   I 2.  Beton              I 3.  BatuBata/      D4. Asbe             I 5.  S®n9
Conblok

I 1. Mamer                E2.  Koramk          E3.  Koraso            H4.  Ubinponapan[|5.  Somon

I  1. AIustik/Jati          I 2,  Tripktlt/Asbos/  I 3.  TidakAaa
BeJTwh

8. FASILITAS

q7\

i7 juMLAH Ac              Espm                        mwindow 18.ACSEN"AL     D1.Ala                  D2."kAda

19LUASKOLAM                   I       I       I       I       Imf 20. LUAS PERl{ERASAN HAIAMAN (M.)
RENANG

E|.Dtt8tor           E2.RE I       I       I       I       I       lRing.n                 I       I       I       I       I       lBoml

I       I       I       I       lsedang               I       I       I       I       I       lD®ngan
Perry lontal

21. JUMIAli                            DENGAN LAMPU                TANPA LJ"Pu 22. JUMLJ\11 LIST                              23. JUMLAH TANGGA
tAPANGAN BERI-
TENl s                     in BO`On             in mpenumpeng

in Aspel         ill mKapsui                          Lbrso.co M  H
mTanahLfat/      in mBarang                            LbT> 0.COM  H

Rumpr'

24PANJANGPAGAR                 I      I      I      I      lM' 25. PEMAOAM

KEBAl(ARAN       D1.Hyadmm      B1.Ado  B.TdkAd®

BAHANPAGAR                  ]1.Bata/Bosl          E2.Bale/ E2. Sprinkler     E1.Ado E.TdkAda
Batal(a E3, froAI          E1. Ado E. TdkAd®

26JUMLAHSALURAN             I       11       I       I                                                                 27.KEDAIAMANSuMUR              Ill      I       I
PES.  PABX                                                                                                                                        AF{TESIS (M)



c. DATA TAMBAiiAN ui-Tut( .pB = 37e

I pABRiK ; 8ENGi<EL / GUDANG / pEF}TANiAN (jpB=a/8)

28  "GG,KOLOMtM,  in                                 2B.LEBAf`BENTANGtM,    in

3°=;AX?APYKK#:i           I      I      I      I.    I                            3t'5FNLtL,kNGG(M)I      I      11      I 32,luASMEZZANNINE]       I       I       I     _I
(M')

D. DATA TANBAllAN llNTUK BANGUNAN NON STANDARD

HPERl<ANT0f`AN SWASTA/ GEDUNO PEMERINTAH (JPB=  )

33. KELAS BANGUNAN   H1. Kole81                    ]2. I<®lco 2                   E3. K®Ias 3                           E4. Keto84

I TOKO / APOTIK / PASAR / RUKO (JPB4)
34. KEIAS BANGUNAN  E1. Kolas 1                   [2` Kolas2                  [3. I<ola8 3                         E4. Kolas4

I f`uMAri sAi<iT KLINIK (JPB=5)
34  KEIAS BANGl/NAN   E1. Kolas 1                    I 2. K®Iae 2

36   LUAS l<AMAR 0GN
AC SENTRAL (MP

E3  Kolas 3                      E4. Kala84
37.  LUAS RUANG LAIN DON

AC SENTFOu (W)

EOLAH RAGA i F`EKREAsi (.pBae)
38  KELAS BANGUNAN   E1. Kolas 1                     I 2. K®las 2

EHOTEL/WISMA(JPB=7)
39  JENIS HOTEL            I 1. Nan Rosorl            I 2, ftesort
4o  JIJMLAHBINTANG     E1.Bintang5   H2.Blntano4   E3.BIntang3    H4.Blntang 1-2

41   JUMLAHl<AMAR          I       I       I       I       I        42.LUAsl{MRDGN
I5. Nan Blntong

43. LS RUAN® IAIN OGN
AC §ENTRAL (M`)                                                    AC SENTF`AL (MI)

I BANGUNAN PARKIR (JPB=12)
44  TipEBANGUNAN      ]i.Tipe4                   H2.Tip®3                   I 3.Tip®2                         [4.Tipei

EAPARTEMEN(JPB=13)
45  KEIAS BANGUNAN   D1. Kolas 1                     D2. I(®Iae 2

46.JMLAPARTEMEN        I      I      I      I      I        47.LUASAPTDGN
Ac sENTrm (M)

E3. Kolag 3                       E4. I<.tan 4
48. LS RUAr`iG LAIN DGN

Ac sENTFm (M])

HTANGKI MINVAK (JPBEIS)

50, LETAKTANGKI         I 1. Dl ctaetanah               ]2. 0l bowaritanati

EGEDUNGSEKOIAli(JPB=16)
51. KELAS BANGUNAN   E1. Kcrfas 1                      E2. K®fro 2

E. PENIIAIAN INDIVIDUAL {x lcoo Rp)

F. iDENTriAs PENDATA / PEjABAT yAi\IG BEFt`^/EN^I`IG

54   TANGGAL KiiNjuNGAr`i
KEMBALl

55. TGL PENDATAAN

56  TANDA TANGAN

5-/.  NANA JELAS

58.  NIP

iiENCEIT^Hul F.E.^BA;T v^.Ie BEFt`^/EN^.ic

59. TGL PENOATAAN

6o. TANDA TAr`iGAN

61. NANA JELAS

62.  NIP

BUPATI KUBU RAYA,

Paraf   Koordinasi

Sekretaris  Daerah
A

I  Asisten Administiasi Umum

\rty.

Kepala Bagian Hukum \

SUJIWO



LAMPIEN Ill
PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR      S|    TAHUN2025
TENTANG
TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI
DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN
PERKOTAAN

A. FORMAT SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERUTANG (SPPT) PBB-P2

1.   TAMPAK DEPAN

-`::,;.'.`.:    ...,` ..,,.,.-.        `;:  ..--.,,..,               :-`                       .-

equLcajfa-ap~"Jinoufty

NAMAWP Ditenma tgl
Letakobjek pajak        :   Kecamatan TandaTangan      :

Desan<elurahanNap

(.."........")

§PPT Tahun/Rp. Name Terang

i   -  `  -

.:,     ,.1    -v-.-.:-JJ.      `    `,     ,   ,.`       `.       --``-:)



2.   TAMPAK BELAKANG

Nam£  Petijcas  .

E}ise! €pd!ikai`'I  {€¢  Wajib  Pajak  tanggal

Tanda Tangan Petugas :

PERHATIAN
i          Ia:iij  lci  r!`@l,1 TI  SPF'T  terdapai hal-hal  yang  m8ragukan  (corotan,  tlp.ox  dan  lain.lain),  Waiio  pajak  Dapal

r-{tl7iS:rijrjtjn }i   Baclan  Per}dapatan  Daerah  I(8bupaten  Kubu  Raya JI   Supadio  Telp.  (0561 )  722744
fas   `\156i ,I  /23443 Sungai Rays  Kode Pos  78391.
! :aid^ ,.aiig 1!  riiutang hanjs dibayar sefalngus selambeHambatrya 6 (enam) biilan sej.ak tonggal drterimanya
'=,,.Ar.]i  Pi?r!i[„   ri(cit\\,J`ar!  Pajak  Terhulang  (SPPT)  Inl.

~       =-a(3L  yang it^rhuter,] hany.a dapat dibayar pada Ternpat pembeyaran yang ditentuhan pads sppT ini.
-t       a:`I!`Li Feiiint`J;an pembayaran PBB yang sah adalah.

r-, I   Sljr,it Tar`da Tenrria Setoran (STTS) unruk pembayaran secara langsung atau mefalui penoas pemungut
L)    `;lrijh ATi`.1/buk(I pembayaran lain dan Bank TP Elektronik bagi pembayaran pajak secara elekfronik.

=i       4rjL-ibila  pen(]a`yaran  pa)ak  dilaksanakan  dengan  trans(er/pemindahbukuan/pengiriman  uang  melalui
+.`iri-th''"(cr P.os. {igar mciiicanlumkan nana Waiib Pajak   Nomor Objek Pajak, NPWP dan Kedi` Akul L

I       id,ial`` yfung ti rfuufang yang tidak dibayar peda fanggal }atuh tempo, dikenekan sdntsi sebagai benkul.
? )   denda Arministrasi 2% sebulan clan iurnlah pajak yang terfutang yang tidak dibayar. dan
I )   ditagih dengan STP-PBB, dan dalam hal STP-PBB tidak dilunasi, dtlanjutkan dengan Surat Paksa yang

di!kuli dei`gan penyitaan dan pelelangan au]s kekayaan Wajib Pajak.`      i<eberacan alas jumlah pajak yang terhutang pada sppT inl dapal diajukan  ke Badan  pendapatan

Daerdh  KabuLiaten  Kubu  Raya  Ji.  Supadic Telp.  (0561)  722744  Fax.  (0561 ) 723443  Sungai  Raya
!{odL  fJ,]s  7ti391  dalam iangka waktu 3 (tiga) bulan sejak  langgal diterimanya  SPPT ini

r3      ,Jerrilohonaii  pengurangan pajak yang  disebabkan karena kondisi tertentu Objek  Pa/ak  /ang ada
it'jl)`it`gannya  dengan Waiib Paiak dan atau karena sebab-sebab tertentu lainnya   liam ciiajufan paling
t-itlir .]!  3  (fig.)/  uulan  loJtillung  Seiak.

cj)    c!ilefimanva  SPPT  iiii
( `    itjrt.Iij" , ticnt;ari3 {ilam a(du sebab-sebab lain yang luar blasa

I       3c"+j`,.',&ktu  !ersLJbul Hada bu[ir  7 dan 8 dapat diperpanjangiika waiib pajak dapat membuk[ikan bahwa

; .3!  i@fsecjlj`\  .jiluar ktjiktiasaannya
' i-j     I"  \`-jLjj`i`in  i``=/I,f>rLil{in,  bar`ding,  dan  pengurangan. tidak menunda kewaiiban membayar Pajak.

11     `r,aljila ®hic-r. [taiak dipindahtangankan kepaoa pihak laiii, balk seluruh afau sebagian, Wajib Pajak harus

i,i;lfiu\-,if`Lii I  *e  BaJan  Pendapalan  Daerah  Kabiipaton  Kubu  Raya  Jl.  Supadio Telp   (056'i)  722?44
L=cij    t`ri£.>t'ti  ,   ,.23J43  Sungai  Raya  Rode  Pos  78391.

` 4    ri_lriL `ieri33 -±i ilasar pengenaan PBB pads SPPT ini dapat clipengunakan sebagai dasar pengenaan Bea

i'Jeio,c;.;rdliHc.kAfasTanahdanatauBangunansesuaiapamahargatransaksidanndaiParbcfakdketarfuia`iau
i'7birii`3rvia!`i:-mNJOPsesualdengankelenfuanPasai87ayat(3)UtryrtyNI"28fahun2009t&iurng
+1f)R;:j

13     Ait^+[;\l,=!  tai?f.,.i]al  ja!uh  tempo  lertulis  tariggal  :

i  i  3 .  (3h(o[ er,  niaka  toulan  I  setelah tanggal iatuh  tempo adalah  tanggal  1  November sJd  tanggal  30
r`lii`vJeml=n.,\r:  bulan  11  adalali  langgal  1   Desember s/d  31   Desember.  dsl.

r   i  11  Ctkltilier,  maka  bulan  I  setelah  tanggal jatuh  [enipo  adalah  tanggal  110ktober  s/d  langgal

\                      lrj  November,  bulan  ll  adalah tanggal  11  November s/d  10  Desember,  dst.

Nama Wajib Pajak

Alamat Wajib Pajak

Lilas Tanah :`....................LB................

I    Paraf   Koordinasi
Sekretaris  Daerah

A

i.I.sis!enAdministrasiumum
`

Kepala Bagian Hukum \

Petugas,
20.....„"

BUPATI KUBU RAYA;

haiewh



LAMPIFEN IV
PERATURAN 13UPATI KUBU RAYA

¥8NMT3RG SY    TAHUN 2o25
TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI
DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN
PERKOTAAN

A.       FORMAT SURAT TANDA TERIMA SETORAN (SITS)  PBB-P2

1.   TAMPAK DEPAN

Ttjmrj€ii   f3`  it`lt,j},ari!ri `

Tfj|`]h   ) ,.„   \ h.r).ill  `,)fH`t`j;|ytlr,tr}  PBB  Th

Nai`,`ci      ,`i`\.-t.t!,   r;   ittjk

i.i,,zl'    ,:-i   ,,,   I   P]!`1'

i+,-:i`,`,t.{ ,-   i:,I,if.  I   `` f\iof`. ;

S6,,J,t.,aft      i.ir`,

her:ri'natan

I-'f,s,,   ,'  Kei

SURAT TANDA TERIMA SETORAN ISTTS)
Temii;I`[  Pen iba`/aran ,

Tejali menerima peri`bayaran  POB Tli.

N<`irof'i   `,'.'a,ifj  P,1.i3k

Li,.`'iiil'\    J:\ :`,j+  r`  P`.Lj+.                      Keg..Imatan

i:,esJ  /  Kel

Jqu

l'ari.\`3I   zi`   r`L]iii' ;avaran   :

jtjr;1,;"\   `„I.\\z   t.It,,i'/,'tr      :RP

Tanda  Terima
dan

Cap Bank/Pos

A

`?.
i

(



2.   TAMPAK BELAKANG

pERHAm.AI`T
I.    S'r-I.S   rr`erupakan  bukti  pembayairan  PBB  yang  Bah.  Unt`ilck

tccixntingan Wajib Pajak sendiri. sirhpanlah S'ITS dengan baik.

2.    Alas  Pcmbayaran  Pajalc ltrhut.ang PBB. tidalc dkenakan Bea
McteTai  sesuai  pasal 4.e  UU No.  131bhur  1985  tendi)g Bcga
Mcterai

-N:-EIASAnr
I .    ^pabila  tanggal jatuh  tempo tangga]  31  Oktobcr.  rnaLtca yang

dimaksud   deT]gar.   bulan   ke-I   adalah   .anggal   I   Nppembc]..
s/d   .angga)   30   NopcmberT.   bulan   tee-II   adalah   ta.iggaJ    I
Pesember s/d 3 I Desember. dst.

2.    ^pabila tartggal jatuh tempo tangga]  L0 C)ktober. maJca yang
climaks.-d     dengan      bulan  kc-I    adalnh  tangga)   11   Olceobcr
+;/d   tanggal   10   Nopember:;   bulan   ke-II   adalah   ta.iggal   t]
P`lop`=mtreT s/d  10 I}esembcr. CLSL

3.  :.i £=ETu=E:i.:¥£ M2

Paraf   Koordinasi

Sekretaris  Daerah
A

f^\s!`s&en Aclministrasi  Umum \__„`

Kepala Bagian Hukum \

BUPATI KUBU RAYA;

SUJIWO



LAMPIFEN V
PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR    St|    TAHUN2025
TENTANG
TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI
DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN
PERKOTiIAN

A.       FORMAT SURAT PERINTAH PEMERIKSAAN PAJAK DAERAH

PEMERINTAH  KABUPATEN  KUBU  RAYA

BADAN PENDAPATAN DAERAH
Jalan Supadio, Telepon (0561) 722744,  Faksimile (0561) 723443

Laman,  bapenda.kuburayakab.go.id

SURAT PERINTAH PEMERIKSAAN PBB-P2
Nomor

Kepala Badan Pendapatan Daerah

Memerintahkan
Nana-mama tersebut dibawah ini

No. NAMA /NIP PANGKAT /  COL. JABATAN

Untuk  melakukan   pemeriksaan   di  bidang  perpajakan   sesuai  dengan   Undang
Undang  Nomor  1  Tahun  2022  Tentang  Hubungan  Keuangan  Antara  Pemerintali
Pusat  dan  Pemerintahan  Daerah  serta  Peraturan  Daerah  Kabupaten  Kubu  Raya
Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dibawah ini :

Data Wajib Pajak
-    Nana
-     NPWPD
-    Alamat
Data Objek Pajak
-NOP
-     Lokasi
-    LuasTanah
-    Luas Bangunan
Masa dan Tahun  Pajak  :  ................  s/d  .....................
Tujuan Pemeriksaan

Sungal Raya ,..................

Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Kubu Raya,

NIP.



8.       FORMAT  SURAT PEMBERITAHUAN  PEMERIKSAAN  PBB-P2  DAN  PEMINJAMAN
DOKUMEN

PEMERINTAH  KABUPATEN  KUBU  RAYA

BADAN PENDAPATAN DAERAH
Jalan Supadio, Telepon (0561) 722744,  Faksimile (0561) 723443

Laman, bapenda.kuburayakab.go.id

Nomor                                                                                                                Sungai  Raya ,...................
Hal                  : Pemberitahuan pemeriksaan

Lanpiran
PBB-P2 & Peminjaman Dokumen Kepada Yth.

Sehubungan dengan Surat Perintah Pemeriksaan PBB-P2 Nomor: ....... tanggal .........,
dengan ini diberitahukan bahwa :

No. NAMA/NIP PANGRAT/COL JABATAN

Untuk melakukan pemeriksaan BPHTB terhadap Saudara dibawah ini:

Data Wajib Pajak
-    Nana
-     NPWPD
-    Alanat
Data Objek Pajak
-NOP
-     Lokasi
-    LuasTanah
-    Luas Bangunan
Masa dan Tahun  Pajak  :  ................  s/d  .....................
Tujuan Pemeriksaan

Sehubungan dengan hal tersebut, Saudara diminta untuk meminjamkan dokumen,
memberikan bantuan sepenuhnya serta memberikan keterangan yang diperlukan.

Menolak untuk dilakukan pemeriksaan atau tidak membantu kelancaran jalannya
pemeriksaan, dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam
Peraturan  Daerah  Kabupaten  Kubu  Raya  Nomor  13  Tahun  2023  tentang  Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah.

Demikian   untuk  menjadi  perhatian  Saudara  dan  atas  keljasamanya  diucapkan
terima kasih.

Diterima oleh

Jabatan
Tan8gal
Tanda tangan / cap

Sungal Raya,
SUPERVISOR

NIP.

tl

I,
H

(



C.       FORMAT SURAT PEMBERITAHUAN HASIL PEMERIKSAAN

PEMERINTAH  KABUPATEN  KUBU  RAYA

BADAN PENDAPATAN DAERAH
Jalan Supadio, Telepon (0561 ) 722744,  Faksimile (0561) 723443

Laman , bapenda.kuburayakab.go.id

Nomor
Sifat
Lampiran
Hal

Sangat Segera

Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan

Sungai  Raya ,...............

Kepada Yth ,

Sehubungan       dengan       Surat       Perintah       Pemeriksaan       Pajak       Daerah
Nomor: ........ tanggal .........,      bersama      ini      disampaikan      hasil      Pemeriksaan
sebagaimana  terlampir.   Saudara  dapat  memberikan  tanggapan  tertulis  dalam
jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya surat ini, dalam bentuk:

a.  Lembar   Pemyataan   Persetujuan   Hasil   Pemeriksaan,    dalam   hal   Saudara
menyetujui seluruh basil pemeriksaan; atau

b. Surat  sanggahan  yang  disertai  dengan  alasan  yang  mendukung  sanggahan,
dalam hal Saudara tidak menyetujui sebagian atau selurub hasil pemeriksaan.

Mengingat  hasil  pemeriksaan  tersebut  berkaitan  dengan  kewajiban  pajak  yang
harus  Saudara  penuhi,  dalam  jangka  waktu  paling  lama  7  (tujuh)  hari  sejak
diterimanya  surat  ini  Saudara  diberi  kesempatan  untuk  hadir  dalam  rangka
melakukan pembahasan akhir basil pemeriksaan.

Apabila Saudara tidak memberikan tanggapan tertulis atas hasil pemeriksaan dan
tidak hadir dalam rangka pembahasan akhir hasil pemeriksaan dalam jangka waktu
tersebut, maka hasil pemeriksaan dianggap telah Saudara setujui dan pembahasan
akhir  hasil   pemeriksaan   dianggap   telah   dilaksanakan   serta  kewajiban   pajak
Saudara akan dihitung sesual hasil pemeriksaan tersebut.

Demikian disampalkan,  atas perhatian dan kerjasama Saudara diucapkan terima
kasih.

Diterima oleh

Jabatan
Tanggal
Tanda tangan/ cap

[Paraf   Koordinasi
Sekretaris  Daerah

A

I  Asisten Administrasj  Umum i.i(
Kepala  Bagian  Hukum ty=

SUPERVISOR,

NIP.

BUPATI KUBU RAYA,

SUJIWO



LAMPIRAN VI
PERATURAN BUPATI KUBU  RAYA
NOMOR     9Y    TAHUN2025
TENTANG
TATA CARA PBMUNGUTAN PALJAK BUMI
DAN BANGUNAN  PERDESAAN DAN
PERKOTJIAN

FORMAT SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH  (STPD)

PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jalan Supadio, Telepon  (0561 ) 722744,  Faksimile (0561 ) 723443
Laman,  bapenda.kuburayakab.go.id

SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH

(STPD)
PAJAK BUMI DAN  BANGUNAN PERDESAAN  DAN PERKOTAAN

NOMOR

I.   TEIAH   DILAKulzin-PENELITIAN-;   PEMERIKSAAN

_I

/   PEMERIKSAAN   ULANG   /   PBMERIKS-AA-NTisbEiil
PERMUIAAN *) ATAS   PBLAKSANAAN KEWAJIBAN  PAJAK     TERHADAP:
1.    NAMA WAJIB PAJAK
2.   AIAMAT wAum  pAL]AK
3.   NPWPD

11.   DARI  PENELITIAN   /   PEMERIKSAAN   /   PEMERIKSAAN  ULANG   /   PEMERIKSAAN   BUKTI   PERMULAAN  *)
TERSEBUT DI ATAS    JUMLAH YANG HARUS DIBAYAR ADAIAH  SEBAGAI  BERIKUT.

NO. URAIANPOKOKPAJAKYANGHARUSDIBAYAR lJUMIAli
1.

lRplRp'2. KOMPBNSAsl pAjAK ; pAjAK TANG SUDAH b-iEinRT-
3. PAJAK YANG  HARUS  DIBAYAR                                                                                        i  Rp

4. SANKSI ADMINISTRASI

A
I KEKURANGAN  PAJAK YANG TERUTANG YANG TIDAK  ATAU

lRp
KURANG  DIBAYAR   (BUNGA  1%/BULAN)

8 IIASIL     PENELITIAN     SFTPD     TBRDAPAT     KBKURANCIAN Rp
PEMBAYARAN AKIBAT SAIAH TULIS,  SALAH  HITUNG, ATAU
KESAIAHAN ADMINISTRATIF (BUNGA  1°/a/13UIAN|

C UNTUK     SK.     PEMBFTULAN,     SK.     KEBERATAN,     PUTUSAN     IRp
BANDING YANG TIDAK ATAU KURANG BAYAR SFTELAH JATUH
TEMPO PEMBAYARAN (BUNGA 0.6%1

D DALAM   IIAL   KEBERATAN   DIKABULKAN   SEBAGIAN   ATAU Ftp
SELURUHNYA,          KELEBIEIAN          PEMBAYARAN          PAIAK
DIKEMBALIKAN DITAMBAH IMBALAN (BUNGA 0,6°/o)

E DALAM    HAL   KEBERATAN    DITOLAK   ATAU    DIKABULKAN

lRpSEBAGIAN (DENDA 30°/o)
F DALAM    HAL    BANDING    DIKABULKAN    SEBAGIAN    ATAU

lRpisELURUHrvA,         KELEBiHAN         pEMBAyARAN         pAjAK
DIKEMBAIIKAN DITAMBAH IMBAIAN IBUNGA 0,6%1

G DAIAM     HAL    BANDING     DITOLAK     ATAU     DIKABULKAN lRp

SEBAGIAN    fDENDA 60%I
H UNTUK               PEMBAYARAN               ANGSURAN/PENUNDAAN Rp

PEMBAYARAN  PAJAK IBUNGA 0,6%}
5. JUMLAH YANG MASIH  HARUS  DIBAYAR Rp

TERBIIANG     :

Ill.   JATUH TEMPO PEMBAYARAN       :
lv.   PEMBAYARAN  DILAKUKAN  DI

SEI  RAYA ,.....
KEPALA BADAN  PENDAPATAN DAERAH

pEEunTIIIN
I.     PEMBAYARAN  YANG  DILAKUKAN  MELEWATI  TANGGAL JATUH  TEMPO  DI  ATAS  AKAN  DIKENAKAN

SANKSI   ADMINISTRASI     BERUPA   BUNGA   1%   PER   BULAN   DARI   JUMLAH   PAJAK   YANG   HARUS
DIBAYAR.

2.     PEMBAYARAN  INI  SAH  JIKA  DIBUBUHI TERAAN  VALIDASI  BAI\lK ATAU TEMPAT  LAIN  YANG  DITUNJUK.
3.     APABILA   SAMPAI    BATAS   WAKTU    PBNGAJUAN    KBBERATAN    (3    BULAN)    WAJIB    PALJAK   TIDAK

MENGAJUKAN KEBERATAN,   JUMIAH YANG MASIH  HARUS DIBAYAR SEBAGAIMANA TERSEBUT DI
ATAS AKAN DITAGIH  DENGAN  SURAT PAKSA.

BUPATI KUBU RAYA,

Paraf   Koordinasi
C`: a :K r e t a r i s  D a e r a h

n
f'-_'_I_., .  .` `=i r.  ,!`t d :n i ii ist ra 3 I   J' n i u in

7`
1I_ \
i  i'`cpaia  Bagian  Hukum

SUJIWO



LAMPIRAN VII
PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR    9|    TAHUN2025
TENTANG
TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK 13UMI
DAN  BANGUNAN  PERDESAAN  DAN
PERKOTAAN

A.       FORMAT SURAT TEGURAN PERTAMA

PEMERINTAH  KABUPATEN  KUBU  RAYA

BADAN PENDAPATAN DAERAH
Jalan Supadio, Telepon  (0561 ) 722744,  Faksimile (0561 ) 723443

Laman,  bapenda.kuburayakab.go.id

Nomor
Sifat                    : Segera
Lampiran
Hal                     : Teguran pertama

Kepada

Berdasarkan pembukuan  Badan Pendapatan  Daerah Kabupaten Kubu Raya,  hingga
saat ini Saudara masih mempunyai tunggakan PBB-P2 sebagai berikut:

No
Jenis

IITahun        Nomor dan
Tan88al I

PajakDaerah JatuhTempo I         |Ju ml alliTunggakan (Rp)I
Pajak Tanggal SuratI

Ii

I

i I

11

Jumlah
Terbilang

Untuk   mencegah   tindakan   Penagihan   Pajak   dengan   Surat   Paksa   berdasarkan
ketentuan peraturan Bupati Kabupaten Kubu Raya Nomor           Tahun _ tentang
Tata Cara Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah, maka diminta kepada Saudara untuk
melunasi      jumlah      tunggakan      sebagaimana      tersebut      di      atas      melalui

dalam jangka waktu ............. ) hari sejak tanggal diterimanya
Surat Teguran Pertama ini.

Dalam hal Saudara telah melunasi tunggakan tersebut di atas,  agar Saudara segera
melaporkan kepada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Kubu Raya,

NIP.



a.      FORMAT SURAT TEGURAN KEDUA

PEMERINTAH  KABUPATEN  KUBU  RAYA

BADAN PENDAPATAN DAERAH
Jalan Supadio, Telepon (0561) 722744,  Faksimile (0561) 723443

Laman, bapenda.kuburayakab.go. id

Si fat                    : Segera
Lanpiran
Hal                     : Teguran Kedua

Setelah  kami  sampaikan  Surat  Teguran  Pertama,  berdasarkan  pemburfuan  Badan
Pendapatan Daerah Kabupaten Kubu Raya, hingga saat ini Saudara masih mempunyai
tunggakan PBB-P2 sebagai berikut:

No

JenisiDpaa:raakah

I  Tpg=n
Nomor dan Tanggal

'TanggalJatuh
Jumlah

Surat
I      Tempo

Tunggakan (Rp)

I

i

I(

I

i

Jumlah
Terbilang

LL
Untuk   mencegah   tindakan   Penagihan   Pajak   dengan   Surat   Paksa   berdasarkan
ketentuan peraturan Bupati Kabupaten Kubu Raya Nomor           Tahun _ tentang
Tata Cara Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah, maka diminta kepada Saudara untuk
melunasi     jumlah      tunggakan      sebagalmana      tersebut      di      atas      melalui

dalamjangka waktu .............  hari sejak tanggal diterimanya
Surat Teguran Kedua ini. Pelunasan tunggakan juga dapat dilakukan melalui petugas
kami yang melaksanakan upaya Penagihan Seketika dan Sekaligus bersamaan dengan
penyampaian surat ini.

Dalam hal Saudara telah melunasi tunggakan tersebut di atas,  agar Saudara segera
melaporkan kepada petugas kami atau mendatangi kantor Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Kubu Raya.

Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Kubu Raya,

NIP.



C.       FORMAT SURAT TEGURAN KETIGA

PEMERINTAH KABuPATEN  KUBU RAYA

BADAN PENDAPATAN DAERAH
Jalan Supadio, Telepon (0561) 722744,  Faksimile (0561) 723443

Laman,  bapenda.kuburayakab.go.id

Nomor
Sifat
Lanpiran
Hal

Se8era

Teguran Ketiga

Kepada :

Setelah kami sampaikan Surat Teguran Kedua, berdasarkan pembukuan Badan
Pendapatan Daerah Kabupaten Kubu Raya, hingga saat ini Saudara masih mempunyai
tunggakan PBB-P2 sebagal berikut:

No

JenisiDpaajraakah1 ii   Tp£±n   i     Nom°rsu=aTan88al I    TanggaliJatuhiTempo
I11iTunggakan(Rp)Jumlah

i

I

i

Terbilang
Untuk mencegah tindakan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa berdasarkan

ketentuan peraturan Bupati Kabupaten Kubu Raya Nomor _ Tahun            tentang
TataCaraPelaksanaanPenagihanPajakDaerah,makadimintakepadaSl=aTarauntuk
melunasi     jumlah      tunggakan      sebagalmana      tersebut      di      atas      melalui

dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari kerja sejak tanggal
diterimanya  Surat  Teguran  Ketiga  ini.  Pelunasan  tunggakan juga  dapat  dilakukan
melalui petugas kami yang melaksanakan upaya Penagihan  Seketika dan  Sekaligus
bersamaan dengan penyampalan surat ini.

Dalam hal Saudara telah melunasi tunggakan tersebut di atas,  agar Saudara
segera melaporkan kepada petugas kami atau mendatangi kantor Badan Pendapatan
Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Untuk  mempertegas   maksud   Surat  Teguran   Ketiga  ini,   kami  melakukan
pemasangan stiker/ spanduk/ papan *) peringatan di tempat Saudara. Saudara dilarang
melepas stiker/spanduk/papan *) peringatan tersebut tanpa izin dari kami.

PERHATIAN
TUNGCIAKAN           PAJAK           HARU S
DILUNASI   DALAM  WAKTU   15   HARI
SETEIAII     SURAT    TEGURAN     INI.
SESUDAII             BATAS             WAKTU
TERSEBUT,  TINDAKAN  PENAGIIIAN
AKAN           D IIAKU KAN           DENGAN
PENYERAHAN SURAT PAKSA

Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Kubu Raya,

NIP.

BUPATI KUBU RAYA,

SUJIWO



LAMPIRAN VIII
PERATURAN  BUPATI KUBU RAYA

¥8NMT&RG9Y    TAHUN 2o25
TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI
DAN  BANGUNAN  PERDESAAN DAN
PERKOTAAN

FORMAT SURAT PERINTAH PENAGIHAN SEKETIKA DAN SEKALIGUS

PEMERINTAH  KABUPATEN  KUBU  RAYA

BADAN PENDAPATAN DAERAH
Jalan Supadio, Telepon (0561) 722744,  Faksimile (0561 ) 723443

Laman, bapenda.kuburayakab.go.id

SURAT PERINTAH PENAGIHAN SEKETIKA DAN SEKALIGUS
Nomor

Berdasarkan  ketentuan  yang  tercantum  dalam  Pasal...     ayat  ....  Peraturan
Bupati  Kabupaten  Kubu  Raya  Nomor  _  Tahun               tentang  Tata  Cara
PelaksanaanPenagihanPajakDaerah,denganinidiperintaihi==kepada:
Nama Wajib Pajak/
Penanggung Pajak
NPWPD
NOPD
Alanat
untuk   melunasi   sekaligus   utang   Pajak   Daerah   sejumlah   Rp ..................... dengan
rincian sebagal berikut:

Terbilang:
•........'.......tanggal...

tersebut di bawah ini:

i__+
Jum`ahL

pada    hari
melalui Petugas Jurusita Pajak kami yang namanya

No
I                      Nana/NIP                       i       PI

I

angkat/Gol |Jabatan

Atas perhatian dan kelja sama Saudara, saya sampaikan terima kasih.

Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Kubu Raya,

NIP.

BUPATI KUBU RAYA,

Paraf   Koordinasi

Sekretaris  Daerah
A

Tal:3rAfi{m:nlsifaslumunlL_ ®`.
+``epala  Bagian  Hukum A

SUJIWO



IAMPIRAN IX
PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR     9Y    TAHUN2025
TENTANG
TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI
DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN
PERKOTAAN

FORMAT SURAT PENGAJUAN KEBERATAN

Nomor
Sifat
Lampiran
Hal

Kepada:
Yth. Kepala Badan Pendapatan Daerah

Kabupaten Kubu Raya
di

Sungai Raya
: Pengajuan Keberatan PBB-P2

Yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama
NIK
Alanat
Pekerjaan/jabatan
Dalam hal ini bertindak sebagai:II Wajib Pajak

Wahil

Nama
NIK
AlamatI

IKuasa dari Wajib Pajak:

E£|sama ini mengajukan keberatan atas:
SKPD

Nomor Surat
Tanggal Surat
LJenis Pajak Daerah :
Masa/Tahun Pajck :

I SKPDKB

Alasan pengajuan keberatan adalah :

I SKPDKBT

Berdasarkan hal tersebut diatas maka:
1.  iJumlah pajak yang terutang menurut surat

Ketetapan pajak/pemotong atau pemungut *)
2.  Jumlah pajak yang terutang menurut Wajib Pajak
3.   LJumlah yang telah dilunasi sejumlah yang telah

disetujui menurut Wajib Pajak (SITS terlampir)

Demikian surat keberatan kami sampaikan untuk dapat dipertimbangkan.

Wajib Pajak/Wakil/Kuasa *)

BUPATI KUBU RAYA,

Paraf   Koordinasl

Sekretaris  Daerah
A

i  ,`\t,.:,A..en Administrasi  Umum
~`

|KepalaBagianHukum A

SUJIWO



LAIPIRAN X
PERATURAN BUPATI KUBU RAYA

¥8NMT&RG SI    TAHUN 2o25
TATA CARA PEMUNGUTAN PAIAK BUMI
DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN
PERKOTAAN

F`ORMAT SURAT KEPUTUSAN KEBERATAN WAJIB PALJAK

PEMERINTAH  KABUPATEN  KUBU  RAYA

BADAN PENDAPATAN DAERAH
Jalan Supadio, Telepon (0561) 722744,  Faksimile (0561) 723443

Laman , bapenda. kuburayakab.go. id

Membaca

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
NOMOR.....................

TENTANG
KEBERATAN WAJIB PAJAK ATAS

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH,

: surat keberatan atas nana Wajib Pajak/wakil/kuasa Wajib Pajak
*)   ....................   nomor  ...........   tanggal   ..............  yang  diterima

berdasarkan tanda terima nomor ...................   tanggal ..............,
perlu  diterbitkan  keputusan  atas  pengajuan  keberatan  Wajib
Pajak dimaksud;

Menimbang         : bahwa  berdasarkan  hasil  penelitian  sebagaimana  dituangkan
dalam Laporan Hasil Penelitian Permohonan Pembetulan PBB-P2
nomor

Men8ingat

Menetapkan

PERTARA

KEDUA

KETIGA

tanggal  ..............     perlu  menetapkan
keputusan atas keberatan Wajib Pajak dimaksud;

1. Peraturari  Daerah  Kabupaten  Kubu  Raya  Nomor  13  Tahun
2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

2.  Peraturan   Bupati   Kubu   Raya  Nomor ......... Tahun ..... tentang
Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan
dan Perkotaan.

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN KEPALA BADAN  PENDAPATAN  DAERAH TENTANG
KEBERATAN WAIJIB PAJAK ATAS

Mengabulkan/Mengabulkan    sebagian/Menolak    *)    pengajuan
keberatan Wajib Pajak atas ............... untuk:
1. Nana Wajib Pajak
2. NPWPD
3. Alamat Wajib Pajak

Sesual  dengan  diktum  PERTAMA,  besamya  pajak  yang  masih
harus        dibayar/1ebih        bayar        *)        men].adi        sebesar   '?.
Rp...............(................)

: Perhitungan  besamya  pajak  yang  masih  harus  dibayar/lebih
bayar  *)  sebagaimana  dimaksud  pada  diktum  KEDUA  adalah
sebesar:



Uraian
il

I semula tRpj!  7g£=:£  I a;Jade
I                                    I         gi(Rp) I

Nilal Perolehan Objek
II

Pajak (NPOP)
Nilal Perolehan Objek Pajak I

Tidak Kena Pajak
(NPOPTKPNilaiPerolehan Objek Pajak

I

Kena Paiak
Pokok Pajak yang Harus I

(

Dibayar
Kompensasi Pajak/ Pajak

I

I yang Sudch Dibayar

Pajak yang Harus Dibayar
Sanksi Administrasi
Jumlah yang Masih Harus I

Dibayar

KEEMPAT

KELIRA

Apabila di kemudian hari temyata diketahui terdapat kekeliruan
dalam    Keputusan    Kepala   Badan    Pendapatan    Daerah    ini,
kekeliruan   tersebut   akan   dibetulkan   sesuai  ketentuan  yang
berlaku.

Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah ini mulai berlaku
pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di SEI RAYA
Pada tanggal

Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Kubu Raya,

NIP.

KUBU RAYA,



LAMPIRAN XI
PERATURAN BUPATI KUBU  RAYA
NOMOR     qu    TAHUN2025
TENTANG
TATA CARA PBMUNGUTAN PALJAK BUMI
DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN
PERKOTAAN

FORMAT SURAT PERMOHONAN PEMBEBASAN PBB-P2

Nomor       .
Si fat
Irampiran :
Hal            : Permohonan pembebasan

PBB-P2

Kepada:
Yth. Kepala Badan Pendapatan Daerah

Kabupaten Kubu Raya
di

Sungal Raya

Yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama
NIK
Alanat
Pekerjaan/jabatan
Dalam hal ini bertindak sebagai:II Wajib Pajak

Wakil

Nana
NIK
Alanat

IKuasa dari Wajib Pajak:

I  SPPT.                                       I  SKPDKB   I   SKPDKBT
bersana]n[mengaEans::gbebasanatas:

Nomor Surat
Tanggal Surat
Masa/Tahun Pajak :

Alasan permohonan pembebasan tersebut yaitu :

Sebagai bahan pertimbangan, terlampir kami sampalkan :

Demikian     permohonan     pembebasan     kami     sampaikan     untuk     dapat
dipertimbangkan.

Wajib Pajak/Wakil/Kuasa *)

BUPATI KUBU RAYA,

r-I--
i.'{epaila  Bagian  H.ii!  '+ ty



IAMPIRAN XII
PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR     91    TAHUN2025
TENTANG
TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI
DAN  BANGUNAN  PERDESAAN  DAN
PERKOTRAN

F`ORMAT SURAT KEPUTUSAN PEMBEBASAN PBB-P2

BUPATI KUBU RAYA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KEPUTUSAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR

TENTANG
PEMBEBASAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

BUPATI KUBU RAYA,

Menimbang     : a. bahwa berdasarkan surat permohonan ...... Nomor .......... Tanggal
.......... perihal    Permohonan    Pembebasan    PBB-P2    dan    hasil
penelitian    sebagainana    dituangkan    dalam    Laporan    Hasil
Penelitian    Permohonan    Pembetulan    Pajak    Daerah    Nomor

Tanggal..............;

Men8in8at

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Kubu Raya tentang
Pembebasan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
(PBB-P2);

:  1. Peraturan  Daerah  Kabupaten  Kubu  Raya  Nomor  13  Tahun
2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

2.  Peraturan   Bupati  Kubu   Raya  Nomor ......... Tahun ..... tentang
Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan
dan Perkotaan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan          : KEPUTUSAN   BUPATI   KUBU   RAYA   TENTANG   PERSETUJUAN
PEMBEBASAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN
PERKOTAAN.

PERTARA

KEDUA

Mengabulkan/Mengabulkan    sebagian/Menolak    *)    pengajuan?`
pembebasan Wajib Pajak atas
1. Nama Wajib Pajak
2.  NPWPD
3. Alamat Wajib Pajak

untuk:

: Sesuai  dengan  diktum  PERTAMA,  besarnya  pajak  yang  masih
h aru s        dibayar / lebih        bayar        *)        menj adi        seb e sar
Rp...............(................)



KETIGA

KEEMPAT

KELIRA

: Perhitungan  besarnya  pajak  yang  masih  haLrus  dibayar/lebih
bayar  *)  sebagaimana  dimaksud  pada  diktum  KEDUA  adalah
sebesar:

Uraian
I  Semula (Rp) i   Ditambah/dikuran,gi(Rp) (       Menjadi1(Rp)

Dasar Pengenaan Pajak
I

I

(DPP)
Tarif
Pajak yang Terutang
Pengaturan Pengenaan /
Pengurangan Pajalt *)

I Pokok Pajak yang Harus
Dibayar
Kompensasi Pajak/ Pajak
yang Sudah Dibayar
Pajak yang Harus Dibayar I
S anksi Administrasi

I

Jumlah yang Masih Harus
i

Dibayar

Apabila di kemudian hari ternyata diketahui terdapat kekeliruan
dalam    Keputusan    Kepala   Badan    Pendapatan    Daerah   ini,
kekeliruan  tersebut  akan   dibetulkan   sesuai  ketentuan  yang
berlaku.

Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah ini mulai berlaku
pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di SEI RAYA
Pada tanggal

Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Kubu Raya,

NIP.

+



LAMPIRAN XIII
PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR     CY    TAHUN2025
TENTANG
TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI
DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN
PERKOTiIAN

FORMAT SURAT PERMOHONAN (MENGANGSUR/MENUNDA*) PEMBAYARAN PBB-
P2

Nomor
Sifat
Lampiran
Hal Permohonan Mengangsur/

Menunda *) Pembayaran PBB-P2

Yang bertanda tangan di bawah ini:N-a
NIK
Alanat
Pekerjaan/jabatan
dalam hal ini bertindak sebagai:II Waj.ib Pajak

Wahil

Nana
NIK
Alanat

IKuasa

Kepada:
Yth.  Kepala BAPENDA

Kabupaten Kubu Raya
di     SEIRAYA

dari Wajib Pajak:

E]nysLaksanmas]hmE]p%nKyp%Eangpajakberdasarkan:I SKPDKBT I SK Pembetulan

I SK Keberatan   I Putusan Banding
sebagai berikut:
I_JenisPajakDaerah Ii    :£s:i I                    NomorIKetetapan/Keputusan/Putusan I  Jumlch PajakyangMasih(HamsDibayarI

lpe;Jg:iianlI

i

Ii

I

Terhadap utang pajak tersebut di atas, saya mengajukan permohonan untuk:
1.   mengangsur pembayaran pajak sebesar Rp ................... dengan ketentuan:

denganq
a.   Masa angsuran kali; dan
b.   Besamya  pembayaran   pajak   sebesar   Rp

tan88al...................
sampai

2.   menunda pembayaran  pajak  sebesar  Rp  ..................... sanpai  dengan  tanggal   +

dikarenakan  saya  mengalami  kesulitan  likuiditas  (posisi  kas,  bank,  dan  utang
piutang per tanggal ................ /keadaan diluar kekuasaan *)  dengan bukti berupa
................... (terlampir) .



Memenuhi  persyaratan  sebagaimana  tercantum  dalam  Pasal  ............. Peraturan
Bupati Kubu Raya Nomor ............. Tahun ....... tentang Tata Cara Pemungutan Pajak
Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, saya bersedia memberikan jaminan
belupa:I bank garansi;

I  surat/dokumen bukti kepemilikan barang bergerak;I penanggung utang oleh pihak ketiga;

I  sertifikat tanah dan/atau bangunar* dan/atauI sertifikat deposito.

Pemohon



IAMPIRAN XIV
PERATURAN BUPATI KUBU  RAYA
NOMOR    a+    TAHUN2025
TBNTANG
TATA CARA PBMUNGUTAN PAJAK BUMI
DAN 13ANGUNAN PERDESAAN DAN
PERKOTAAN

A.       FORMAT SURAT KEPUTUSAN PEMBERIAN ANGSURAN PEMBAYARAN PBB-P2

PEMERINTAH  KABUPATEN  KUBU  RAYA

BADAN PENDAPATAN DAERAH
Jalan Supadio, Telepon (0561) 722744,  Faksimile (0561) 723443

Laman , bapenda.kuburayakab.go.id

Membaca

Menimbang

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
NOMOR.....................

TENTANG
PEMBERIAN ANGSURAN PEMBAYARAN PBB-P2

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH,

: surat permohonan angsuran pembayaran pajak, atas mama Wajib
Pajak/wakil/kuasa  Wajib  Pajak  *)   ....................  nomor  ...........
tanggal .............. yang diterima berdasarkan tanda terima nomor
...................   tanggal .............., perlu diterbitkan keputusan atas
permohonan angsuran pembayaran paj ak dimaksud;

: bahwa  berdasarkan  hasil  penelitian  sebagalmana  dituangkan
dalam     Laporan     Hasil     Penelitian     Permohonan     angsuran
pembayaran  pajak  nomor tan88al
perlu   menetapkan   keputusan    atas   perrnohonan    angsuran
pembayaran pajak dimaksud;

Mengingat            :  1. Peraturan  Daerah  Kabupaten  Kubu  Raya  Nomor  13  Tahun
2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

2.  Peraturan   Bupati   Kubu   Raya  Nomor ......... Tahun ..... tentang
Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan
dan Perkotaan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan          :  KEPUTUSAN  KEPALA BADAN  PENDAPATAN  DAERAH TENTANG
PEMBERIAN    ANGSURAN    PEMBAYARAN    PAJAK    BUMI    DAN
BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN.

PERTARA

KEDUA

Mengabulkan,'Mericlck  *)   permohonan   angsuran   pembayaran
pajak untuk:
1. Nana Wajib Pajak
2.  NPWPD
3. Alamat Wajib Pajak

Sesuai  dengan  diktum  PERTAMA,  kepada Wajib  Pajak tersebut
ditetapkan untuk mengansur pembayaran  pajak yang terutang
berdasarkan   SPI`PD   masa   pajak ............. atau   SKPD/STPD   *)
nomor ................ sebesar      Rp  .................. sebanyak ............. kali.



KETIGA

KEEMPAT

KELIRA

KEENAM

Ketentuan     peinitungan     besamya    angsuran     sebagaimana
dimaksud pada diktum KEDUA adalah sebagai berikut:

Denda administrasi sebagainana tercantum pada kolom 4 akan
ditagih dengan menggunakan STPD.

Besarnya angsuran sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA
dilakukan di

Apabila di kemudian hari temyata diketahui terdapat kekeliruan
dalam    Keputusan    Kepala   Badan    Pendapatan    Daerah    ini,
kekeliruan   tersebut   akan   dibetulkan   sesuai  ketentuan  yang
berlaku.

Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah ini mulal berlaku
pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di SEI RAYA
Pada tanggal

Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Kubu Raya,

NIP.

fl
c?`
t

`



8.       FORMAT SURAT KEPUTUSAN PENUNDAAN PEMBAYARAN PBB-P2

PEMERINTAH  KABUPATEN  KUBU  RAYA

BADAN PENDAPATAN DAERAH
Jalan Supadio, Telepon (0561 ) 722744,  Faksimile (0561 ) 723443

Laman,  bapenda. kuburayakab.go. id

Membaca

Menimbang

Men8in8at

Menetapkan

PERTARA

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAII
NOMOR

TENTANG
PENUNDAAN PEMBAYARAN PBB-P2

KEPAIA BADAN PENDAPATAN DAERAII ,

: surat  permohonan  penundaan  pembayaran  pajak,  atas  nana
Wajib   Pajak/wakil/kuasa  Wajib   Pajak  *)   ....................   nomor
......... tanggal  ..............  yang diterima berdasarkan tanda terilna
nomor  ...............  tanggal  ..............,  perlu  diterbitkan  keputusan
atas permohonan penundaan pembayaran pajak dimaksud;

: bahwa  berdasarkan  hasil  penelitian  sebagainana  dituangkan
dalam    Laporan    Hasil    Penelitian    Permohonan    penundaan
pembayaran  pajak  nomor  .................   tanggal   ..............     perlu
menetapkan      keputusan      atas      permohonan      penundaan
pembayaran pajak dimaksud;

:  1. Peraturan  Daerah  Kabupaten  Kubu  Raya  Nomor  13  Tahun
2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

2.  Peraturan   Bupati   Kubu   Raya  Nomor ......... Tahun ..... tentang
Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan
dan Perkotaan.

MEMUTUSKAN:

:  KEPUTUSAN KEPAIA BADAN  PENDAPATAN  DAERAII TENTANG
PENUNDAAN    PEMBAYARAN    PAIJAK    BUMI    DAN    BANGUNAN
PERDESAAN DAN PERKOTAAN.

: Mengabulkan,'Mer^clal=*)   permohonan  penundaan  pembayaran
palak untuk:
1. Nama Wajib Pajak
2. NPWPD
3. Alamat Wajib Pajak

Sesuai  dengan  diktum  PERTAMA,  kepada Wajib  Pajak tersebut
diberikan persetujuan untuk menunda pembayaran pajak yang
terutang      berdasarkan      SFTPD      masa      pajak ............. atau
SKPD/STPD   *)   nomor ............. sebesar                                                  Rp
.................. dengan ketentuan sebagai berikut:
1.  ditunda sampai dengan tanggal ..................... ; dan
2. dikenai     denda     administrasi     berupa     bunga     sebesar

Rp ............... yang ditagih dengan  STPD.

Pelunasan  pajak  yang  ditunda  pembayarannya  sebagaimana
dimaksud pada diktum KEDUA dilakukan di.

Apabila di kemudian hari temyata diketahui terdapat kekeliruan   ty
dalarn    Keputusan    Kepala   Badan    Pendapatan    Daerah   ini,
kekeliruan   tersebut   akan   dibetulkan   sesuai  ketentuan  yang
berlaku.



KELIRA Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah ini mulai berlakiu
pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di SEI RAYA
Pada tanggal

Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Kubu Raya,

NIP.



C.       FORMAT       SURAT       KEPUTUSAN       PEMBERIAN       ANGSURAN/PENUNDAAN
PEMBAYARAN PBB-P2

PEMERINTAH  KABUPATEN  KUBU  RAYA

BADAN PENDAPATAN DAERAH
Jalan Supadio, Telepon (0561) 722744,  Faksimile (0561) 723443

Laman , bapenda.kuburayakab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
NOMOR........

TENTANG
PEMBERIAN ANGSURAN/PENUNDAAN *) PEMBAYARAN PBB-P2

Membaca

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH,

surat permohonan angsuran / penundaan pembayaran paj ak, atas
nana Wajib  Pajak/wardl/kuasa Wajib  Pajak*)  ................. nomor
...........  tanggal  .........  yang  diterima  berdasarkan  tanda  terima
nomor  ...............  tanggal  ..............,  perlu  diterbitkan  keputusan
atas permohonan penundaan pembayaran pajak dimaksud;

Menimbang         : bahwa  berdasarkan  hasil  penelitian  sebagaimana  dituangkan
dalam           Lap oran           H asil           Penelitian          permohon an
angsuran/penundaan  pembayaran  pajak  nomor  ......................
tanggal ..............  perlu menetapkan keputusan atas permohonan
perrnohonan angsuran / penundaan pembayaran pajak dimaksud;

Men8ingat :  1. Peraturan  Daerah  Kabupaten  Kubu  Raya  Nomor  13  Tahun
2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

2. Peraturan  Bupati  Kubu   Raya  Nomor ......... Tahun ..... tentang
Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan
dan Perkotaan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan          : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN  DAERAH TENTANG
PEMBERIAN ANGSURAN/ PENUNDAAN*) PEMBAYARAN PBB-P2.

PERTARA

KEDUA

KETIGA

Mengabullrm / Menolak*) atas pcrmohonan ang8uran/ penundaan
*) pembayaran pajak untuk:
1. Nana Wajib Pajak
2. NPWPD
3. Alamat Waj.ib Pajak

: Sesual  dengan  diktum  PERTAMA,  kepada Wajib  Pajak tersebut
tetap  dibebankan  kewajiban  pembayaran  pajak  daerah  dengan
jumlah pajak yang terutang dan tanggal jatuh tempo pembayaran
sesuai ketentuan yang berlaku.

: Apabila di kemudian hari temyata diketahui terdapat kekeliruan
dalam    Keputusan    Kepala   Badan    Pendapatan    Daerah    ini,
kekeliruan  tersebut  akan   dibetulkan   sesual  ketentuan  yang
berlaku.



KEEMPAT             : Keputusan  Kepala Badan Pendapatan Daerah ini mulai berlaku
pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di SEI RAYA
Pada tanggal
Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Kubu Raya,

NIP.

RAYA,

*) disesuaikan dengan permohonan

Paraf   Koordinasi

C `? !{ r e t a r i s  D a e r a h Inl
.1`  r   ..?.dministfasj  l;lmi;rii''-_I_I

Kep&ia  Bagian  Hukum t



LAMPIEN XV
PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR     CI    TAHUN2025
TENTANG
TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI
DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN
PERKOTAAN

FORMAT SURAT PERMOHONAN PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI

PEMERINTAH  KABUPATEN  KUBU  RAYA

BADAN PENDAPATAN DAERAH
Jalan Supadio, Telepon (0561) 722744,  Faksimile (0561) 723443

Laman, bapenda.kuburayakab.go.id

Nomor        :
Si fat
Lampiran :
Hal            : Permohonan pengurangan

S anksi Administratif

Kepada,
Yth. Bupati Kubu Raya

cq. Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Kubu Raya

di        SEI RAYA

Yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama
NIK
Alamat
Pekerjaan/jabatan
dalam hal ini bertindak sebagai:II Wajib Pajak

Wakil

Nama
NIK
Alamat

IKuasa dari Wajib Pajak:

bersama ini mengajukan pengurangan sanksi administratif sebesar .....................
atas:I SKPD

Nomor Surat
Tanggal Surat
LJenis Pajak Daerah :

I SKPDKB I SKPDKBT

Permohonan  pengurangan  sanksi  administrasi  tersebut  diajukan  dengan
mempertimbangkan kondisi kami sebagal berikut:

3.  dst.

Demikian  permohonan  pengurangan  sanksi  administrasi  kami  sampaikan
untuk dapat dipertimbangkan.

Wajib Pajak/Wahil/Kuasa *)

BUPATI KUBU RAYA,

SUJIWO



IAMP]RAN XVI
PERATURAN BUPATI KUBU  RAYA
NOMOR    ey    TAHUN2025
TENTANG
TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI
DAN BANGUNAN PERDESAAN  DAN
PERKOTAAN

FORMAT SURAT KEPUTUSAN PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRATIF

PEMERINTAH  KABUPATEN  KUBU  RAYA

BADAN PENDAPATAN DAERAH
Jalan Supadio, Telepon (0561) 722744,  Faksimile (0561) 723443

Laman,  bapenda.kuburayakab.go.id

Membaca

Menimbang

Men8in8at

Menetapkan

PERTARA

KEDUA

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
NOMOR

TENTANG
PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRATIF

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH,

: surat permohonan pengurangan sanksi administratif atas mama
Wajib   Pajak/wakil/kuasa  Wajib   Pajak  *)   ....................   nomor
...........   tanggal    ..............   yang   diterima   berdasarkan   tanda
terima  nomor  ...................    tanggal  ..............,  perlu  diterbitkan
keputusan  atas permohonan  pengurangan  sanksi  administratif
Wajib Pajak dimaksud;

: bahwa  berdasarkan  hasil  penelitian  sebagaimana  dituangkan
dalam Laporan Hasil Penelitian Pemohonan pengurangan sanksi
administratif nomor tanggal..............perlu
menetapkan  keputusan  atas  permohonan  pengurangan  sanksi
administratif Wajib Paj ak dimaksud ;

1. Peraturan  Daerah  Kabupaten  Kubu  Raya  Nomor  13  Tahun
2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

2.  Peraturan  Bupati  Kubu   Raya  Nomor ......... Tahun ..... tentang
Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan
dan Perkotaan.

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH TENTANG
PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRATIF

Mengabulkan    seluruh/Mengabulkan    sebagian    /Menolak    *)
permohonan pengurangan sanksi administratif untuk:
1. Nana Wajib Pajak
2. NPWPD
3. Alamat Wajib Pajak
sebesar
admini stratif          yang

•tan88al

)      dari      sanksi
pada.............Nomor

Perhitungan     besamya     sanksi     administratif     sebagaimana
dimaksud pada diktum PERTAMA adalah sebagai berikut:
a.   sanksi administratif                Rp
b.   besarnya pengurangan

( .......... %  x  Rp ............                   Bp
c.   sanksi administratif setelah  Rp

pengurangan



KETIGA

KEBMPAT

Apabila di kemudian hari temyata diketahui terdapat kekeliruan
dalam    Keputusan    Kepala   Badan    Pendapatan    Daerah   ini,
kekeliruan  tersebut  akan   dibetulkan   sesual  ketentuan  yang
berlaku.

Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah ini mulai berlaku
pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di SEI RAYA
Pada tanggal

Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Kubu Raya,

BUPATI KUBU RAYA,



LAMPIFEN XVII
PERATURAN BUPATI KUBU RAYA

¥gNMT&EGev    TAHUN 2025
TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI
DAN  BANGUNAN PERDESAAN DAN
PERKOTAAN

FORMAT SURAT PERMOHONAN PEMBETULAN

PEMERINTAH  KABUPATEN  KUBU  RAYA

BADAN PENDAPATAN DAERAH
Jalan Supadio, Telepon (0561) 722744,  Faksimile (0561 ) 723443

Laman, bapenda.kuburayakab.go.id

Nomor        :
Sifat
Lampiran :
Hal            : Permohonan pembetulan

atas............PBB-P2

Yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama
NIK
Alanat
Pekeljaan/jabatan

Dalam hal ini bertindak sebagai:I Wajib Pajak

Kepada:
Yth. Kepala Badan Pendapatan Daerah

Kabupaten Kubu Raya
di

Sungal Raya

I wahii                I Kuasa dari wajib pajak
Nama
NIK
Alanat

bersama ini mengaj.ukan pembetulan atas:
SKPD

STPD
SK Pembatalan

Nomor Surat
Tanggal Surat
Masa/Tahun Pajak

I SKPDKB

=S#g::::tanangan

SKPDKBT

SK Pembetulan
SK Pengurangan Sanksi
Adrninistratif

Perlnohonan   pembetulan   tersebut   diajukan   karena   teljadi   kesalahan
tulis/kesalahan    hitung/kekeliruan    penerapan    ketentuan    dalam   perundang-
undangan perpaj akan daerah sebagai berikut:



Demikian permohonan pembetulan kami sampalkari untuk dapat dipertimbangkan.

Wajib Pajak/Wakil/Kuasa *)

BUPATI KUBU RAYA,

SUJIWO

+



LAMPIRAN XVIII
PERATURAN BUPATI KUBU  RAYA

¥8NMT&EG CY    TAHUN 2o25
TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI
DAN BANGUNAN  PERDESAAN DAN
PERKOTAAN

A.       FORMAT SURAT KEPUTUSAN PEMBETULAN

PEMERINTAH  KABUPATEN  KUBU  RAYA

BADAN PENDAPATAN DAERAH
Jalan Supadio, Telepon (0561 ) 722744,  Faksimile (0561 ) 723443

Laman,  bapenda.kuburayakab.go.id

Membaca

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
NOMOR.....................

TENTANG
PEMBETULAN ATAS  PBB-P2  ..........

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH,

:surat       pemohonan       pembetulan       atas       mama       Wajib
Pajak/wakil/kuasa  Wajib  Pajak  *)   ....................  nomor  ...........
tanggal .............. yang diterima berdasarkan tanda terima nomor
...................   tanggal .............., perlu diterbitkan keputusan atas
perrnohonan pembetulan Wajib Pajak dimaksud;

Menimbang         : bahwa  berdasarkan  hasil  penelitian  sebagaimana  dituangkan
dalam  Laporan  Hasil  Penelitian  Permohonan  Pembetulan  Pajak
Daerah   nomor

Men8in8at

Menetapkan

PERTARA

KEDUA

tanggal..............perlu
menetapkan   keputusan   atas   perrnohonan   pembetulan   Wajib
Pajck dimaksud;

1. Peraturan  Daerah  Kabupaten  Kubu  Raya  Nomor  13  Tahun
2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

2.  Peraturan  Bupati Kubu  Raya Nomor ......... Tahun ........ tentang
Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan
dan Perkotaan.

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN  DAERAH TENTANG
PEMBETULAN...................

Mengabulkan   seluruhnya/Mengabulkan   sebagian,`Mer.clak   *)
pemohonan pembetulan atas ............... untuk:
1. Nana Wajib Pajal{
2.  NPWPD
3. Alamat Wajib Pajak

: Membetulkan   kesalahan   tulis,   kesalahan   hitung,   dan/atau `Z).
kekeliruan   penerapan   ketentuan   tertentu   dalam   peraturan    a
perundang-u ndangan            p elpaj akan            daerah            atas
.................... nomor

rincian pembetulan sebagai berikut:
tanggal...............dengan



No Uraian 1              semulai
SetelahPembetulan

I I
II

KFTIGA

KEEMPAT

KELIRA

Sesual  dengan  diktum  KEDUA,  besamya  pajak  yang  terutang
menj adi                                                                                         seb esar

Apabila di kemudian hari temyata diketahui terdapat kekeliruan
dalam    Keputusan    Kepala   Badan    Pendapatan    Daerah    ini,
kekeliruan  tersebut  akan   dibetulkan   sesuai  ketentuan  yang
berlarfu.

Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah ini mulai berlarfu
pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di SEI RAYA
Pada tanggal

Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Kubu Raya,

NIP.



a.       FORMAT SURAT KEPUTUSAN PEMBETULAN

PEMERINTAH  KABUPATEN  KUBU  RAYA

BADAN PENDAPATAN DAERAH
Jalan Supadio, Telepon (0561) 722744,  Faksimile (0561) 723443

Laman, bapenda. kuburayakab.go. id

Membaca

Menimbang

Men8ingat

Menetapkan

PERTARA

KEDUA

KETIGA

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
NOMOR

TENTANG
PEMBETULAN ATAS ......................

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH,

: surat       permohonan       pembetulan       atas
Pajak/wakil/kuasa  Wajib  Pajak  *)  ....................

n ana      Waj ib
nomor...........

tanggal .............. yang diterima berdasarkan tanda terima nomor
...................   tanggal .............., perlu diterbitkan keputusan atas
permohonan pembetulan Wajib Pajak dimaksud;

bahwa  berdasarkan  hasil  penelitian  sebagaj.mama  dituangkan
dalam  Laporan  Hasil  Penelitian  Permohonan  Pembetulan  Pajak
Daerah   nomor tanggal..............perlu
menetapkan   keputusan   atas   permohonan   pembetulan   Wajib
Pajak dimaksud;

1. Peraturan  Daerah  Kabupaten  Kubu  Raya  Nomor  13  Tahun
2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

2. Peraturan   Bupati   Kubu   Raya  Nomor ......... Tahun ..... tentang
Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan
Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH TENTANG
PEMBETUIAN...................

Mengtibulllan   ooluruhnya/Merignbulhan   oebadrcm/Menolak   *)
pemohonan pembetulan atas
1. Nana Wajib Pajak
2.  NPWPD
3. Alamat Wajib Pajak

: Sesuai                    dengan

untuk:

diktum
..............nomor......................tanggal

tetap berlaku.

PERTAMA,
dinyatakan  ri) .

Apabila di kemudian hari ternyata diketahui terdapat kekeliruan
dalaln    Keputusan    Kepala   Badan    Pendapatan    Daerah    ini,
kekeliruan  tersebut  akan  dibetulkan   sesuai  ketentuan  yang
berlaku.



KEEMPAT             : Keputusan  Kepala Badan Pendapatan  Daerah ini mulai berlaku
pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di SEI RAYA
Pada tanggal
Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Kubu Raya,

RAYA,



LAMPIFEN XIX
PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR     €|    TAHUN2025
TENTANG
TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI
DAN BANGUNAN PERDESAAN  DAN
PERKOTAAN

F`ORMAT SURAT PERMOHONAN PBMBATALAN

PEMERINTAH  KABUPATEN  KUBU  RAYA

BADAN PENDAPATAN DAERAH
Jalan Supadio, Telepon (0561) 722744,  Faksimile (0561) 723443

Laman,  bapenda. kuburayakab.go. id

Nomor        :
Sifat
Lampiran : Permohonan Pembatalan

atas....................

Kepada:
Yth. Kepala Badan Pendapatan Daerah

Kabupaten Kubu Raya
di

SEI RAYA

Yang bertanda tangan di bawah ini:
Nana
NIK
Alanat
Pekerjaan/jabatan
dalam hal ini bertindak sebagai:II Wajib Pajak

Wakil

Nana
NIK
AlamatI

IKuasa dari Wajib Pajak:

bersama ini mengajukan pembatalan atas:
SITS INomorSurat

Tanggal Surat
Masa/Tahun Pajak

SKPDKB I SKPDKBT

Permohonan pembatalan tersebut diajukan karena:

STPD

3.  dst.

Demikian    permohonan    pembatalan    kahi    sampaikan    untuk    dapat
dipertimbangkan.

Wajib Pajak/Waldl/Kuasa *)

BUPATI KUBU RAYA,

Paraf   Koordinasi
1`   t..,  'F`  r  {.!  1  ,.1  r  i  s,    D  a  e  r a  h

Ii

`    `  c:'.=jri  AdminiF,tra3i  ut`ilum 9,
r.`'

ti}{epala  Bagian  Hukum



LAMPIEN X
PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR     9V    TAHUN2025
TENTANG
TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI
DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN
PERKOTAAN

FORMAT SURAT KEPUTUSAN PEMBATALAN

PEMERINTAH  KABUPATEN  KUBU  RAYA

BADAN PENDAPATAN DAERAH
Jalan Supadio, Telepon (0561) 722744,  Faksimile (0561) 723443

Laman,  bapenda.kuburayakab.go.id

Membaca

Menimbang

Men8ingat

Menetapkan

PERTARA

KEDUA

KETIGA

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
NOMOR

TENTANG
PEMBATALAN ATAS ......................

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH,

: surat       permohonan       pembatalan       atas
Pajak/waldl/kuasa  Wajib  Pajak  *)   ....................

mama       Wajib
nomor...........

tanggal .............. yang diterima berdasarkan tanda terima nomor
...................   tanggal .............., perlu diterbitkan keputusan atas
perlnohonan pembatalan Wajib Pajak dimaksud;

bahwa  berdasarkan  hasil  penelitian  sebagaimana  dituangkan
dalam  Laporan  Hasil  Penelitian  Perrnohonan  Pembatalan  Pajak
Daerah   nomor tanggal..............perlu
menetapkan   keputusan   atas   permohonan   pembatalan   Wajib
Pajak dimaksud;

:  1. Peraturan  Daerah  Kabupaten  Kubu  Raya  Nomor  13  Tahun
2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

2.  Peraturan   Bupati   Kubu   Raya  Nomor ......... Tahun ..... tentang
Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan
Bangunan Perdesaan dan Perkotaari.

MEMUTUSKAN:

: KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN  DAERAH TENTANG
PEMBATALAN PPB-P2 NOMOR                          TANGGAL

: Mengabulkan     /Menolak    *)    permohonan    pembatalan    atas
untuk:

1. Nama Wajib Pajak
2.  NPWPD
3. Alamat Wajib Pajak

: Sesuai                    dengan diktum
.............nomor......................tanggal

tetap berlaku.

PERTAMA,
dinyatakan

Apabila di kemudian hari temyata diketahui terdapat kekeliruan
dalam    Keputusan    Kepala   Badan    Pendapatan    Daerah    ini,
kekeliruan  tersebut  akan   dibetulkan   sesual  ketentuan  yang
berlaku.



KEEMPAT             : Keputusan  Kepala Badan  Pendapatan Daerah ini mulal berlarfu
pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di SEI RAYA
Pada tanggal

Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Kubu Raya,

NIP.



LAMplEN in
PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR     SV    TAHUN2025
TENTANG
TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI
DAN  13ANGUNAN PERDESAAN DAN
PERKOTAAN

FORMAT SURAT PERMOHONAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PBB-P2

Nomor
Sifat
Lanpiran
Hal

Kepada:
Yth. Bupati Kubu Raya

cq.  Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Kubu Raya

di     SEIRAYA
Permohonan Pengembalian
Kelebihan Pembayaran Pajak PBB-P2

Yang bertanda tangan di bawah ini:
Nana
NIK
Alamat
Pekeljaan/jabatan
dalam hal ini bertindak sebagal:I Wajib Pajak

I  wakfl              EKuasa
Nana
NIK
Alanat

dari Wajib Pajak:

bersalna ini mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak
daerah yang disebabkan oleh:I pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang dengan alasan:

Hjbue:i::arpka:i:iakjuyi:rid::]q::I?rpiedba]:hbesardanpadajumlahpa]akyangterutang

Jenis/Nomor
Tanggal Surat
Jenis Pajak Daerah :
Masa/Tahun Pajak :

Berdasarkan  perhitungan  kami,  terdapat  kelebihan  pembayaran  pajak
sebagai berikut:
a.   Pembayaran pajak yang telah dilakukan dengan bulcti pembayaran:

1.   SITS PBB-P2 No
tan88al..............

2.   SITS PBB-P2 No
tanggal..............

3.   dst
Jumlah pembayaran

b.  Jumlah pajak yang terutang/seharusnya terutang
c.   Jumlah kelebihan pembayarari pajak

Rp......................

RD......................

Rp............,.........



PL±gembalian kelebihan pembayaran pajak untuk dilakukan dengan:II Pembayaran ke rekening

Kompensasi untuk utang pajak

Demikian  permohonan  pengembalian  kelebihan  pembayaran  pajak  daerah
kami sampaikan untuk dapat dipertimbangkan.

Wajib Pajak/Wakil/Kuasa *)

I.-:r,1."-`,I,-,::,,'l-L-1t~

;y\ti)a!a   Bagian  Hul'`ua-61

RAYA,



LAMplRAN ml
PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR     qu   TAHUN2025
TENTANG
TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI
DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN
PERKOTAAN

FORMAT SURAT KEPUTUSAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK DAERAH

PEMERINTAH  KABUPATEN  KUBU  RAYA

BADAN PENDAPATAN DAERAH
Jalan Supadio, Telepon (0561 ) 722744,  Faksimile (0561) 723443

Laman, bapenda.kuburayakab.go.id

Membaca

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
NOMOR

TENTANG
KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH,

:  surat  permohonan  pengembalian  kelebihan  pembayaran  pajak
atas mama Wajib Pajak/wakil/kuasa Wajib Pajak *)  ....................
nomor   ...........   tanggal   ..............   yang   diterima   berdasarkan
tanda    terima    nomor    ...................        tanggal    ..............,    perlu
diterbitkan keputusan atas pemohonan pengembalian kelebihan
pembayaran pajak Wajib Pajak dimaksud;

Menimbang          : bahwa  berdasarkan  hasil  penelitian  sebagaimana  dituangkan
dalam    Laporan     Hasil     Penelitian    pengembalian    kelebihan
pembayaran  pajak  nomor

Men8in8at

Menetapkan

PERTARA

KEDUA

KETIGA

tan88al
perlu  menetapkan  keputusan  atas  permohonan  pengembalian
kelebihan pembayaran pajak Wajib Pajak dimaksud;

1. Peraturan  Daerah  Kabupaten  Kubu  Raya  Nomor  13  Tahun
2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

2.  Peraturan   Bupati   Kubu   Raya  Nomor ......... Tahun ..... tentang
Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan
dan Perkotaan.

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN KEPALA BADAN  PENDAPATAN  DABRAH TENTANG
KELEBIHAN PEMBAYARAN

Mengabulkan    seluruh/Mengabulkan    sebagian    /Menolak    *)
permohonan pengembalian kelebihan pembayaran paj ak untuk:
1. Nana Wajib Pajak
2.  NPWPD
3. Alamat Wajib Pajak

Sesuai   diktum   PERTAMA,   kepada

sebesar Rp

memilikir/
kelebihan     pembayaran      ...................... Masa/Tahun*)      Pfjak   t

Penghitungan kelebihan pembayaran pajak sesuai diktum KEDUA
adalah   sebagaimana  tercantum   pada  Lampiran   I   Keputusan
Kepala Badan Pendapatan Daerah ini.



KEEMPAT

KELIRA

KEENAM

KETUJUH

Kelebihan   pembayaran   pajak   sebagaimana   dimaksud   dalam
diktum KEDUA:

Idiperhitungkan  seluruhnya  dengan  Utang  Pal.ak  dan/ataupajak  yang   akan   terutang   serta   tidak   tersisa   kelebihan
pembayaran paj ak.

|d±pirhituntg#andgen8and:tan8mp:g:#dant/e:::suapaj¥ebye¥

bukukan  oleh  Bank                      di
Wajib  Pajak dengan  mama rekening

)       untuk      dipindah
...............   ke   rekening

nomor   rekening    .....................       pada   Bank
dan

di

Rincian  kompensasi  dengan  Utang  Pajak  dan/atau  pajak yang
akan  terutang  sesual  diktum  KEEMPAT  adalah  sebagaimana
tercantum    pada    Lampiran     11     Keputusan    Kepala    Badan
Pendapatan Daerah ini.

Apabila di kemudian hari temyata diketahui terdapat kekeliman
dalam    Keputusan    Kepala   Badan    Pendapatan    Daerah    ini,
kekeliruan   tersebut   akan   dibetulkan   sesual   ketentuan  yang
berlaku.

Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah ini mulai berlaku
pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di SEI RAYA
Pada tanggal

Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Kubu Raya,

NIP.



LAMPIRAN XXIII
PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR      91   TAHUN2025
TENTANG
TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI
DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN
PERKOTRAN

F`ORMAT SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH LEBIH BAYAR (SKPDLB)

+

PEMERINTAH  KABUPATEN  KUBU  RAYA
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jl. Supadio Telp (0561)722744 Fax (0561)734026 Kode Pos 78391
SUNGAI  RAYA

SuRAT KETETAPAN PAJAK DAERAH LEBIH BAYAR

(SKPDLB)
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

Nomor
Tangga Penerbitan
Tanggal Jatuh Tempo :

1,   Berdasarkan  Pasal  ....Peraturan  Bupati  Kubu  Raya  Nomor  ... ...Tahun  .,.,.  tentang  Ketentuan
Umum  dan  Tata  Cara   Pemungutan   BPHTB,  telah  diakukan  pemeriksaan  atau  berdasarkan
keterangan   lain   mengenai   pelaksanaan   kewajiban   Pembayaran   Pajak   Bumi   dan   Bangunan
terhadap :
Nama
Alamat
Atas perolehan objek Bumi dan Bangunan dengan  :
NOP
Ala mat                                                                                                   RT/RW
Desa/Kelurahan :                                                                                  Kecamatan :
Kabupaten           :                                                                                Kode pos     :

2.   Dari pemeriksaan tersebut diatas, jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut :

1. PBB yang telah dibayar Rp.
2. PBB yang seharusnya terutang RP.
3. PBB yang lebih dibayar (1-2) Rp.
4. Sanksi administrasi Rp.
5- Pengurangan atau penghapusan sanksi

administratif
6. Jumlah kelebihan bayar (34+5)
Dengan  Huruf :  ..,

PERHATIAN
Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak dilakukan pada Kas Daerah

Sungai  Raya,.....„...................

An.  BUPATI  KUBU  RAYA

Kepala  Badan Pendapatan  Daerah

BUPATI KUBU RAYA,

SUJIWO


